
BIDANG
BIDANG FUNDRAISING DAN KERJASAMA

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
BIDANG KEUANGAN

BIDANG PENDAYAGUNAAN & DISTRIBUSI
BIDANG KESEKRETARIATAN





PANDUAN LAZISMU 2018 3

KATA PENGANTAR

Ucap syukur alhamdulillah kami haturkan setelah berproses panjang, akhirnya LAZISMU
Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat menyelesaikan beberapa panduan tambahan. Buku
panduan ini merupakan satu bentuk penerjemahan dari Rencana Strategis Lazismu 2015-
2020 yang di dalamnya terdapat beberapa indikator utama yang meliputi pencapaian
pembuatan panduan-panduan.

Perlu kami sampaikan bahwa pada tahun 2017 Lazismu berhasil menyusun Pedoman
Lazismu yang merupakan induk dan juga esensi keberadaan Lazismu sebagai sebuah
organisasi yang berada dalam payung gerakan persyarikatan Muhammadiyah. Pada tahun
2018, Lazismu Pimpinan Pusat juga telah menerbitkan beberapa panduan, dan pada tahun
2019 Lazismu berhasil menyelesaikan panduan-panduan yang lebih lengkap.

Kehadiran panduan-panduan ini diharapkan dapat memperkuat kinerja Lazismu di seluruh
Indonesia dan para amil di berbagai daerah memiliki kesamaan proses dan prosedur dalam
menjalankan aktivitasnya, mulai dari panduan Bidang Fundraising-Kerjasama, Panduan
Sumber Daya Manusia, Panduan Keuangan sampai Panduan Program dan Panduan
kesekretariatan. Selain itu, kehadiran panduan ini setidaknya dapat membantu untuk
memberikan standard dan rujukan bagi amil di seluruh Indonesia dalam menjalankan roda
organisasi.

Saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh amil di Lazismu Pimpinan Pusat
Muhammadiyah yang telah bekerja keras dalam menyusun panduan-panduan ini. Semoga
Allah Swt menjadikan keringat dan kelelahan pada saat menyusun draft, mereview,
mengedit dan merevisi panduan-panduan ini sebagai amal jariyah.

Jakarta, 12 September 2019

Ketua Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Hilman Latief.
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KEPUTUSANBADANPENGURUS LAZISMU
NOMOR: 015.BP/KEP/I.17/B/2019

TENTANG
PANDUANFUNDRAISINGDANKERJASAMA

Bismillahirrahmanirrahim

BADANPENGURUS LAZISMU

Menimbang :

Mengingat :

a. bahwa LAZISMU telah ditetapkan sebagai Lembaga Amil
Zakat berskala nasional;

b. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan tertib
administrasi penyelenggaraan kegiatan operasional dan
peningkatan pelayan publik perlu diatur tengan mekanisme
Fundraising dan Kerjasama;

c. bahwa panduan yang tercantum dalam keputusan ini
merupakan acuan dalam bidang Fundraising dan Kerjasama;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Panduan Fundraising
dan Kerjasama;

a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Muhammadiyah;

b. Qa’idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor
01/QDH/1.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan;

c. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor
15/PRN/I.0/B/2015 tentang Lembaga Amil Zakat, Infaq dan
Shadaqah;

d. Surat Instruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 259
Tahun 2016 tentang pendirian dan pengelolaan LAZISMU
pada struktur dan Amal UsahaMuhammadiyah;

e. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.
01/PED/I.0/B/2017 tentang LAZISMU.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PANDUAN FUNDRAISINGDANKERJASAMA LAZISMU.
Pertama Panduan Fundraising dan Kerjasama ini terdiri dari:

1. LayananDonatur;
2. Penggalangan Donasi Kemanusiaan;
3. Penggalangan Dana Kemitraan;
4. Pembuatan Proposal PenggalanganDana;
5. Manajemen Event;
6. Digital Fundraising;
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7. Kerjasama antar Organisasi Pengelola Zakat;
8. KerjasamaMajelis/Lembaga/OrtomMuhammadiyah.

Kedua Panduan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Shafar 1441 H

08Oktober 2019M

BADANPENGURUS
LAZISMUPIMPINANPUSATMUHAMMADIYAH

Hilman Latief, MA., Ph.D DR.Mahli Zainuddin
Ketua Sekretaris
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PANDUAN LAYANAN DONATUR &MITRA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Ketentuan Umum

(1) Layanan donatur adalah kegiatan yang dilakukan oleh LAZISMU dalam rangka melayani
kebutuhan donatur baik secara langsung maupun tidak langsung dengan memberikan
kemudahan dalam penyaluran donasi.

(2) Donasi adalah bantuan berupa dana, barang, dan jasa yang diberikan secara sukarela
oleh donatur.

(3) Donatur adalah setiap orang atau lembaga/institusi yang memberikan bantuan berupa
uang, barang maupun non barang.

(4) Layanan mitra, adalah kegiatan yang dilakukan oleh LAZISMU dalam rangka melayani
mitra dalam hal kerjasama dengan LAZISMU baik secara langsung maupun tidak
langsung

(5) Mitra, yaitu instansi, perusahaan atau komunitas yang menggunakan layanan LAZISMU
untuk menyalurkan dana kebajikannya, baik yang terikat maupun tidak terikat (ZISKA).

(6) Kemitraan adalah hubungan antara LAZISMU dan mitra sesuai dengan core bisnis
masing-masing pihak yang bertujuan memberikan kemanfaatan bagi kedua belah pihak
dan masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud

Panduan ini dimaksudkan sebagai acuan kepada pengelola LAZISMU dalam memberikan
pelayanan kepada donatur dan mitra baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 3
Tujuan

(1) Memberikan Layanan donatur dan mitra yang efektif dan efisien.
(2) Menjelaskan produk/program tertentu dengan cepat dan mudah dipahami oleh

donatur dan mitra.
(3) Menciptakan suasana nyaman kepada donatur dan mitra ketika berkunjung ke LAZISMU.
(4) Memberikan pengalaman yang berkesan bagi donatur dan mitra sehingga akan

menginformasikan hal-hal positif tentang LAZISMU kepada orang lain.
(5) Memberikan pola pelayanan terbaik yang konsisten terhadap semua donatur dan mitra.
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(6) Membangun loyalitas donatur dan mitra terhadap LAZISMU sehingga menghasilkan
donasi berulang terhadap program-program LAZISMU.

(7) Memberikan Layanan donatur dan mitra untuk menjamin keberlangsungan donasi dan
kemitraan dalam jangka panjang.

(8) Panduan untuk mewujudkan keterlibatan donatur dan mitra dalam pendistribusian
dana kebajikan mitra.

(9) Pengalaman serta kepercayaan donatur dan mitra yang berujung pada nilai kepuasan.

BAB III
PRINSIP

Pasal 4
Prinsip

(1) Karakter, pelayanan yang diberikan adalah cerminan pribadi seorang muslim yang
berakhlaq dan LAZISMU secara lembaga yang pertama kali dilihat oleh donatur dan
mitra.

(2) Inisiatif, bertanya dan mengucapkan terimakasih terlebih dahulu.
(3) Perhatian, tumbuhkan simpati dan rasa nyaman terhadap donatur dan mitra.
(4) Kesetaraaan, setiap layanan menempatkan LAZISMU dalam posisi yang seimbang

dengan donatur dan mitra
(5) Totalitas, donatur dan mitra berhak mendapatkan pelayanan yang istimewa.
(6) Profesionalitas, layanan donatur dan mitra dilakukan dengan tingkat standar yang

dapat diterima sebagai sebuah layanan yang sesuai dengan kebiasaan mitra.
(7) Fleksibilitas, dalam layanan donatur dan mitra mengutamakan efisiensin dan

efektivitas, dengan tidak melupakan prosedur tindakan di LAZISMU.
(8) Kerjasama, dalam hal layanan mitra LAZISMU mengedepankan kerjasama yang bersifat

charity (pemberian bantuan) atau empowerment (pendayagunaan) daripada bisnis
murni.

(9) Kolaboratif, program kerjasama dapat dilakukan bersama sesuai dengan keahlian
masing-masing pihak.

(10) Musyawarah dalam hal melakukan tindakan yang membawa brand LAZISMU dan
donatur atau mitra.

(11) Diversifikasi, prinsip layanan mitra tidak hanya mengharapkan sumbangan dari mitra
tapi bagaimana menggalang dana melalui mitra. Misal; donasi kembalian, donasi
potongan dari harga barang, donasi/zakat karyawan dan sebagainya.

(12) Action, melakukan tindakan yang mendukung pemenuhan kebutuhan donatur dan
LAZISMU. seperti; mencatat pesan, biodata dan catatan yang dianggap penting.

(13) Antisipasi, mengantisipasi komplain donatur dengan memberikan informasi yang
benar dan pelayanan prima.

(14) Evaluasi, berusaha memperbaiki setiap kekurangan.
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BAB IV
LAYANAN

Pasal 5
Persiapan Layanan Donatur

(1) Amil siap melayani dengan baik, dengan penampilan yang rapi dan sopan, serta sikap
yang ramah, santun dan melayani.

(2) Amil mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam melayani donatur.
(3) Amil mempelajari program dan kegiatan yang dijalankan LAZISMU serta informasi yang

berkembang tentang filantropi sehingga informasi yang diberikan lebih akurat.
(4) Amil mendoakan donator sesuai dengan ketentuan syariat islam dan tatakrama yang

berlaku.

Pasal 6
Persiapan Layanan Mitra

(1) Amil mencari informasi tentang mitra terutama pencapaian-pencapaian positifnya,
kegiatan penggalangan dana, kegiatan penyaluran dana CSR atau kebajikan lainnya.

(2) Amil melayani mitra dengan baik, dengan penampilan yang rapi dan sopan melayani.
(3) Amil mempresentasi materi dengan profesional, dan menawarkan beberapa peluang

kerjasama keterlibatan mitra sesuai dengan profil mitra.
(4) Amil mendengarkan dan catat respon dari mitra untuk menjadi bahan pertimbangan

kemungkinan kerjasama.
(5) Amil melakukan konfirmasi melalui saluran komunikasi yang ada dan memberikan kesan

yang baik terhadap kunjungan dan jalin hubungan dengan mitra.
(6) Amil mencari informasi tentang nilai-nilai yang digunakan mitra dalam melakukan

bisnisnya, dan menyamakan persepsi agar terjadi kenyamanan dalam kerjasama.

Pasal 7
Jenis Layanan Donatur

(1) Langsung, yaitu layanan yang dilakukan secara tatap muka.
a. Layanan di kantor LAZISMU; dan
b. Layanan jemput ZISKA.

(2) Tidak Langsung, yaitu layanan yang dilakukan melalui media.
a. Layanan lewat telepon; dan
b. Layanan lewat saluran elektronik (email & media sosial).
c. Layanan lewat teknologi finansial, seperti web LAZISMU / Matahati

Pasal 8
Jenis Layanan Mitra
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(1) Layanan yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama
a. Amil membaca teliti isi surat perjanjian kerjasama;
b. Amil memastikan Isi perjanjian kerjasama tidak memberatkan salah satu pihak;
c. Amil menghindarkan LAZISMU dari kewajiban finansial secara langsung terhadap isi

perjanjian. Misalnya; wajib membeli produk, wajib produksi dan sebagainya;
d. Memastikan LAZISMU dapat melaksanakan isi perjanjian;
e. Memastika mitra dapat melaksanakan isi perjanjian;
f. Memberikan ucapan selamat ketika mitra mencapai prestasi tertentu;
g. Mensyiarkan kerjasama dengan menempatkan logo mitra pada website atau area

publikasi yang memungkinkan;
(2) Layanan mitra donasi langsung (tanpa MoU)

a. Melayani mitra dengan sepenuh hati;
b. Mengkonfirmasi terhadap donasi yang sudah masuk;
c. Mengkonfirmasi jika jenis donasi terikat sudah dilaksanakan programnya;
d. Buka saluran komunikasi melalui Telp., WA, SMS atau email;
e. Mengucapan selamat ketika mitra mencapai prestasi tertentu atau hari jadi mitra.

Pasal 9
Sikap

(1) Responsif, menyambut setiap donatur dan mitra yang datang dengan 4 S (senyum,
salam, sapa dan santun).

(2) Berpikir positif, selalu berpikir postif terhadap donatur dan mitra untuk menghindari
prasangka tidak baik kepada donatur.

(3) Menghargai, melayani donatur dan mitra secara istimewa sehingga terjawab harapan
dan kebutuhannya.

(4) Perhatian, fokus terhadap keinginan donatur dan mitra dan berikan perhatian terhadap
penyampaian donatur dan mitra dengan jawaban yang sesuai.

(5) Mendengarkan dan memahami, mendengar dan mencatat setiap yang disampaikan
serta pahami dengan seksama apa yang diinginkan donator dan mitra.

(6) Sopan dan rendah hati, tunjukkan tingkah laku yang baik, wajar sesuai norma dalam
pergaulan. Berbicara, berpakaian serta berperilaku yang sopan di hadapan donator dan
mitra.

(7) Komunikatif, jalankan komunikasi dua arah yang seimbang sehingga terjadi komunikasi
yang produktif dan efektif.

(8) Mendoakan donatur dan memenuhi permohonan doa khususnya.

BAB V
DATABASE

Pasal 8
Pencatatan
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(1) Amil merekam, mencatat data donatur dan mitra dengan benar dan sesuai kebutuhan.
(2) Amil melengkapi data donatur dan mitra meliputi: nama, alamat, email, dan nomor

telepon.
(3) Memverifikasi, mengkonfirmasi akurasi data kepada donator dan mitra.
(4) Menyimpan, merawat data donatur dan mitra dalam sistem informasi terpadu.
(5) Memastikan keamanan dan kerahasiaan data demi kenyamanan mitra.

Pasal 9
Pengelolaan

(1) Mengkombinasikan, menggabungkan data donator dan mitra yang diperoleh dari
berbagai sumber informasi.

(2) Mengklasifikasi, memilah data donatur dan mitra sesuai kebutuhan.
(3) Memutakhirkan, memastikan data donatur dan mitra sesuai dengan kondisi terkini.
(4) Wajib melindungi, menjaga kerahasiaan data donatur dan mitra.

Pasal 10
Pengembangan

(1) Identifikasi, analisa data donatur dan mitra berdasarkan demografis dan kecenderungan
berdonasi.

(2) Implementasi, pemanfaatan data hasil analisa.
a. Mengirimkan ucapan terimakasih, Kwitansi, piagam penghargaan, kartu lebaran

kepada donatur dan mitra.
b. Mengirimkan majalah atau print ad LAZISMU lainnya kepada donatur dan mitra.
c. Mengkomunikasikan, lakukan komunikasi dengan donatur dan mitra.

BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 11
Ketentuan Lain

Hal-hal lain yang belum diatur dalam panduan ini diatur lebih lanjut melalui standar
operasional prosedur.
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BAB VII
PENUTUP

Pasal 12
Penutup

(1) Pada saat panduan ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur tentang layanan
donatur dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam panduan ini.

(2) Panduan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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PANDUAN PENGGALANGAN DONASI KEMANUSIAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Ketentuan Umum

(1) Penggalangan donasi adalah proses pengumpulan kontribusi sukarela dalam bentuk
uang atau sumber daya lain melalui donasi dari individu, perusahaan, yayasan atau
lembaga pemerintah.

(2) Donasi Kemanusiaan adalah hasil penggalangan donasi yang digunakan untuk
membantu pemulihan kondisi manusia dan alam dari dampak bencana.

(3) Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam
dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya
korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak
psikologis.

(4) Alat promo adalah materi sosialisasi dan informasi peristiwa dan/atau kegiatan
penggalangan donasi kemanusiaan yang disiapkan oleh LAZISMU dan dapat dimodifikasi
dengan tidak mengubah substansi promo.

(5) Laporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan ataupun
pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis dari kegiatan
penggalangan maupun penyaluran donasi kemanusiaan.

(6) Skala penggalangan donasi adalah klasifikasi yang akan menentukan skala penggalangan
donasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud

Panduan ini dimaksudkan sebagai acuan LAZISMU dalam melakukan kegiatan penggalangan
donasi kemanusiaan.

Pasal 3
Tujuan

(1) Memberikan panduan dalam pelaksanaan penggalangan donasi kemanusiaan.
(2) Memperjelas kedudukan kemitraan antara LAZISMU Pusat dan LAZISMU di semua

tingkatan.
(3) Memberikan landasan bagi LAZISMU di semua tingkatan dalam menjalin kemitraan

dengan internal Muhammadiyah atau pihak luar.
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(4) Memberikan panduan sosialisasi, publikasi dan pelaporan penggalangan donasi
kemanusiaan.

(5) Memberikan dasar pertanggungjawaban penggalangan donasi kemanusiaan.

BAB III
PENGGALANGAN DONASI KEMANUSIAAN

Pasal 4
Prinsip

(1) Transparansi, yaitu keterbukaan informasi yang meliputi kemudahan masyarakat untuk
mengakses informasi hasil penggalangan dan informasi penyaluran di lokasi bencana.

(2) Akuntabilitas, berkaitan dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan
penggalangan donasi yang dilakukan, meliputi penyusunan laporan keuangan dan kabar
kegiatan.

(3) Partisipatif, penggalangan donasi dilakukan secara bersama-sama dengan berbagai
pihak dengan tujuan yang sama, serta keterlibatan donatur dalam penyaluran donasi
yang dilakukan.

(4) Akumulatif, hasil penggalangan donasi kemanusiaan di jadikan dalam satu pintu baik
pengumpulan donasi fisik dan atau satu pintu laporan keuangan dan kegiatan.

(5) Tematik, menggunakan satu tema dan bahan promosi, untuk lebih mengoptimalkan
publikasi penggalangan donasi

(6) Kepercayaan, mempercayakan pengelolaan donasi kemanusiaan kepada LAZISMU dan
mitra pelaksana di lapangan.

(7) Sinergi, kegiatan penggalangan donasi melibatkan semua unsur persyarikatan dan pihak
luar.

(8) Media Magnet, mampu menarik media dengan kegiatan penggalangan donasi yang
serentak dan hasil akumulasi yang besar.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 5
Skala Penggalangan

(1) Skala penggalangan donasi akan ditentukan Badan Pengurus LAZISMU.
(2) Skala penggalangan donasi terdiri dari:

a. Skala Penggalangan Donasi Nasional dan internasional;
b. Skala Penggalangan Donasi Daerah.

(3) Skala penggalangan donasi akan dituangkan dalam surat atau pemberitahuan lainnya
yang diterbitkan oleh Badan Pengurus LAZISMU.

(4) Skala penggalangan donasi nasional menjadikan skala penggalangan donasi wajib
dilakukan oleh seluruh LAZISMU dan dikoordinasikan oleh LAZISMU Pusat
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(5) Skala penggalangan donasi daerah menjadikan skala penggalangan donasi wajib bagi
wilayah terdampak dan bisa diikuti oleh LAZISMU lainnya. Koordinasi dilakukan oleh
LAZISMU wilayah terdampak, LAZISMU pusat sebagai pendamping pengawas kegiatan.

Pasal 6
Jenis Penggalangan

(1) Penggalangan langsung; dilakukan dengan mendatangi calon donatur secara langsung.
(2) Penggalangan tidak langsung; dilakukan melalui channel donasi konvensional maupun

digital.
(3) Penggalangan dengan mitra; bekerjasama dengan iinstitusi internal atau eksternal yang

dilakukan oleh mitra sendiri atau bersama-sama dan disalurkan melalui LAZISMU.

Pasal 7
Sosialisasi dan Publikasi

(1) Sosialisasi dimaksudkan untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang kegiatan
penggalangan donasi yang sedang dilaksanakan.

(2) Sosialisasi di media dan/atau outdoor minimal berisi tagline, sasaran penyaluran, nomor
rekening, nomor telepon dan informasi pendukung lainnya.

(3) Publikasi dilakukan melaui berbagai media baik cetak, elektronik maupun digital.
(4) Publikasi memanfaatkan kemitraan yang sedang dilakukan dengan para mitra. seperti:

publikasi bersama atau publikasi di media/lokasi milik mitra.
(5) Sosialisasi dan publikasi penggalangan donasi dan kegiatan dilakukan secara terencana

dan berkelanjutan.
(6) Panduan sosialisai dan publikasi melalui media diatur dalam panduan tersendiri.

Pasal 8
Kemitraan

Waktu penggalangan-penggalangan dana kemanusiaan dilakukan dalam durasi waktu
tertentu sesuai keperluan dan ditentukan oleh pimpinan LAZISMU

Pasal 8
Internal LAZISMU

(1) Kemitraaan bersifat hirarki sesuai dengan tingkatan LAZISMU.
(2) Rencana dan pelaksanaan penggalangan donasi dilaporkan kepada LAZISMU setingkat

diatasnya.
(3) Pelaporan hasil penggalangan donasi dan pengumpulan donasi di lakukan kepada

LAZISMU setingkat diatasnya.

Pasal 9
Eksternal

(1) Kemitraan bersifat sukarela dan atas dasar kesamaan visi dan misi.
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(2) Penggalangan donasi dilakukan oleh mitra sesuai dengan rencana penggalangan mitra.
(3) Rencana penggalangan donasi disampaikan ke LAZISMU.
(4) Penggalangan donasi tidak melanggar hukum dan sesuai dengan visi misi LAZISMU.
(5) Hasil penggalangan donasi disalurkan dan digunakan sesuai rencana penyaluran

LAZISMU.
(6) LAZISMU wajib menyampaikan laporan penyaluran donasi kemanusiaan kepada mitra.

BAB VI
PENYALURAN DAN PELAPORAN

Pasal 10
Penyaluran

(1) Penyaluran penggalangan donasi kemanusiaan dilakukan oleh bagian program LAZISMU.
(2) Panduan penyaluran diatur dalam panduan tersendiri.

Pasal 11
Pelaporan

(1) Pelaporan terdiri dari:
a. Pelaporan hasil penggalangan donasi yang terhimpun
b. Pelaporan kegiatan penyaluran dan kegiatan penanganan bencana

(2) Sumber laporan penggalangan donasi berasal dari laporan penggalangan LAZISMU dan
mitra.

(3) LAZISMU wajib melaporkan donasi perolehan kepada LAZISMU setingkat diatasnya.
(4) LAZISMU menerima laporan penggalangan donasi dan hasil penggalangan mitra paling

lambat seminggu setelah kegiatan penggalangan.
(5) Sumber laporan kegiatan penyaluran berasal dari pelaksana kegiatan di lokasi bencana

(MDMC atau LAZISMU setempat).
(6) LAZISMU wajib memperbarui pelaporan kepada mitra dan masyarakat melalui kegiatan

sosialisasi dan publikasi.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 12
Ketentuan Lain

Hal-hal lain yang belum diatur dalam panduan ini, akan diatur lebih lanjut melalui standar
operasional prosedur.

BAB VIII
PENUTUP



PANDUAN LAZISMU 2018 18

Pasal 13
Penutup

(1) Pada saat panduan ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur tentang layanan
muzaki dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam panduan ini.

(2) Panduan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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PANDUAN PENGGALANGAN DANA KEMITRAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Ketentuan Umum

(1) Penggalangan dana adalah kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari
masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan, lembaga pemerintah
dan non pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan
opersional sehingga mencapai tujuan.

(2) Konsisten kemitraan adalah upaya yang melibatkan berbagai sektor, CSR perusahaan,
kelompok masyarakat, lembaga pemerintah maupun non pemerintah, untuk
bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip
dan peran masing-masing.

(3) Penggalangan dana kemitraan adalah proses kegiatan menghimpun dana dengan
melibatkan berbagai pihak untuk mencapai tujuan berdasarkan kesepakatan prinsip
dan peran masing-masing.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud

Panduan penggalangan dana kemitraan ini dimaksudkan sebagai acuan kepada pengelola
LAZISMU dalam melakukan kegiatan penggalangan dana secara kemitraan.

Pasal 3
Tujuan

Panduan ini bertujuan:
1. Memperlancar dan mengoptimalkan potensi yang ada dalam penyelenggaraan

penggalangan dana kemitraan, sehingga tujuan program tercapai sesuai dengan
rencana.

2. Memformulasikan model yang efekti tentang kemitraan penggalangan dana.

BAB III
PENGGALANGAN DANA KEMITRAAN

Pasal 4
Prinsip

Penggalangan dana kemitraan dilaksanakan berdasarkan prinsip:
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1. Kesetraaan, bersedia menerima bahwa masing-masing berada dalam kedudukan yang
sama;

2. Keterbukaan,setiap saran/usul/komentar harus disertai alasan yang jujur sesuai fakta;
3. Saling menguntungkan, saling menguntungkan satu sama lainnya;
4. Niat yang sama, untuk bekerjasama bukan saling memanfaatkan (eksploitatif);

Pasal 5
Ruang Lingkup

Penggalangan dana kemitraan di lingkungan LAZISMU dengan pihak lain diluar persyarikatan,
meliputi:
1. Penggalangan dana dengan lembaga dan/atau organisasi nasional;
2. Penggalangan dana dengan lembaga asing dan/atau organisasi internasional.
3. Penggalangan dana didasarkan kepercayaan, terbuka, dan tidak mengikat.
4. Penggalangan dana CSR, pengembalian konsumen, dan zakat karyawan.

Pasal 6
Syarat

Syarat-syarat untuk membentuk kemitraan:
1. Adanya dua pihak atau lebih.
2. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan.
3. Adanya kesepakatan yang tertuang di MoU dana tau MoA / SPK

Pasal 7
Etika

Etika yang harus dibangun dalam sistem kemitraan, diantaranya:
1. Kejujuran.
2. Kepercayaan.
3. Keterbukaan.
4. Keadilan.
5. Keseimbangan antara insentif dan resiko.

Pasal 8
Jenis

(1) Penggalangan dana kemitraan dengan lembaga lain dengan merancang program
bersama.

(2) Penggalangan dana kemitraan untuk pengadaan sarana dan prasarana program.
(3) Kemitraan dengan lembaga lain yang memiliki dana dalam menjaring lembaga donor

guna mewujudkan program yang akan dilaksanakan.
(4) Kemitraan dibidang ini dapat dilakukan secara timbal balik, tenaga yang memadai

yang dimiliki lembaga dapat dijadikan asset untuk didayagunakan oleh lembaga lain.
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Pasal 9
Langkah-langkah

(1) Mengidentifikasi komponen-komponen yang belum dimiliki LAZISMU untuk
penyelenggaraan program penggalangan dana kemitraan untuk kebutuhan program.

(2) Menyusun prioritas kebutuhan penggalangan dana kemitraan berdasarkan data hasil
identifikasi.

(3) Mencari lembaga calon mitra yang sesuai dengan kebutuhan dan kriteria yang
telah ditentukan.

(4) Membuat kesepakatan dengan lembaga calon mitra.
(5) Melaksanakan penggalangan dana kemitraan.

BAB IV
ANALISIS KAPASITAS DAN MUATAN MATERI

Pasal 10
Analisis Kapasitas

Analisis penggalangan dana kemitraan dilakukan dengan memperhatikan kriteria dan
kapasitas lain di luar LAZISMU baik nasional maupun internasional, antara lain:
1. Memiliki kebutuhan yang sejalan dengan kepentingan dan kebijakan strategis;
2. Memiliki kapasitas dalam kegiatan sejenis dengan penggalangan dana;
3. Memiliki pembiayaan yang memadai.

Pasal 11
Muatan Materi

(1) Materi analisis kapasitas meliputi:
a. Tujuan;
b. Ruang lingkup;
c. Hak dan kewajiban;
d. Pembiayaan;
e. Penyelesaian sengketa;
f. Masa berlaku;
g. Pemutusan/perpanjangan kemitraan; dan
h. Materi lain yang relevan dengan rencana kemitraan.

(2) Persetujuan kemitraan dengan pihak lain di luar LAZISMU baik nasional maupun
internasional diberikan setelah ada hasil analisis kapasitas. Persetujuan kerjasama
diberikan oleh pimpinan LAZISMU di berbagai tingkat.

BAB V
KETENTUAN LAIN
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Pasal 12
Ketentuan Lain

Hal-hal lainnya mengenai penggalangan dana kemitraan yang belum diatur dalam panduan
ini akan diatur lebih lanjut melalui panduan operasional.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 13
Penutup

Panduan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan
kebutuhan melalui ketetapan yang akan diberitahukan lebih lanjut.
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PANDUAN PEMBUATAN PROPOSAL PENGGALANGAN DANA
(FUNDRAISING)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Ketentuan Umum

(1) Proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja berupa tulisan
dan dijelaskan secara sistematis dan terperinci untuk suatu kegiatan.

(2) Sistematis sebagaimana tercantum pada ayat (1) adalah memenuhi kriteria logis atau
tata urutan argumentasi saling terkait.

(3) Terinci sebagaimana tercantum pada ayat (1) adalah memenuhi prinsip akuntabilitas
yang dinyatakan secara detil kebutuhan dan terukur sesuai dengan prinsip-prinsip 4 W +
1 H (What, Who, When, Where, How).

(4) Penggalangan dana adalah kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari
masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi dan ormas perusahaan ataupun
pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan opersional
sehingga mencapai tujuan.

(5) Proposal penggalangan dana adalah rencana penggalangan dana yang dituangkan dalam
tulisan dan dijelaskan secara sistematis, terperinci untuk suatu kegiatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud

Panduan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pengelola LAZISMU dalam melakukan
penggalangan dana dan menyusun proposal penggalangan dana dengan pihak lain.

Pasal 3
Tujuan

Panduan ini bertujuan:
1. Memberikan kemudahan LAZISMU untuk mendapatkan ijin atau persetujuan dari suatu

pihak mengenai rencana atau rancangan yang akan dilakukan;
2. Mempercepat proses permohonan dana/sponsor melalui kerjasama dengan pihak lain.

BAB III
PROPOSAL PENGGALANGAN DANA
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Pasal 4
Prinsip

(1) Keterbukaan
(2) Kejujuran
(3) Saling menguntungkan

Pasal 5
Fungsi

(1) Proposal merupakan alat kerja bagi LAZISMU untuk menjalankan penggalangan dana.
(2) Seluruh kegiatan dan realiasasi penggalangan dana yang dilakukan oleh LAZISMU harus

mengacu pada program kerja dan rencana anggaran yang terdapat dalam proposal.

Pasal 6
Bentuk

Berdasarkan bentuknya, proposal penggalangan dana dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:
1. Proposal Formal, dilengkapi dengan tiga bagian utama:

a. Pendahuluan
b. Isi proposal

1) Latar Belakang
2) Analisa Masalah
3) Solusi/ Program ditawarkan
4) Biaya Program
5) Waktu
6) Monitoring dan Evaluasi (Monev)

c. Penutup
2. Proposal Semi Formal

Dalam proposal ini hanya terdapat inti informasi mengenai masalah, saran, pemecahan,
dan permohonan.

3. Proposal Tidak Formal
Hampir sama dengan proposal semiformal dan disampaikan dalam bentuk surat atau
memorandum.

Ruang lingkup, format dan cara pembuatan proposal penggalangan dana sebagaimana
dimaksud pada pasal 6 (enam) tercantum dalam lampiran panduan ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN

Pasal 7
Ketentuan Lain
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Hal-hal lainnya mengenai pembuatan proposal penggalangan dana yang belum diatur dalam
panduan ini akan diatur lebih lanjut melalui panduan operasional.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8
Penutup

Panduan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan
kebutuhan melalui ketetapan yang akan diberitahukan lebih lanjut.
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Lampiran
Panduan LAZISMU Tentang Pembuatan Proposal Penggalangan Dana LAZISMU (Fundraising)

RUANG LINGKUP DAN FORMAT PROPOSAL

A. Ruang Lingkup
1. Hal yang perlu diperhatikan:

a. Penyusunan proposal hendaknya menunjuk orang atau beberapa orang yang ahli,
sebaiknya memiliki keterkaitan dengan kegiatan yang dijalankan.

b. Penyusun proposal mempersiapkan bahan-bahan dan informasi yang diperlukan,
yaitu berupa bahan-bahan atau data valid.

c. Menyusun draf proposal dengan sistematis, menarik, dan realistis.
d. Jenis Kegiatan, apa yang akan diselenggarakan? ini berkaitan erat dengan

pengambilan keputusan pihak donatur/sponsor apakah kegiatan yang dilakukan
berkaitan program donatur/sponsor.

e. Mencantumkan kontraprestasi kepada pihak donatur/sponsor sebagai ganti dana
yang diberikan.

f. Lampiri kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan.
g. Sertakan kontak person, yang mengerti dengan baik tentang detail acara

tersebut.
h. Proposal dibicarakan dalam forum musyawarah untuk dibahas, direvisi dan

disetujui.
i. Proposal yang telah disempurnakan selanjutnya dipergunakan sebagaimana

mestinya.
j. Proposal diperbanyak dan didistribusikan kepada pihak-pihak yang dituju, baik

internal maupun eksternal.

2. Penyusunan
a. Dalam pembuatan proposal penggalangan dana/sponsor tidak ada aturan baku,

jadi dapat dibuat sekreatif mungkin, yang efektif dan efisien tetapi tidak
meninggalkan sisi kualitas.

b. Buatlah desain yang simple tetapimeaningfull (sangat berarti).
c. Buatlah tema desain proposal, supaya mulai dari cover hingga konten/redaksi

akan memiliki desain yang sinergis.
d. Cover, pintu gerbang menuju kesuksesan selanjutnya, maka buat design cover

yang eye catching (menarik).
e. Desain halaman konten menyesuaikan tema, jangan terlalu rumit karena akan

memecah fokus baca dan gunakan warna yang soft.
f. Setelah proposal jadi, maka lakukan pemeriksaan (proof reading), untuk

menghindari kesalahan penulisan.
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B. Format Proposal

I. PENDAHULUAN
a. Latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman

donatur mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Latar belakang yang baik harus
disusun sejelas mungkin dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang
mendukung.

b. Maksud adalah arah yang luas suatu program/kegiatan. Arah yang luas ini dapat
dicapai melalui beberapa tujuan khusus.

c. Tujuan adalah menjelaskan secara terperinci perihal program tersebut, yakni:
Untuk siapa? Oleh siapa? Lama kegiatan? Dimana? Apa yang ingin dihasilkan?
Luaran (output) ? Dampak (out come) ?

II. ISI
a. Jenis Kegiatan, sama dengan bentuk/nama kegiatan. Juga bisa berupa rangkaian

kegiatan.
b. Tema Kegiatan, berisi inti-inti kegiatan.
c. Waktu dan Tempat Pelaksanaan, Kapan waktu kegiatan tersebut dan dimana

tempat pelaksanaan kegiatan harus ditulis jelas.
d. Pelaksana/panitia, penyusun proposal perlu menyeleksi kualifikasi dan bobot

orang yang terlibat sebagai pelaksana kegiatan yang direncanakan untuk
menjamin kelancaran jalannya kegiatan.

e. Susunan acara, yang ditulis dengan jelas dan terperinci.
f. Anggaran biaya, disusun secara logis dan realistis, serta harus memerhatikan

keseimbangan antara pengeluaran dan penghasilan.

III. PENUTUPAN
Penutup berfungsi menekankan bahwa proposal diajukan dengan sungguh-sungguh.
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PANDUANMANAJEMEN EVENT / KEGIATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Ketentuan Umum

(1) Event adalah acara atau kegiatan yang dilakukan secara terencana untuk suatu
tujuan, tidak dilaksanakan secara spontanitas.

(2) Manajemen event adalah mengorganisir sebuah acara yang dikelola secara
professional, sistematis, efisien dan efektif yang kegiatannya meliputi dari konsep
(perencanaan) sampai dengan pelaksanaan hingga pengawasan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud

Panduan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pengelola LAZISMU dalam melakukan
pelaksanaan acara/kegiatan (event).

Pasal 3
Tujuan

Panduan ini bertujuan:
1. Memberikan panduan LAZISMU dalam merencanakan dan melaksanakan sebuah event;
2. Memberikan panduan memilih event yang tepat dan sesuai dengan visi dan misi

LAZISMU;
3. Menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan sebuah event;
4. Mendapatkan ijin atau persetujuan dari suatu pihak mengenai rencana atau rancangan

yang akan dilakukan;
5. Menyusun permohonan dana/sponsorship event atau kerjasama dengan pihak lain.

BAB III
Manajemen Event

Pasal 4
Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman manajemen ini meliputi semua tingkatan LAZISMU sehingga
mampu merencana, melaksana serta menyusun strategi dalam melaksanakan sebuah event.
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Pasal 5
Prinsip

(1) Perencanaan; meliputi pembahasan awal tentang kebutuhan diadakannya event dan
hasil yang ingin diraih.

(2) Biaya; biaya yang dibutuhkan masih dalam batas kewajaran dibandingkan dengan hasil
yang ingin diraih.

(3) Lokasi; pemilihan lokasi event sesuai dengan tujuan event dan kemampuan LAZISMU.
(4) Kerjasama; event yang akan diadakan dapat dikerjasamakan dengan pihak lain. Inisiasi

kerjasama dapat berasal dari LAZISMU atau dari pihak lain.
(5) Sponsorship; dapat dilakukan untuk mendukung sebuah event yang memiliki hubungan

kerjasama mutual.
(6) Benefit atau manfaat event; mempertimbangkan benefit yang akan diraih dengan

diadakannya event tersebut baik benefit tangible (nyata) maupun intangible (tidak
berwujud).

(7) Pelaksanaan; event yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai
dengan perencanaan.

(8) Monitoring dan evaluasi; melakukan review terhadap setiap event yang telah
dilaksanakan dan melakukan evaluasi untuk perbaikan dimasa mendatang.

Pasal 6
Jenis Event

(1) Event rutin, event yang dilakukan oleh LAZISMU secara rutin sebagai bentuk
pelaksaanaan roda organisasi.

(2) Event tidak rutin, event yang diadakan untuk memenuhi suatu kebutuhan atau memiliki
tujuan tertentu. Dibagi menjadi:
a. Event internal, yaitu event yang diadakan atas inisiatif internal LAZISMU
b. Event eksternal, yaitu event yang diadakan atas undangan pihak luar atau kerjasama

antara LAZISMU dengan pihak lain.

Pasal 7
Memberikan Langkah & Strategi

(1) Gambaran besar keberhasilan kegiatan, yaitu menentukan jalannya event dengan
gambaran kesuksesan untuk mendapatkan dukungan dari pengambil kebijakan.

(2) Menentukan tujuan dan hasil, event memiliki tujuan yang jelas dan hasil output
(keluaran) yang dapat dinyatakan secara tertulis dan terukur.

(3) Rapat teknis mempersiapkan dan pembagian kerja, bentuklah sebuah tim kerja yang
mendukung pelaksanaan acara dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan event.

(4) Membuat cek list daftar persiapan, cek list ini akan sangat membantu sebagai pengingat
agar tidak ada yang terlewat atau terlupakan.

(5) Merumuskan rincian dan detail persiapan, catat secara rinci hal-hal yang pendukung
kesuksesan event, diantaranya; waktu, lokasi, rundown, karkteristik peserta, pembicara,
undangan, biaya, konsumsi,merchandise dan media.

(6) mempublikasi, rencanakan publikasi yang menarik atensi yang hadir melalui berbagai
tampilan publikasi yang aktratif dan informatif.



PANDUAN LAZISMU 2018 30

(7) Pengecekan dan gladi resik (GR), lakukan gladi resik yang melibatkan tim teknis,
terutama tim acara. Pastikan semuanya siap sebelum hari pelaksanaan event.

BAB V
KETENTUAN LAIN

Pasal 8
Ketentuan Lain

Hal-hal lainnya mengenai penggalangan dana kemitraan yang belum diatur dalam panduan
ini akan diatur lebih lanjut dalam panduan operasional.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9
Penutup

Panduan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan
kebutuhan melalui ketetapan yang akan diberitahukan lebih lanjut.
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PANDUAN DIGITAL FUNDRAISING

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Ketentuan Umum

(1) Digital fundraising adalah suatu cara untuk menggalang dana bagi sebuah
komunitas/organisasi/NGO bahkan pribadi menggunakan media digital. Seperti: televisi,
radio, internet,mobile apps, social media dan berbagai media digital lainnya.

(2) Biaya iklan adalah biaya yang dikeluarkan oleh LAZISMU untuk mempromosikan brand,
kegiatan atau program di media digital.

(3) Crowdfunding adalah kegiatan penggalangan dana yang dilakukan melalui platform
penggalangan dana massal, baik milik LAZISMU atau milik pihak lain.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud

Panduan ini dimaksudkan sebagai acuan kepada pengelola LAZISMU dalam melakukan
kegiatan penggalangan dana secara digital.

Pasal 3
Tujuan

(1) Sebagai panduan bagi pengelola LAZISMU dalam menjalankan pemasaran digital
program LAZISMU (Digital Fundraising).

(2) Mencapai nilai efektif dan efisien dalam kegiatan digital fundraising.
(3) Panduan kerjasama digital dengan pihak ketiga.
(4) Panduan penggunaan anggaran digital fundraising.
(5) Panduan pola terbaik digital fundraising berdasarkan pengalaman LAZISMU.
(6) Membangun loyalitas donatur melalui dunia digital.
(7) Panduan memanfaatkan berbagai platform digital untuk fundraising.
(8) Tujuan akhir digital fundraising adalah awareness, keberpihakan, data dan donasi.

BAB III
DIGITAL FUNDRAISING

Pasal 4
Prinsip
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(1) Awareness, digital Fundraising digunakan untuk meningkatkan impressi terhadap
kampanye penggalangan/branding awareness yang kita lakukan.

(2) Data Minning, mengumpulkan leads atau data yang dapat diolah menjadi hot market
untuk penggalangan dana LAZISMU.

(3) Chaneling, memaksimalkan berbagai saluran (chanel) digital baik yang bersifat satu
arah (platform, web, Apps, dan sebagainya) atau yang bersifat dua arah (media sosial,
chat, forum, dan lain-lain).

(4) Kerjasama, memaksimalkan kerjasama dengan pelaku bisnis digital dengan pola
penggalangan yang dikembangkan dari pola penggalangan konvensional.

(5) Milenial Mind, menggunakan bahasa yang dapat diterima oleh audience terbesar dunia
digital (baca: online) yaitu generasi milenial.

(6) Keterlibatan, mengedepankan bahasa yang mengajak keterlibatan audience dalam
program yang dikampanyekan.

(7) Faktor Sukses, memaksimalkan tiga unsur faktor kesuksesan penggalangan dana:
a. Headline yang menarik;
b. Gambar yang mampu membuat audience berhenti dan memperhatikan kampanye;
c. Audience/pemirsa yang tepat dengan proyek penggalangan yang dijalankan.

(8) Benefit value, keuntungan digital fundraising daripada konvensional fundraising.
a. Lebih luas dan tertarget;
b. Lebih cepat dan mudah;
c. Lebih efisien dan terukur.

BAB IV
DIGITAL FUNDRAISING

Pasal 5
Indikator Sukses

(1) Jumlah user/member atau pengunjung yang meningkat
(2) Revenue atau perolehan donasi yang meningkat
(3) Awareness milenial terhadap LAZISMU

Pasal 6
Lagkah-Langkah

(1) Memperbesar jumlah data (email, nomor telepon, whatsapp, dan sebagainya).
a. Melalui medsos yang bertumbuh;

1) Organik
a) Memperbanyak konten;
b) Interaksi positif;
c) Memperbanyak liker;
d) Memberikan manfaat kepada audience;

2) Non Organik (paid/berbayar);
a. Iklan di seluruh medsos;

1) Ads konten yang menarik;
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2) Target audience yang tepat;
3) Biaya;
4) Split test.

b. Mengumpulkan email melalui leads magnet (bisa berupa ebook, diskon,
offers lainnya). Semakin banyak email yang kita dapatkan maka semakin
besar peluang menambah user traffic dan donasi.

b. Bekerjasama dengan pemilik data yang besar;
1) Tukar link.
2) Buat program bersama.
3) Share profit (affiliate) / Bagi Hasil (Keuntungan)

Pasal 6
Jenis Saluran

(1) Search Engine. Manfaatkan teknik SEO by google atau menggunakan jasa SEO
(2) Web & Blog. Rutin menulis berita dan kegiatan di web atau blog baik milik internal

atau blog luar yang memungkinkan kita masuk. Usahakan isi dengan keyword yang kita
inginkan

(3) Media Sosial. Manfaatkan interaksi di media sosial yang populer dengan jumlah
pengguna yang banyak.

(4) Video Blog. Membuat video-video program, kegiatan atau video kreatif yang di
tampilkan di platform berbagi video

(5) Ecommerce, Platform, Mobile App. Usahakan setiap LAZISMU memiliki website resmi,
kerjasama dengan ecommerce lokal, memanfaatkan jejaring bloger dan membuat
mobile App.

(6) Iklan. Sediakan anggaran untuk beriklan di media digital/online untuk menjangkau
audience yang lebih besar.

(7) Email marketing. Ini adalah pengembangan dari data yang sudah kita kumpulkan.
Dengan membangun komunikasi yang hangat melalui email maka akan meningkatkan
jumlah audience kita.

(8) Tools marketing digital. Berbagai tools atau software tersedia di pasaran untuk
mempermudah aktivitas digital fundraising. Explore dan pelajari tools atau software
yang ada.

Pasal 7
Anggaran

(1) Infrastruktur
a. Web hosting
b. Design web

(2) SDM
a. Koordinator
b. Staff (penulis berita/kampanye, design grafis, foto, video & kreatif)
c. Marketing digital

(3) Layanan digital
a. Analisa digital
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b. Pelaporan, maintenance dan back end service web
(4) Leads Traffic (Penarik Kunjungan)
(5) Iklan di berbagai media chanel digital (google ad, fb ad, insta ad, endorse, email

marketing, online ads, data base aquicition)

BAB V
KETENTUAN LAIN

Pasal 8
Ketentuan Lain

Hal-hal lainnya mengenai Panduan Digital Fundraising yang belum diatur dalam panduan ini
akan diatur lebih lanjut dalam panduan operasional.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9
Penutup

Panduan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan
kebutuhan melalui ketetapan yang akan diberitahukan lebih lanjut.
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PANDUAN KERJASAMA ANTAR ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Ketentuan Umum

(1) Ketentuan-ketentuan umum yang berlaku di pedoman hubungan dan kerjasama juga
berlaku pada pedoman kerjasama Organisasi Pengelola Zakat.

(2) Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua organisasi atau lebih dengan
melakukan interaksi antar organisasi hingga tercapai tujuan yang dinamis.

(3) OPZ adalah Organisasi Pengelola Zakat yang bergerak di bidang pengelolaan zakat, infaq
dan shodaqah.

(4) Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah
yang didirikan atas usul Kementrian Agama dan disetujui oleh Presiden.

(5) Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh
swasta,

(6) Kerjasama antar OPZ adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua organisasi pengelola
zakat atau lebih dalam urusan ZISKA.

(7) Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) adalah dokumen yang
memuat saling pengertian dalam bentuk butir-butir yang disepakati bersama perihal
urusan ZISKA sebelum nota kerjasama dibuat dan belum memiliki kekuatan mengikat
secara hukum.

(8) Nota Kerjasama atau Memorandum of Agreement (MoA) adalah tindak lanjut dari atau
tanpa didasari oleh nota kesepahaman yang mengatur mengenai hubungan kerjasama
dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud

Panduan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi LAZISMU dalam melakukan Kerjasama dan
menyusun Perjanjian dengan BAZ atau LAZ sebagai landasan hukum pelaksanaan Kerjasama.

Pasal 3
Tujuan

Panduan ini bertujuan:
1. Meningkatkan koordinasi dan ketertiban dalam melakukan kerjasama dengan Organisasi

Pengelola Zakat;
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2. Menyelaraskan materi muatan kerjasama dengan jenis dan bentuk Perjanjian dengan
Organisasi Pengelola Zakat;

3. Menghasilkan produk Perjanjian yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan kebutuhan dengan Organisasi Pengelola Zakat;

4. Menyeragamkan pola, bentuk Kerjasama, dan Perjanjian dengan Organisasi Pengelola
Zakat.

BAB III
PRINSIP

Pasal 4
Kerjasama

Prinsip kerjasama dilaksanakan berdasarkan panduan hubungan dan kerjasama BAB III Pasal
(4) empat.

BAB IV
PROSEDUR

Pasal 5
Prosedur

Prosedur kerjasama dilakukan bersama-sama antar dua organisasi pengelola zakat atau
lebih dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Penyamaan visi dan misi kerjasama, sehingga terjadi satu tujuan yang sama dalam

berkegiatan
2. Penyusunan proposal, merumuskan garis besar kegiatan dalam bentuk dokumen

proposal yang lebih rinci
3. Pelaksanaan, melaksanakan kegiatan sesuai dengan isi proposal yang disusun bersama
4. Evaluasi, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan untuk pertimbangan

kegiatan di masa depan.

Pasal 6
Branding

1. Dalam setiap dokumen, publikasi dan sosialisasi harus mencantumkan bahwa kegiatan
ini adalah kerjasama dua lembaga yang bekerjasama.

2. Branding bersama dapat diimplementasikan dalam bentuk; penyebutan nama,
pencantuman logo dan pembuatan realese bersama.

3. Branding bersama harus sejajar dalam setiap materi sehingga tercapai maksud setiap
pihak yang bekerjasama

Pasal 7
Fundraising
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1. Fundraising bersama dilakukan dalam kerjasama yang memerlukan penggalangan dana
dalam pelaksanaan kerjasama

2. Penggalangan bersama dilakukan secara bersama-sama dengan perencanaan yang
disusun bersama

3. Masing-masing pihak melaksanakan rencana fundraising bersama sepenngetauan pihak
lainnya.

4. Hasil penggalangan dana bersama terkait kegiatan kerjasama harus dilaporkan secara
bersama oleh pihak yang bekerjasama

BAB V
RUANG LINGKUP

Pasal 8
Ruang Lingkup

(1) Kerjasama di lingkungan LAZISMU dengan Organisasi Pengelola Zakat, meliputi:
a. Kerjasama dengan lembaga dan/atau organisasi nasional;
b. Kerjasama dengan lembaga asing dan/atau organisasi internasional.

(2) Kerjasama Pusat dilakukan oleh LAZISMU Pusat atas ijin Pimpinan Pusat.
(3) Kerjasama Wilayah dilakukan oleh LAZISMU Wilayah atas ijin LAZISMU Pusat dengan

pemberitahuan kepada PWM.
(4) Kerjasama Daerah dilakukan oleh LAZISMU Daerah atas ijin LAZISMU Wilayah dengan

pemberitahuan kepada PDM.
(5) Pengaturan kerjasama LAZISMU dengan organisasi internasional terikat dengan

Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang mengatur tentang Ketentuan Pokok
Kerjasama Muhammadiyah dengan Lembaga Asing.

BAB VI
BIDANG

Pasal 9
Bidang Kerjasama

Bidang yang akan dikerjasamakan oleh LAZISMU didasarkan pada Rencana Kerja LAZISMU.

BAB VII
NASKAH PERJANJIAN

Pasal 10
Naskah Perjanjian

(1) Nota Kesepahaman atauMemorandum of Understanding (MoU);
(2) Nota Kerjasama atauMemorandum of Agreement (MoA).
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BAB VIII
PRAKARSA

Pasal 11
Prakarsa

Prakarsa Kerjasama dapat berasal dari LAZISMU maupun dari Organisasi Pengelola Zakat
(OPZ) pada semua tingkatan.

BAB IX
ANALISIS KAPASITAS DAN MUATAN MATERI

Pasal 12
Analisis Kapasitas

Analisis Rencana Kerjasama dilakukan dengan memperhatikan kriteria dan kapasitas
Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) baik nasional maupun internasional, antara lain:
1. Adanya kebutuhan yang sejalan dengan kepentingan dan kebijakan strategis;
2. Memiliki kapasitas dalam kegiatan sejenis dengan rencana Kerjasama;
3. Dukungan pembiayaan yang memadai.

Pasal 13
Muatan Materi

(1) Materi analisis kapasitas meliputi:
a. Tujuan;
b. Ruang lingkup;
c. Hak dan kewajiban;
d. Pembiayaan;
e. Penyelesaian sengketa;
f. Masa berlaku;
g. Pemutusan/perpanjangan Kerjasama; dan
h. Materi lain yang relevan dengan rencana Kerjasama.

(2) Persetujuan kerjasama dengan OPZ baik nasional maupun internasional diberikan
setelah ada hasil analisis kapasitas.

BAB X
KEWENANGAN

Pasal 14
Kewenangan

(1) Kerjasama dengan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam bentuk Nota Kesepahaman
atauMemorandum of Understanding (MoU) dilaksanakan oleh Badan Pengurus.
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(2) Hubungan Kerjasama dengan Organisasi Pengelola Zakat OPZ dalam bentuk Nota
Kerjasama atau Memorandum of Agreement (MoA) dilaksanakan oleh Eksekutif atas ijin
dari Badan Pengurus.

(3) Kerjasama dengan organisasi internasional harus memperoleh persetujuan dari
Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Pasal 15
Penandatangan Naskah Perjanjian

(1) Penandatangan naskah Perjanjian di lingkungan LAZISMU dengan organisasi
internasional adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

(2) Penandatangan naskah perjanjian dalam bentuk Nota Kesepahaman atau
Memorandum of Understanding (MoU) adalah Badan Pengurus.

(3) Penandatangan naskah perjanjian dalam bentuk Nota Kerjasama atau Memorandum of
Agreement (MoA) adalah Eksekutif.

BAB XI
KETENTUAN LAIN

Pasal 16
Ketentuan Lain

Hal-hal lain mengenai Kerjasama yang belum diatur dalam Panduan ini diatur lebih lanjut
dalam prosedur operasional dengan cara menerbitkan memo internal.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 17
Penutup

(1) Pada saat Panduan ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur tentang
Kerjasama dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Panduan ini.

(2) Panduan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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PANDUAN KERJASAMAMAJELIS/LEMBAGA/ORGANISASI OTONOM
MUHAMMADIYAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Ketentuan Umum

(1) Ketentuan-ketentuan yang berlaku di pedoman LAZISMU, panduan hubungan dan
kerjasama juga berlaku pada panduan ini.

(2) Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua lembaga atau lebih dengan
melakukan interaksi antar lembaga hingga tercapai tujuan yang dinamis.

(3) Pengertian Majelis telah diatur dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah, tercantum
pada Bab VISI Unsur Pembantu Pimpinan, Pasal 20 ayat 2. Majelis adalah unsur
pembantu pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah.

(4) Pengertian Lembaga telah diatur dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah, tercantum
dalam Bab VII Unsur Pembantu Pimpinan, Pasal 20 ayat 3. Lembaga adalah unsur
pembantu pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pendukung Muhammadiyah.

(5) Organisasi otonom Muhammadiyah ialah organisasi atau badan yang dibentuk oleh
Persyarikatan Muhammadiyah yang dengan bimbingan dan pengawasan, diberi hak
dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri, membina warga persyarikatan
Muhammadiyah tertentu pula dalam rangka mencapai maksud dan tujuan
Persyarikatan Muhammadiyah.

(6) Majelis, Lembaga, Ortom dalam panduan ini selanjutnya disebut M/L/O.
(7) Kerjasama LAZISMU dan M/L/O adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua Lembaga

atau lebih dalam urusan ZISKA.
(8) Kerjasama M/L/O adalah kegiatan yang dirancang bersama oleh LAZISMU dan M/L/O

sebagai mitra pelaksana program.
(9) Nota Kesepahaman atauMemorandum of Understanding (MoU) adalah dokumen yang

memuat saling pengertian dalam bentuk butir-butir yang disepakati bersama perihal
urusan ZISKA sebelum nota kerjasama dibuat dan belum memiliki kekuatan mengikat
secara hukum.

(10) Nota Kerjasama atau Memorandum of Agreement (MoA) adalah tindak lanjut dari atau
tanpa didasari oleh nota kesepahaman yang mengatur mengenai hubungan kerjasama
dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
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Pasal 2
Maksud

Panduan Kerjasama M/L/O ini dimaksudkan sebagai acuan bagi LAZISMU dalam melakukan
Kerjasama M/L/O sebagai landasan hukum pelaksanaan kerjasama.

Pasal 3
Tujuan

Panduan ini bertujuan:
1. Meningkatkan koordinasi dan ketertiban dalam melakukan kerjasama dengan M/L/O.
2. Menyelaraskan materi muatan kerjasama M/L/O dengan jenis dan bentuk perjanjian.
3. Menyeragamkan pola, bentuk kerjasama, dan perjanjian dengan M/L/O.
4. Menjelaskan Design Pekerjaan kepada LAZISMU dan M/L/O dengan cepat dan mudah

dipahami.

BAB III
PROSEDUR KERJASAMA

Pasal 4
Prosedur

Prosedur kerjasama dilakukan bersama-sama antar Dua Majelis/Lembaga atau lebih dengan
melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
5. Penyamaan visi dan misi kerjasama, sehingga terjadi satu tujuan yang sama dalam

berkegiatan.
6. Penyusunan proposal, merumuskan garis besar kegiatan dalam bentuk dokumen

proposal yang lebih rinci.
7. Pelaksanaan, melaksanakan kegiatan sesuai dengan isi proposal yang disusun bersama.
8. Monitoring dan Evaluasi, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan

kegiatan untuk pertimbangan kegiatan di masa depan.

Pasal 5
Kerjasama

Prinsip kerjasama dilaksanakan berdasarkan panduan hubungan dan kerjasama BAB III Pasal
(4) empat.

Pasal 6
Branding

1. Dalam setiap dokumen, publikasi dan sosialisasi harus mencantumkan bahwa kegiatan
ini adalah kerjasama dua M/L/O atau lebih yang bekerjasama.

2. Branding bersama dapat diimplementasikan dalam bentuk; penyebutan nama,
pencantuman logo dan pembuatan realese bersama.
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3. Branding bersama harus sejajar dalam setiap materi sehingga tercapai maksud setiap
pihak yang bekerjasama.

Pasal 7
Fundraising

(1) Fundraising bersama dilakukan dalam kerjasama yang memerlukan penggalangan dana
dalam pelaksanaan kerjasama

(2) Penggalangan bersama dilakukan secara bersama-sama dengan perencanaan yang
disusun bersama

(3) Masing-masing pihak melaksanakan rencana fundraising bersama sepenngetauan pihak
lainnya.

(4) Hasil penggalangan dana bersama terkait kegiatan kerjasama harus dilaporkan secara
bersama oleh pihak yang bekerjasama

Pasal 8
Co-Branding

(1) Co-Branding bersama dilakukan dalam kerjasama yang memerlukan penggalangan dana
dalam pelaksanaan kerjasama

(2) Co-Branding bersama dilakukan secara bersama-sama dengan perencanaan yang
disusun bersama

(3) Masing-masing pihak melaksanakan rencana Co-Branding bersama sepenngetauan
pihak lainnya.

(4) Hasil Co-Branding bersama terkait kegiatan kerjasama harus dilaporkan secara bersama
oleh team yang ditunjuk bersama.

Pasal
Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka mengevaluasi semua pelaksanaan program
bersama. Dan bila terjadi hal yang tidak diinginkan perlu dijelaskan dengan mediasi dan
hukum

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 9
Ruang Lingkup
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(1) Kerjasama di lingkungan LAZISMU dengan M/L/O, meliputi: Kerjasama dengan satu
atau lebih Majelis, Lembaga dan Organisasi otonom

(2) Kerjasama Pusat dilakukan oleh LAZISMU Pusat atas ijin Pimpinan Pusat.
(3) Kerjasama Wilayah dilakukan oleh LAZISMU Wilayah atas ijin LAZISMU Pusat dengan

pemberitahuan kepada PWM.
(4) Kerjasama Daerah dilakukan oleh LAZISMU Daerah atas ijin LAZISMU Wilayah dengan

pemberitahuan kepada PDM.
(5) Kerjasama M/L/O Lintas Pusat, Wilayah, Daerah dilakukan oleh LAZISMU Pusat,

Wilayah, Daerah atas ijin LAZISMU Pusat, Wilayah, Daerah dengan pemberitahuan
kepada Pimpinan Pusat, PWM, PDM.

(6) Kerjasama di lingkungan LAZISMU dengan M/L/O, meliputi pembuatan Proposal,
(dijelaskan di panduan pembuatan proposal)

(7) Kerjasama di lingkungan LAZISMU dengan M/L/O, meliputi analisa kelayakan.
(8) Kerjasama di lingkungan LAZISMU dengan M/L/O, meliputi pelaksanaan program.
(9) Kerjasama di lingkungan LAZISMU dengan M/L/O, meliputi pelaporan pelaksanaan

program.
(10) Kerjasama di lingkungan LAZISMU dengan M/L/O, meliputi pelaporan monitoring dan

evaluasi, (dijelaskan di panduan Monitoring dan Evaluasi srta Pelaporan Pelaksanaan
Program).

Pasal 10
Bidang Kerjasama

Bidang yang dikerjasamakan LAZISMU dengan M/L/O, didasarkan tiga pilar program Yang
meliputi pilar pendidikan dan kesehatan, ekonomi, sosial dakwah kemanusiaan.

BAB V
NASKAH PERJANJIAN

Pasal 11
Naskah Perjanjian

(3) Nota Kesepahaman atauMemorandum of Understanding (MoU);
(4) Nota Kerjasama atauMemorandum of Agreement (MoA).

BAB VI
PRAKARSA

Pasal 12
Prakarsa

Prakarsa Kerjasama dapat berasal dari LAZISMU maupun Majelis, Lembaga, Organisasi
Otonom.
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BAB VII
ANALISIS KAPASITAS DAN MUATAN MATERI

Pasal 13
Analisis Kapasitas

Analisis Rencana Kerjasama dilakukan dengan memperhatikan kriteria dan kapasitas M/L/O
antara lain:
1. Adanya kebutuhan yang sejalan dengan kepentingan dan kebijakan strategis;
2. Memiliki kapasitas dalam kegiatan sejenis dengan rencana Kerjasama;
3. Dukungan pembiayaan yang memadai.

Pasal 14
Muatan Materi

Muatan materi meliputi:
1. Tujuan;
2. Ruang lingkup;
3. Hak dan kewajiban;
4. Pembiayaan;
5. Penyelesaian sengketa;
6. Masa berlaku;
7. Pemutusan/perpanjangan Kerjasama; dan
8. Materi lain yang relevan dengan rencana Kerjasama.

BAB VIII
KEWENANGAN

Pasal 15
Kewenangan

(4) Kerjasama dengan Majelis, Lembaga, Organisasi otonom (M/L/O) dalam bentuk Nota
Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dilaksanakan oleh Badan
Pengurus.

(5) Hubungan Kerjasama dengan Majelis, Lembaga, Organisasi otonom (M/L/O) dalam
bentuk Nota Kerjasama atau Memorandum of Agreement (MoA) dilaksanakan oleh
Eksekutif atas ijin dari Badan Pengurus.

Pasal 16
Penandatangan Naskah Perjanjian

(4) Penandatangan naskah perjanjian dalam bentuk Nota Kesepahaman atau
Memorandum of Understanding (MoU) adalah Badan Pengurus.
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(5) Penandatangan naskah perjanjian dalam bentuk Nota Kerjasama atau Memorandum of
Agreement (MoA) adalah Eksekutif.

BAB IX
KETENTUAN LAIN

Pasal 17
Ketentuan Lain

Hal-hal lain mengenai Kerjasama yang belum diatur dalam Panduan ini diatur lebih lanjut
dalam prosedur operasional dengan cara menerbitkan memo internal.

BAB X
PENUTUP

Pasal 18
Penutup

Panduan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan
kebutuhan melalui ketetapan yang akan diberitahukan lebih lanjut.
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BIDANG SUMBER DAYAMANUSIA
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KEPUTUSANBADANPENGURUS LAZISMU
NOMOR: 016.BP/KEP/I.17/B/2019

TENTANG
PANDUANBIDANG SUMBERDAYAMANUSIA

Bismillahirrahmanirrahim

BADANPENGURUS LAZISMU

Menimbang :

Mengingat :

e. bahwa LAZISMU telah ditetapkan sebagai Lembaga Amil
Zakat berskala nasional;

f. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan tertib
administrasi penyelenggaraan kegiatan operasional dan
peningkatan pelayan publik perlu diatur standarisasi Sumber
DayaManusia;

g. bahwa panduan yang tercantum dalam keputusan ini
merupakan acuan dalam bidang Sumber DayaManusia;

h. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Panduan Sumber
Dayamanusia;

f. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Muhammadiyah;

g. Qa’idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor
01/QDH/1.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan;

h. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor
15/PRN/I.0/B/2015 tentang Lembaga Amil Zakat, Infaq dan
Shadaqah;

i. Surat Instruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 259
Tahun 2016 tentang pendirian dan pengelolaan LAZISMU
pada struktur dan Amal UsahaMuhammadiyah;

j. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.
01/PED/I.0/B/2017 tentang LAZISMU.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PANDUAN SUMBERDAYAMANUSIA LAZISMU.
Pertama Panduan Sumber DayaManusia ini terdiri dari:

1. Pelatihan Amil;
2. Materi Pelatihan;
3. Amil Eksekutif;
4. Tim Instruktur;
5. Relawan;
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Kedua Panduan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Shafar 1441 H

08Oktober 2019M

BADANPENGURUS
LAZISMUPIMPINANPUSATMUHAMMADIYAH

Hilman Latief, MA., Ph.D DR.Mahli Zainuddin
Ketua Sekretaris
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PANDUAN PELATIHAN AMIL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Ketentuan Umum

(1) Pelatihan Amil adalah kegiatan yang dilakukan oleh LAZISMU dalam rangka memenuhi
kebutuhan Amil baik secara langsung maupun tidak langsung.

(2) Pelatihan Amil di peruntukan bagi seluruh amil di semua tingkatan LAZISMU
(3) Pelatihan Amil adalah, Pelatihan yang diberikan kepada setiap orang yang bekerja

dalam semua aktivitas kerja LAZISMU.
(4) Pelatihan Relawan adalah, pelatihan yang diberikan kepada relawan yang bekerja di

LAZISMU.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud

Panduan Pelatihan Amil ini dimaksudkan sebagai acuan kepada pengelola LAZISMU dalam
melakukan kegiatan Pelatihan Amil sesuai visi dan misi LAZISMU.

Pasal 3
Tujuan

(1) Memberikan pengetahuan dan keahlian cara kerja amil yang efektif dan efisien.
(2) Menjelaskan design pekerjaan tertentu dengan cepat dan mudah dipahami oleh amil.
(3) Memberikan pengalaman kepada amil sehingga akan menginformasikan hal-hal

positif tentang LAZISMU kepada semua yang berkepentingan (Stakeholder)
(4) Memberikan pola pelayanan terbaik yang konsisten terhadap semua pekerjaan.
(5) Membangun loyalitas amil terhadap LAZISMU sehingga menghasilkan kader amil yang

amanah, dan profesional.

BAB III
PELATIHAN AMIL

Pasal 4
Prinsip

(1) Pelatihan yang diberikan adalah cerminan pribadi seorang amil dan kelembagaan yang
pertama kali dilihat oleh pelanggan LAZISMU.
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(2) Setiap pelatihan yang diberikan bertujuan memenuhi kebutuhan amil dan organisasi.
(3) Sasaran pelatihan, mempunyai sasaran yang jelas dan bisa diuraikan dalam perilaku

yang dapat diamati dan diukur.
(4) Tugas pelatihan mengajarkan materi pelatihan dengan metode tertentu sehingga

peserta memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan sesuai
dengan sasaran yang ditetapkan.

(5) Bahan pelatihan yang sesuai dan jelas, disusun berdasarkan sasaran pelatihan.
(6) Metode pelatihan yang tepat.

BAB IV
PANDUAN PELATIHAN

Pasal 5
Persiapan

(1) Menyusun Pedoman Teknis Pelatihan.
(2) Melakukan Sosialisasi tentang Pedoman Teknis Pelatihan
(3) Menetapkan kepanitiaan.
(4) Panitia penyelenggara menetapkan calon peserta.
(5) Panitia melaksanakan koordinasi dengan semua hal yang berkaitan Pelatihan.

Pasal 6
Pelaksanaan

(1) Panitia Penyelenggara Melakukan Koordinasi dengan peserta.
(2) Panitia Penyelenggara menyiapkan:

a. Calon Peserta Pelatihan;
b. Narasumber;
c. Panitia Penyelenggara mengirimkan surat ke peserta dan narasumber,
d. Panitia Penyelenggra memberitahukan kepada Peserta lokasi yang mudah

dijangkau oleh peserta dan layak untuk dipergunakan.

Pasal 7
Aturan Peserta

(1) Setiap Peserta wajib mematuhi aturan dan tata tertib yang telah disepakati sesuai
kontrak belajar.

(2) Sertifikat diberikan kepada peserta yang sekurang-kurangnya telah mengikuti 85% dari
jumlah sesi yang telah ditentukan.

BAB V
KETENTUAN LAIN

Pasal 9
Ketentuan Lain



PANDUAN LAZISMU 2018 51

Hal-hal lainnya mengenai Panduan Pelatihan Amil yang belum diatur dalam panduan ini
diatur lebih lanjut melalui standar operasional prosedur.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10
Penutup

Panduan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan
kebutuhan melalui ketetapan yang akan diberitahukan lebih lanjut.
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PANDUANMATERI PELATIHAN AMIL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Ketentuan Umum

(1) Pelatihan Amil adalah kegiatan yang dilakukan oleh LAZISMU dalam rangka memenuhi
kebutuhan Amil baik secara langsung maupun tidak langsung;

(2) Materi Pelatihan Amil adalah, bahan ajar yang diberikan kepada setiap unsur pengelola
yang bekerja dalam semua aktivitas kerja LAZISMU.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud

Panduan Materi Pelatihan Amil ini dimaksudkan sebagai acuan kepada pengelola LAZISMU
dalam menentukan materi yang disampaikan dalam Pelatihan.

Pasal 3
Tujuan

(1) Memberikan pengetahuan dan keahlian cara kerja amil yang efektif dan efisien.
(2) Memberikan wawasan dan keilmuan sehingga mendapatkan pola pelayanan terbaik

terhadap semua pekerjaan di LAZISMU.
(3) Meningkatkan keahlian amil yang amanah, dan profesional

BAB III
MATERI PELATIHAN

Pasal 4
(1) Materi yang diberikan Untuk Badan Pengurus LAZISMU berkaitan dengan Landasan

Hukum Zakat meliputi:
a. Fikih Zakat.
b. Kebijakan Syariah LAZISMU.

(2) Materi yang diberikan adalah berkaitan dengan wawasan dunia zakat meliputi:
a. Kapita Selekta Perkembangan Zakat Dunia Islam.
b. Panduan dan Pedoman LAZISMU.
c. Brandbook LAZISMU.
d. Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat
e. Renstra LAZISMU



PANDUAN LAZISMU 2018 53

Pasal 5
Materi Pelatihan

(1) Materi Yang diberikan berkaitan dengan Landasan Hukum Zakat meliputi:
a. Fikih Zakat.
b. Kebijakan Syariah LAZISMU.

(2) Materi berkaitan dengan Wawasan Dunia Zakat meliputi:
a. Kapita Selekta perkembangan Zakat dunia Islam
b. Panduan dan Pedoman LAZISMU.
c. Brandbook LAZISMU.
d. Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat

(3) Materi berkaitan dengan keahlian Fundraising meliputi:
a. Apa dan siapa itu Fundraiser
b. Teknik Membuat rencana kerja Fundraising.
c. Teknik mencari dan mengidentifikasi prospek donatur.
d. Teknik mengumpulkan database donatur corporate dan ritel.
e. Teknik Digital fundraising.
f. Teknik Public Speaking.
g. Teknik membuat desain konten Fundraising (copywriting).
h. Teknik presentasi program.
i. Membuat laporan berkala aktivitas fundraising.
j. Teknik pembuatan proposal.
k. Teknik Lobby dan negosiasi.
l. Sikap diri Human Relation.

(4) Materi berkaitan dengan keahlian Pengembangan Program meliputi:
a. Program- program LAZISMU.
b. Teknik identifikasi dan verifikasi mustahik.
c. Pengelolaan data mustahik.
d. Teknik Analisa sosial zakat.
e. Teknik wawancara dan observasi.
f. Membangun relasi dengan stakeholder.
g. Manajemen pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
h. Teknik membuat dokumentasi program.
i. Monitoring dan Evaluasi.
j. Membuat laporan program dan pelaksanaan event

(5) Materi berkaitan dengan keahlian Pengelolaan Keuangan meliputi:
a. Pengantar Akuntansi ZISKA.
b. Manajemen Keuangan ZISKA
c. Pengantar Audit Syariah
d. Karakteristik pengelolaan keuangan ZISKA
e. Siklus Pengelolaan ZISKA
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f. Penyusunan dan pelaporan keuangan berbasis PSAK 109
g. Dasar menyusun RAPB LAZISMU (ZISKA)
h. Laporan keuangan yang auditable.
i. Mengenal form dan dokumen pelaporan kepada BAZNAS dan KEMENAG.
j. Manajemen Asset

(6) Materi berkaitan HRD meliputi:
a. Manajemen Amil dan Relawan
b. Desain struktur penggajian dan sistem kompensasi
c. Penyusunan deskripsi pekerjaan.
d. Penyusunan KPI (key Performace indeks)

(7) Materi berkaitan Kelembagaan meliputi:
a. Layanan Prima
b. Tata kelola Surat
c. Sistem Pengarsipan
d. Buku panduan LAZISMU (Brandbook).

BAB IV
KETENTUAN LAIN

Pasal 6
Ketentuan Lain

Hal-hal lainnya mengenai Panduan Materi Pelatihan yang belum diatur dalam panduan ini
dapat diatur lebih lanjut melalui panduan operasional.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7
Penutup

Panduan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan
kebutuhan melalui ketetapan yang akan diberitahukan lebih lanjut.
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PANDUAN AMIL EKSEKUTIF

PANDUAN EKSEKUTIF
(REKRUTMEN, SELEKSI, PENGEMBANGAN, PENGGAJIAN DAN PEMBERHENTIAN)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam PANDUAN ini yang dimaksud dengan:
1. Rekrutmen adalah sebuah proses mencari atau menyeleksi untuk mendapatkan amil

LAZISMU yang efektif dan efisien dalam membantu tercapainya tujuan dengan syarat-
syarat tertentu;

2. Seleksi adalah proses memilih dari daftar pelamar kerja, pelamar terbaik yang sesuai
dengan kriteria seleksi untuk mengisi posisi yang tersedia;

3. Pengembangan karir adalah proses mengidentifikasi potensi karir eksekutif serta
menerapkan cara yang tepat untuk mengembangkan potensi tersebut;

4. Penggajian adalah sistem yang mengatur tata cara pemberian maisyah (gaji/upah)
kepada eksekutif;

5. Maisyah / Gaji adalah adalah pemberian pembayaran finansial kepada eksekutif
sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan dan sebagai motivasi pelaksanaan
kegiatan di waktu yang akan datang, terdiri gaji pokok, tunjangan, potongan;

6. Potongan gaji adalah Potongan gaji yang disebabkan adanya kewajiban eksekutif
diantaranya: zakat, pajak penghasilan, Iuran Kesehatan, Iuran Ketenagakerjaan;

7. Uang Lembur adalah uang tambahan yang ditimbulkan karna pekerjaan dilakukan
melebihi standar jam kerja berdasarkan surat tugas;

8. Insentif adalah penghasilan tambahan yang diberikan kepada amil untuk memberikan
semangat berprestasi;

9. Prestasi adalah hasil atas usaha yang dilakukan seorang amil;
10. Pendidikan dan pelatihan adalah suatu kegiatan untuk memperbaiki sikap, tingkah laku,

keterampilan, dan pengetahuan eksekutif;
11. Promosi adalah suatu perubahan posisi atau jabatan dari tingkat yang lebih rendah ke

tingkat yang lebih tinggi, perubahan ini diikuti dengan meningkatnya tanggung jawab,
hak, serta status seseorang;

12. Mutasi adalah suatu perubahan posisi/jabatan/tempat/pekerjaan yang dilakukan baik
secara horizontal maupun vertical (promosi/demosi) di dalam LAZISMU;
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BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup panduan ini meliputi proses rekuitmen, penetapan gaji, peningkatan karier
dan pemberhentian amil.

BAB III
PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 3
Prinsip

(1) Mutu eksekutif yang sesuai kebutuhan;
(2) Jumlah eksekutif yang dibutuhkan;
(3) Biaya yang diperlukan dan diperhitungkan seekonomis mungkin;
(4) Standarisasi gaji LAZISMU sesuai peraturan pemerintah;
(5) Flexsibilitas;
(6) Keadilan dalam seleksi, penempatan, pemberian gaji maupun pemberhentian

hubungan kerja;
(7) Pertimbangan-pertimbangan hukum;

Pasal 4
Tujuan

(1) Adanya standarisasi kompetensi amil yang sesuai dengan kebutuhan LAZISMU
(2) Pengembangan lebih efektif dari tenaga berbakat yang tersedia;
(3) Kesempatan penilaian diri bagi eksekutif untuk memikirikan jalur-jalur karir tradisional

atau jalur karir yang baru;
(4) Pengembangan sumber daya manusia yang efisien;
(5) Kepuasan kebutuhan pengembangan pribadi eksekutif;
(6) Peningkatan kinerja melalui pengalaman yang diberikan oleh perpindahan karir

vertical dan horizontal;
(7) Motivasi kerja;
(8) Kepuasan kerja;
(9) Disiplin Kerja;
(10) Meningkatkan loyalitas dan motivasi eksekutif yang dapat menyebabkan berkurangnya

perputaran eksekutif (turnover).

BAB IV
REKRUTMEN

Pasal 4
Mekanisme

(1) Pengumuman Lowongan:
a. Iklan Media Cetak;
b. Iklan Media Sosial ;
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c. Lembaga Pendidikan.
(2) Pendaftaran

a. Datang Langsung;
b. Pendaftaran melalui sistem: email dan website (aplikasi pelamar).

(3) Seleksi Administrasi;
(4) Tes tertulis, psikotes, dan wawancara;
(5) Penetapan dan pengumuman hasil seleksi.

BAB V
PENEMPATAN

Pasal 5
Mekanisme Penempatan

(1) Didasarkan atas tindak lanjut hasil rekutmen;
(2) Didasarkan atas kebutuhan divisi;
(3) Penempatan amil didasarkan atas surat keputusan Badan Pengurus;

BAB VI
PENGEMBANGAN KARIR

Pasal 8
Mekanisme

Pengembangan amil dilakukan berdasarkan:
1. Kebutuhan struktur;
2. Rekomendasi evaluasi; dan
3. Keputusan Badan Pengurus.

Pasal 9
Prosedur

(1) Pendidikan dan pelatihan;
(2) Sertifikasi profesi amil;
(3) Promosi;
(4) Mutasi.

Pasal 11
Waktu Pelaksanaan

(1) Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu
tahun;

(2) Promosi dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sesuai
dengan hasil evaluasi Badan Pengurus;

(3) Promosi dapat dilakukan ketika ada turnover;
(4) Mutasi terjadii pada saat adanya turnover, pengembangan struktur dll.

BAB VI
PENGGAJIAN DAN INSENTIF



PANDUAN LAZISMU 2018 58

Pasal 11
Struktur Gaji

Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam pemberian gaji diantaranya:
1. Jabatan;
2. Masa Kerja;
3. Pendidikan;
4. Kompetensi.

Pasal 13
Komponen Gaji

Komponen gaji amil meliputi:
1. Gaji Pokok;
2. Tunjangan;
3. Uang Lembur;
4. Insentif;
5. Potongan;

Pasal 14
Periode Gaji

Pemberian gaji amil dilaksanakan setiap akhir bulan sesuai dengan periode akhir
pembukuan.

Pasal 15
Dasar Pemberian Gaji

(1) Amil LAZISMU mendapatkan gaji apabila sudah terdaftar sebagai amil resmi dengan
bukti SK pengangkatan;

(2) Amil LAZISMU mendapatkan gaji dengan adanya laporan absen kehadiran
menggunakan sistem;

(3) Pemberian gaji pokok minimal 75% dari gaji tetap (gaji tetap =gaji pokok + tunjangan
tetap);

(4) Jumlah gaji tetap sama dengan jumlah upah minimum yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 16
Kenaikan gaji

Kenaikan gaji adalah hak setiap amil, yang dibebankan ke anggaran operasional amil setiap
tahun, adapun pertimbangan kenaikan gaji diantaranya:
1. Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP);
2. Ketersedian dana amil;
3. Kebijakan Badan Pengurus.
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Pasal 17
Insentif

(1) Insentif diberikan kepada amil yang berprestasi;
(2) Insentif diberikan kepada amil yang mendapatkan tugas diluar tugas pokoknya

berdasarkan surat keputusan badan pengurus;
(3) Insentif diberikan kepada amil yang mendapatkan tugas dalam hal kepanitain sebuah

event atau tugas khusus lainnya.
(4) Nominal insentif diberikan berdasarkan standar SBU LAZISMU atau Kebijakan Badan

Pengurus;
(5) Insentif diberikan setelah tugas-tugas terselesaikan.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN

Pasal 18
Mekanisme Pemberhentian

Aturan dalam pemberhentian amil sebagai berikut:
1. Kewenangan memberhentikan amil terdapat pada Badan Pengurus;
2. Berusia 55 th;
3. Melakukan tindakan indisipliner dan telah melalui tahapan teguran melalui Surat

Peringatan yang terdiri dari: SP I, SP 2, SP 3 dan pembinaan;
4. Terlibat dengan hukum, yang menyebabkan kurungan penjara berdasarkan keputusan

pengadilan;
5. Menunjukan sikap dan budi pekerti tidak baik yang dapat mengganggu nama baik dan

nama besar LAZISMU.
6. Mengundurkan diri.
7. Suami / istri atau sepasang diminta mundur salah satu.

BAB IX
KETENTUAN LAIN

Pasal 19
Ketentuan Lain

Hal-hal lain mengenai pelaksanan rekrutmen sampai dengan pemberhentian kerja yang
belum diatur dalam panduan ini, akan dijelaskan dalam standar operasional prosedur.

BAB X
PENUTUP

(1) Pada saat Panduan ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur tentang
pelasanaan rekrutmen sampai dengan pemberhentian, dinyatakan masih berlaku
sepanjang tidak betentangan dengan panduan ini.

(2) Panduan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
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PANDUAN TIM INSTRUKTUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Ketentuan Umum

Tim instruktur adalah orang yang ditugaskan untuk mengelola pelatihan LAZISMU.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud

Panduan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi instruktur LAZISMU dalam mengelola
Pelatihan.

Pasal 3
Tujuan

(1) Memberikan arahan yang efektif dan efisien sebagai landasan kerja instruktur.
(2) Membangun loyalitas Instruktur pelatihan sehingga menghasilkan instruktur yang

amanah, dan profesional.

BAB III
INSTRUKTUR PELATIHAN

Pasal 4
Syarat

(1) Memiliki kompetensi instruktur dan metodologi pembelajaran orang dewasa.
(2) Menguasai materi dan mampu menjembatani antara peserta dan pemateri.
(3) Kompetensi pribadi.
(4) Kompetensi sosial.
(5) Kompetensi Profesional

Pasal 5
Sifat

Sifat yang harus dimiliki intruktur adalah:
(1) Memotivasi
(2) Mendampingi
(3) Menyeimbangkan potensi
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BAB IV
STANDAR/PANDUAN INSTRUKTUR

Pasal 6
Persiapan Instruktur

(1) Menyusun panduan teknis.
(2) Melakukan Sosialisasi.
(3) Menetapkan Tim.

BAB V
KETENTUAN LAIN

Pasal 7
Ketentuan Lain

Hal-hal lainnya mengenai instruktur yang belum diatur dalam panduan ini akan diatur lebih
lanjut melalui panduan operasional.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8
Penutup

Panduan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan
kebutuhan melalui ketetapan yang akan diberitahukan lebih lanjut.
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PANDUAN RELAWAN

PANDUAN RELAWAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Ketentuan Umum

(1) Relawan adalah orang yang bekerja sukarela membantu dalam pelayanan tertentu
tanpa menginginkan atau melibatkan uang sebagai imbalan atas kerjanya;

(2) Relawan LAZISMU adalah orang yang bekerja sukarela untuk membantu dalam kegiatan
tertentu dengan mendapatkan balas jasa sesuai standar LAZISMU;

(3) Relawan administratif adalah relawan yang terikat dengan jam kerja;
(4) Relawan lepas adalah relawan yang tidak terikat dengan jam kerja;

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Ruang Lingkup

Penerimaan relawan dalam rangka pemenuhan kebutuhan LAZISMU meliputi: permintaan
relawan, persetujuan, publikasi dan penempatan.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3
Maksud

Panduan ini dibuat sebagai acuan LAZISMU dalam melakukan rekuitmen relawan.

Pasal 4
Tujuan

(1) Adanya standar kualifikasi relawan;
(2) Adanya relawan sesuai kebutuhan.

BAB V
RELAWAN

Pasal 5
Jenis

(1) Relawan administratif
(2) Relawan lepas / Freelace
(3) Relawan Magang (Pelajar/Mahasiswa)
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Pasal 6
Rekrutmen

Rekrutmen relawan dilaksanakan melalui tahap:
1. Pengumuman Lowongan;
2. Pendaftaran;
3. Seleksi Administrasi;
4. Wawancara;
5. Penetapan dan pengumuman hasil seleksi.

Pasal 7
Penempatan Dan Tugas

Penempatan relawan didasarkan melalui beberapa tahap:
1. Didasarkan atas tindak lanjut hasil rekutmen;
2. Didasarkan atas kebutuhan;
3. Penempatan relawan didasarkan atas surat keputusan HRD atau pejabat berwenang;
4. Setiap relawan yang direkut sudah mendapatkan rincian tugas harian.

Pasal 8
Orientasi

Orientasi dimaksudkan agar relawan mendapatkan pengetahuan umum tentang LAZISMU,
pengelolaan ZISKA dan pembagian tugas yang dibebankan.

Pasal 9
Atribut

Setiap relawan yang bergabung dalam pelaksananan kegiatan LAZISMU, diwajibkan
menggunakan atribut atau tanda pengenal (corporate identity).

BAB VII
LAPORAN

Laporan relawan terdiri atas:
1. Laporan Kehadiran;
2. Laporan kegiatan harian (time sheet);
3. Laporan hasil kerja (out put).

BAB VIII
HAK RELAWAN

Setiap relawan akan mendapatkan:
1. Pengganti transportasi;
2. Pengganti makan;
3. Memberikan intensif berdasarkan standar SBU LAZISMU atau kebijakan Badan

Pengurus.

BAB IX
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini diatur dalam sistem operasional prosedur.
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BAB X
PENUTUP

1. Pada saat Panduan ini mulai berlaku, semua peraturan yang megatur tentang
pelaksanaan rekrutmen relawan, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak
betentangan.

2. Panduan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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BIDANG KEUANGAN
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KEPUTUSANBADANPENGURUS LAZISMU
NOMOR: 017.BP/KEP/I.17/B/2019

TENTANG
PANDUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Bismillahirrahmanirrahim

BADANPENGURUS LAZISMU

Menimbang :

Mengingat :

i. bahwa LAZISMU telah ditetapkan sebagai Lembaga Amil
Zakat berskala nasional;

j. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan tertib
administrasi penyelenggaraan kegiatan operasional dan
peningkatan pelayan publik perlu diatur standarisasi
PerjalananDinas;

k. bahwa panduan yang tercantum dalam keputusan ini
merupakan acuan dalam bidang Keuangan;

l. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Panduan Biaya
PerjalananDinas;

k. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Muhammadiyah;

l. Qa’idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor
01/QDH/1.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan;

m. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor
15/PRN/I.0/B/2015 tentang Lembaga Amil Zakat, Infaq dan
Shadaqah;

n. Surat Instruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 259
Tahun 2016 tentang pendirian dan pengelolaan LAZISMU
pada struktur dan Amal UsahaMuhammadiyah;

o. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.
01/PED/I.0/B/2017 tentang LAZISMU.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PANDUANBIAYAPERJALANANDINAS LAZISMU.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Ketentuan umum

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:
1. Perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh amil LAZISMU berkaitan dengan

tugas atau pekerjaan di luar kantor;
2. Uang harian adalah uang yang diberikan dalam rangka perjalanan dinas non paket

meeting;
3. Uang saku adalah uang yang dibawa untuk keperluan sewaktu-waktu;
4. Uang makan adalah uang yang dipergunakan untuk biaya makan selama perjalanan

dinas;
5. Transport lokal adalah biaya transportasi yang diberikan kepada amil untuk melakukan

tugas dalam kota di kota tempat tujuan perjalanan dinas, termasuk dalam jenis perdim
luar kota;

BAB II
Tujuan

Pasal 2
Tujuan

Tujuan dilakukannya perjalanan dinas adalah, untuk memberikan fasilitas dan kemudahan
bagi amil dalam menjalankan tugas diluar kantor, diantaranya:
1. Kegiatan pelatihan;
2. Kegiatan sosialisasi;
3. Kegiatan Pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program;
4. Kerjasama dan Kemitraan; dan
5. Kegiatan lain untuk pengembangan LAZISMU.

BAB III
Ruang Lingkup

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjalanan dinas ini meliputi prinsip perjalanan dinas, komponen biaya
perjalanan dinas, dan ketentuan khusus.

BAB IV
Prinsip
Pasal 4
Prinsip

Prinsip Perjalanan Dinas:
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1. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan
dengan penyelenggaraan LAZISMU;

2. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja;
3. Efisiensi penggunaan belanja;
4. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya

Perjalanan Dinas;
5. Di terbitkan surat tugas oleh Pimpinan;
6. Pemberian Biaya Perjalanan Dinas diberikan selama tidak ditanggung oleh pihak lain

(penyelenggara, pemerintah atau instansi lain);
7. Perjalanan dinas dilakukan maksimal 3 (tiga) hari.

BAB V
Komponen Biaya

Pasal 5
Komponen Biaya

Komponen Biaya Perjalanan Dinas:
1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas;

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya
keperluan sehari-hari pegawai dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam
negeri.

2. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas;
Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang
digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan sesuai dengan peruntukannya.
Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti
pengeluaran yang sah.

3. Satuan Biaya Tiket Pesawat/Kereta Api/Bis;
a. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya
untuk pembelian tiket pesawat udara Pergi Pulang (PP) dari bandara keberangkatan
suatu kota ke bandara kota tujuan. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket
perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode at cosf (sesuai pengeluaran).
Tiket Perjalanan dinas dalam negeri menggunakan tarif pesawat kelas Ekonomi.

b. Satuan Biaya Tiket Kereta Api/Bus Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP);
Satuan biaya tiket kereta api/bus perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya
untuk pembelian tiket kereta api/bus Pergi Pulang (PP) dari stasiun/terminal
keberangkatan suatu kota ke stasiun/terminal kota tujuan. Dalam pelaksanaan
anggaran, satuan biaya tiket kereta api/bus perjalanan dinas dalam negeri
menggunakan metode at cosf (sesuai pengeluaran). Tiket Perjalanan dinas dalam
negeri menggunakan tarif Kereta Api atau Bus Eksekutif.

4. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang
digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif perjalanan taksi dari kantor
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tempat kedudukan menuju bandara/terminal/stasiun keberangkatan atau dari
bandara/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota
bandara/terminal/stasiun kedatangan atau tempat acara dan sebaliknya.

BAB VI
Ketentuan Khusus

Pasal 6
Ketentuan Khusus

1. Insentif diberikan hanya berupa Uang Saku, Transport Lokal dan Biaya Transport jika:
a) Amil yang melakukan perjalanan dinas adalah peserta dari acara/kegiatan yang

diselenggarakan oleh LAZISMU.
b) Amil yang melakukan perjalanan dinas adalah peserta yang diundang oleh suatu

institusi/lembaga, dan telah diberikan fasilitas makan dan penginapan oleh
penyelenggara.

c) LAZISMU membayar kontribusi atas suatu acara/kegiatan yang diikuti oleh amil
yang melakukan perjalanan tersebut.

2. Bila perjalanan dinas menggunakan kendaraan pribadi/kendaraan operasional
LAZISMU, maka tidak diberikan biaya transport. Namun biaya bahan bakar, tol dan
parkir akan ditanggung oleh LAZISMU sesuai bukti pengeluaran yang sah;

3. Dalam hal amil menunda atau membatalkan rencana penggunaan angkutan
transportasi (pesawat/bus/kereta api) sebagaimana telah dijadwalkan yang bukan
disebabkan oleh kepentingan LAZISMU, maka biaya yang terjadi karena hal tersebut
hanya akan ditanggung sebesar 50% (lima puluh persen);

4. Perjalanan dinas yang dilakukan lebih dari 1 (satu) orang dengan daerah tujuan yang
sama, dilakukan pengaturan 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. Bila pengaturan ini
tidak mungkin dilakukan (misalnya laki-laki dan wanita) maka biaya penginapan tetap
berlaku masing-masing;

5. Apabila amil menanggung biaya makan mitra LAZISMU selama melakukan perjalanan
dinas, maka biaya tersebut akan diganti sesuai bukti pengeluaran yang sah;

6. Apabila amil membutuhkan kendaraan operasional saat perjalanan dinas maka
diperbolehkan menyewa kendaraan. Dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah;

7. Biaya-biaya lain harus dikeluarkan karena kepentingan dinas dapat diajukan untuk
penggantian dengan mendapat persetujuan dari atasan yang berwenang.

8. Amil yang ditugaskan untuk piket pada hari libur, diberikan insentif per hari;
9. Uang perjalanan dinas berlaku untuk kegiatan luar kantor yang sifatnya tidak rutin,

apabila ada kegiatan program yang sifatnya rutin dilakukan maka biaya perjalanan dinas
ini tidak berlaku bagi amil yang bertanggung jawab terhadap program tersebut.

BAB VII
Ketentuan Lain

Pasal 7
Ketentuan Lain
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Hal-hal lain mengenai perjalanan dinas amil yang belum diatur dalam panduan ini, diatur
lebih lanjut dalam standar operasional prosedur.

BAB VIII
Penutup

Pasal 8
Penutup

(1) Pada saat panduan ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur tentang
perjalanan dinas dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
panduan ini.

(2) Panduan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Shafar 1441 H

08Oktober 2019M

BADANPENGURUS
LAZISMUPIMPINANPUSATMUHAMMADIYAH

Hilman Latief, MA., Ph.D DR.Mahli Zainuddin
Ketua Sekretaris
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BIDANG PENDAYAGUNAAN & DISTRIBUSI
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KEPUTUSANBADANPENGURUS LAZISMU
NOMOR: 018.BP/KEP/I.17/B/2019

TENTANG
PANDUANBIDANGPENDAYAGUNAAN&DISTRIBUSI

Bismillahirrahmanirrahim

BADANPENGURUS LAZISMU

Menimbang :

Mengingat :

a. bahwa LAZISMU telah ditetapkan sebagai Lembaga Amil
Zakat berskala nasional;

b. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan tertib
administrasi penyelenggaraan kegiatan operasional dan
peningkatan pelayan publik perlu diatur Standarisasi Bidang
Program;

c. bahwa panduan yang tercantum dalam keputusan ini
merupakan acuan dalam bidang Program;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Panduan Bidang
Program LAZISMU;

a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Muhammadiyah;

b. Qa’idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor
01/QDH/1.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan;

c. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor
15/PRN/I.0/B/2015 tentang Lembaga Amil Zakat, Infaq dan
Shadaqah;

d. Surat Instruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 259
Tahun 2016 tentang pendirian dan pengelolaan LAZISMU
pada struktur dan Amal UsahaMuhammadiyah;

e. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.
01/PED/I.0/B/2017 tentang LAZISMU.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PANDUAN BIDANG PENDAYAGUNAAN & DISTRIBUSI
LAZISMU.

Pertama Panduan Bidang Program ini terdiri dari:
1. Pilar Pendidikan;
2. Pilar Kesehatan;
3. Pilar Ekonomi;
4. Pilar Dakwah;
5. Pilar Sosial Kemanusiaan;
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Kedua Panduan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Shafar 1441 H

08Oktober 2019M

BADANPENGURUS
LAZISMUPIMPINANPUSATMUHAMMADIYAH

Hilman Latief, MA., Ph.D DR.Mahli Zainuddin
Ketua Sekretaris
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PANDUAN PROGRAM PILAR PENDIDIKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Ketentuan Umum

(1) Pengertian-pengertian yang sudah ada di dalam pedoman LAZISMU juga berlaku dalam
panduan ini.

(2) Pendidikan merupakan salah satu dari 5 (lima) pilar utama pendistribusian dan
pendayagunaan dana ZISKA LAZISMU.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Pengelolaan program pilar pendidikan dalam panduan ini meliputi perencanaan,
pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan.

BAB II
PRINSIP

Pasal 3
Prinsip

Pengelolaan program pendidikan berpegang pada prinsip:
1. Delapan (8) Asnaf;
2. Tiga Belas (13) Rekomendasi Muktamar Muhammadiyah; dan
3. Tujuh Belas (17) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 4
Program

(1) LAZISMU memiliki tugas dan fungsi perencanaan program pendidikan;
(2) Sesuai dengan Keputusan Badan Pengurus LAZISMU Nomor: 01.BP/PDN/B.18/2017

Tentang Panduan Tatacara Pendirian Dan Penyelenggaraan LAZISMU Wilayah, LAZISMU
Daerah, Dan Kantor Layanan LAZISMU Pasal 2 ayat (2) poin d, Ikhtisar perencanaan
program pendayagunaan dana ZISKA bagi kesejahteraan umat paling sedikit di 3 (tiga)
kabupaten/kota yang mencakup:
a. nama program;
b. lokasi program;
c. jumlah penerima manfaat;
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d. jumlah zakat yang disalurkan;
e. keluaran (output);
f. hasil (outcome);
g. manfaat (benefit);dan
h. dampak (impact) program bagi penerima manfaat.

(3) Sesuai Keputusan Badan Pengurus LAZISMU Nomor: 01.BP/PDN/B.18/2017 Tentang
Panduan Tatacara Pendirian Dan Penyelenggaraan LAZISMU Wilayah, LAZISMU Daerah,
Dan Kantor Layanan LAZISMU Pasal 3 ayat (2) poin d, Ikhtisar perencanaan program
pendayagunaan dana ZISKA bagi kesejahteraan umat paling sedikit di 3 (tiga)
Kecamatan yang mencakup:
a. nama program;
b. lokasi program;
c. jumlah penerima manfaat;
d. jumlah zakat yang disalurkan;
e. keluaran (output);
f. hasil (outcome);
g. manfaat (benefit);dan
h. dampak (impact) program bagi penerima manfaat.

(4) Pengurus LAZISMU Wilayah membantu melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan
pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana
ZISKA di tingkat wilayah, sesuai dengan Keputusan Badan Pengurus LAZISMU Nomor:
01.BP/PDN/B.18/2017 Tentang Panduan Tatacara Pendirian Dan Penyelenggaraan
LAZISMUWilayah, LAZISMU Daerah, Dan Kantor Layanan LAZISMU Pasal 5 ayat (3);

(5) Pengurus LAZISMU Daerah membantu LAZISMU Wilayah dalam melakukan
perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian,
dan pendayagunaan dana ZISKA di tingkat daerah sesuai dengan Keputusan Badan
Pengurus LAZISMU Nomor: 01.BP/PDN/B.18/2017 Tentang Panduan Tatacara Pendirian
Dan Penyelenggaraan LAZISMU Wilayah, LAZISMU Daerah, Dan Kantor Layanan
LAZISMU Pasal 6 ayat (3).

Pasal 5
Anggaran

(1) Perencanaan Anggaran program pilar pendidikan ditetapkan dalam Rencana Kerja dan
Anggaran Tahunan (RKAT) LAZISMU yang berlaku untuk periode 1 (satu) tahun mulai
tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

(2) Perencanaan anggaran program dilaksanakan oleh eksekutif LAZISMU Wilayah dan
LAZISMU Daerah yang disetujui oleh Badan Pengurus, Badan Pengawas dan Dewan
Syariah ditingkatan masing-masing sesuai Keputusan Badan Pengurus LAZISMU Nomor:
01.BP/PDN/B.18/2017 Tentang Panduan Tatacara Pendirian Dan Penyelenggaraan
LAZISMU Wilayah, LAZISMU Daerah, Dan Kantor Layanan LAZISMU Pasal 5 ayat (9) dan
pasal 6 ayat (9).
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BAB IV

PILAR PENDIDIKAN

Pasal 6
Asnaf

Sasaran asnaf (penerima manfaat) program pilar pendidikan antara lain;
1. Asnaf Fakir;
2. Asnaf Miskin;
3. Asnaf Gharim;
4. Asnaf Fii Sabilillah;
5. Asnaf Ibnu Sabil.

Pasal 7
Jenis Program

(1) Program-program terkait pilar pendidikan yang termasuk kategori pendistribusian
antara lain;

1. Save Our School;
2. Pengembangan Pesantren; dan
3. Peduli Guru.

(2) Program-program terkait pilar pendidikan yang termasuk kategori pendayagunaan
antara lain;

a. Sekolah ceria, damai dan siaga bencana (CERDAS);
b. LAZISMU Goes to Campus (LGC);
c. Beasiswa Mentari;
d. Beasiswa Sang Surya; dan
e. Muhammadiyah Scholarship Preparation Program (MSPP).

(3) LAZISMUWilayah dan Daerah dapat membuat program-program terkait pilar
pendidikan, sesuai isu lokal.

Pasal 8
Sinergi Program

(1) Pelaksanaan program pilar pendidikan harus memiliki interkoneksitas dengan 4 (empat)
pilar lainnya;

(2) Pelaksanaan program pilar pendidikan melibatkan Majelis, Lembaga dan Ortom
Persyarikatan Muhammadiyah;

(3) Dalam hal Majelis, Lembaga dan Ortom Persyarikatan Muhammadiyah tidak memiliki
potensi dan pengalaman dalam menjalankan program, LAZISMU dapat bekerjasama
dengan mitra non Persyarikatan;

(4) Kerjasama dengan mitra non persyarikatan diatur dalam Keputusan Badan Pengurus
LAZISMU No. 03.BP/PDN/B.18/2017 tentang Panduan Hubungan dan Kerjasama.
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BAB V
PENDANAAN PROGRAM

Pasal 9
Sumber Pendanaan

(1) Sumber utama pendanaan program pilar pendidikan berasal dari ZISKA yang diterima
LAZISMU;

(2) Dalam mendapatkan sumber-sumber pendanaan, LAZISMU bersama Majelis, Lembaga,
Ortom, dan Mitra non Persyarikatan melakukan penggalangan dana.

Pasal 10
Mekanisme Pencairan

(1) Mekanisme pencairan dana program pilar pendidikan menggunakan skema 3 tahap
meliputi:
a. Tahap I sebesar 30%
b. Tahap II sebesar 40%
c. Tahap III sebesar 30%

(2) Tahapan pencairan dana program dilakukan setelah laporan penggunaan dana tahap
sebelumnya diterima.

(3) Khusus untuk program pilar pendidikan tertentu yang tidak bisa mengikuti skema sesuai
ayat (1) dapat diatur lebih lanjut sesuai kebutuhan.

(4) Khusus untuk program pilar pendidikan yang masuk kategori pendayagunaan, pencairan
dana harus melalui BTM, BMT atau lembaga keuangan mikro syariah yang akan diatur
lebih lanjut.

(5) Penjelasan lebih lanjut mengenai pencairan dana program mengikuti Keputusan Badan
Pengurus LAZISMU Nomor: 02.BP/PDN/B.18/2017 Tentang Panduan Pengelolaan
Keuangan LAZISMU

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11
Monitoring dan Evaluasi

(1) Monitoring dan evaluasi (Monev) merupakan elemen penting dalam sistem pelaporan
pelaksanaan program untuk menunjukan kinerja dan pembelajaran untuk pengambilan
keputusan;

(2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi diatur dalam panduan tersendiri.

Pasal 12
Pencatatan dan Pelaporan

(1) Pelaksanaan program pilar pendidikan harus dilaporkan dalam sebuah laporan tertulis;
(2) Pelaporan mencakup hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, baik

kemajuan, capaian dan penggunaan dana;



PANDUAN LAZISMU 2018 78

(3) Laporan disampaikan secara berkala dan dilaksanakan secara berjenjang sesuai struktur
organisasi LAZISMU;

(4) Format pencatatan dan pelaporan program pendistribusian dan pendayagunaan akan
diatur tersendiri dalam panduan monitoring dan evaluasi per program;

(5) Khusus untuk laporan keuangan mengikuti Keputusan Badan Pengurus LAZISMU Nomor:
02.BP/PDN/B.18/2017 Tentang Panduan Pengelolaan Keuangan LAZISMU.

BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 13
Ketentuan Lain

Hal-hal lain mengenai pelaksanaan program pilar pendidikan yang belum diatur dalam
Panduan ini diatur lebih lanjut dalam prosedur operasional.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 14
Penutup

(1) Pada saat Panduan ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur tentang
pelaksanaan program pilar pendidikan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Panduan ini;

(2) Panduan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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Lampiran

PANDUAN BEASISWA SANG SURYA

KETENTUAN UMUM

1. Program Beasiswa sang surya adalah program beasiswa sarjana yang
diberikan oleh LAZISMU Pusat bekerjasama dengan LAZISMU Provinsi se-
Indonesia yang sudah mendapatkan surat rekomendasi.

2. LAZISMU Provinsi dapat bekerja sama dengan LAZISMU Kabupaten/ Kota dan pihak-
pihak yang terkait untuk kebutuhan Beasiswa sang surya LAZISMU. Kerja sama tersebut
di bawah tanggung jawab dan pengawasan LAZISMU Provinsi.

3. LAZISMU bertindak sebagai pemilik program yang menyediakan pendanaan dan
kelengkapan formulir program Beasiswa 1000 Sarjana LAZISMU. Formulir terdiri dari:
a. Formulir pendaftaran
b. Formulir verifikasi
c. Formulir monitoring dan evaluasi
d. Formulir pelaporan.

Formulir tersebut terlampir dalam berkas Juklak & Juknis Program Beasiswa LAZISMU.
4. LAZISMU Provinsi bertindak sebagai pelaksana program yang memiliki tugas antara lain:

a. Menjaring dan memverifikasi calon peserta beasiswa.
b. Melakukan seleksi calon peserta beasiswa.
c. Menetapkan peserta beasiswa.
d. Menyalurkan dana kepada peserta beasiswa.
e. Melakukan program pembinaan dan pendampingan peserta.
f. Melaporkan perkembangan akademik, perkembangan peserta beasiswa dan

keuangan program sesuai periode yang telah disepakati.
5. LAZISMU berhak untuk mendapatkan daftar nama penerima manfaat Program Beasiswa

sang surya dan laporan perkembangan peserta dari LAZISMU Provinsi tiap bulan.
6. Jenjang Pendidikan Perguruan Tinggi yang diakomodir adalah tingkat Diploma III dan

Strata I dengan usia maksimal 25 tahun.

PERSYARATAN
1. Persyaratan Umum:

a. Warga Negara Indonesia. Dibuktikan dengan foto copy kartu keluarga dan kartu
tanda penduduk.

b. Putra putri yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dibuktikan dengan surat
keterangan tidak mampu (SKTM) dari RT/RW atau kelurahan atau rekomendasi
PDM/PCM/PRM setempat.

c. Terdaftar sebagai mahasiswa/i aktif pada Perguruan Tinggi. Dibuktikan dengan surat
keterangan aktif dari Perguruan Tinggi.
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d. Bersedia menandatangani surat pernyataan komitmen untuk maju, berkontribusi
pada daerah asal, dan mengikuti program dengan baik hingga selesai.

2. Persyaratan Khusus:
a. Jenjang Pendidikan Perguruan Tinggi yang diakomodir adalah tingkat Diploma III

dan Strata I dengan usia maksimal 25 tahun.

KEMITRAAN
Nota K esepahaman dan Perjanjian K erja Sama antara LAZISMU Provinsi dan Perguruan
T inggi Penerima
1. Sebelum melaksanakan Program Beasiswa Sang Surya, Pimpinan dua atau lebih

perguruan tinggi dan LAZISMU Provinsi wajib terlebih dahulu menandatangani
Nota Kesepahaman.

2. Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Rektor perguruan tinggi dan Pimpinan
LAZISMU Provinsi yang selanjutnya disebut Para Pihak.

3. Dalam jangka waktu yang disepakati oleh Para Pihak, Nota Kesepahaman harus
ditindaklanjuti dengan membuat dan menyepakati Perjanjian Kerja sama yang
berisi ketentuan yang lebih rinci dan lebih teknis dari pelaksanaan kerja sama
program Sang Surya.

Perjanjian Kerja sama sekurang-kurangnya memuat:
a. Identitas perguruan tinggi yang melaksanakan kerja sama.
b. Jangka waktu perjanjian kerjasama.
c. Deskripsi program kerjasama secara rinci yang sekurang- kurangnya memuat

tentang:
1) Sistem rekrutmen peserta termasuk ketentuan persyaratan-

persyaratan mahasiswa peserta program Sang Surya.
2) Jumlah program studi yang ditawarkan dari masing- masing

Fakultas/Jurusan.
3) Jumlah mahasiswa yang dapat diterima sebagai peserta program

untuk masing-masing program studi.
4) Sistem koordinasi pelaksanaan program kerjasama.
5) Pembiayaan program

d. Hak dan Kewajiban para pihak/Perguruan Tinggi yang bekerjasama.
e. Hak dan Kewajibanmahasiswa peserta Program.
f. Penyelesaian perselisihan.
g. Berakhirnya Perjanjian Kerja sama.

4. Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dibuat dalam jumlah rangkap 3
(tiga eksemplar) pada setiap MoU yang melaksanakan kerja sama yang
bersangkutan dan 1 (satu) rangkap diperuntukkan bagi LAZISMU Pusat.

TAHAPAN PROGRAM
1. Penetapan Tahapan Program Kerjasama Perguran Tinggi
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a. LAZISMU Pusat menetapkan kuota nasional mahasiswa peserta program
1000 SARJANA berdasarkan Renstra.

b. LAZISMU Provinsi membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Program 1000
SARJANA, menetapkan skema, kemitraan antar perguruan tinggi dan
kuota program pada masing-masing perguruan tinggi.

c. Perguruan tinggi menawarkan program Sang Surya kepada
Fakultas/Jurusan.

d. Fakultas/Jurusan menawarkan program Sang Surya kepada program
studi yang bersedia mengirim dan atau menerima peserta.

e. Program studi mengumumkan dan mengirimkan data calon peserta
program Sang Surya kepada LAZISMU Provinsi.

f. LAZISMU Provinsi melakukan seleksi baik administrasi, tertulis dan
wawancara kepada pendaftar Sang Surya dan mengumumkannya
kepada Perguran Tinggi peserta program.

g. LAZISMU Provinsi memberikan data base calon penerima Sang Surya
yang lulus seleksi kepada LAZISMU Pusat.

h. LAZISMU Pusat memberikan dan mencairkan anggaran beasiswa sesuai
dengan skema dan peruntukannya kepada LAZISMU Provinsi

i. LAZISMU Provinsi mencairkan SPP penerima Beasiswa kepada Perguruan
Tinggi atau menyalurkan uang saku kepada peserta beasiswa 1000
Sarjana LAZISMU kepada rekening masing-masing peserta.

j. LAZISMU Propinsi menyerahkan laporan pertanggungajawabn dan
penggunaan dana kepada LAZISMU Pusat.

k. LAZISMU Propinsi dan LAZISMU Pusat melakukan monitoring terhadap
pelaksanaan program setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

2. Tahapan Pelaksanaan Beasiswa LAZISMU Individual:
a. Sosialisasi:

1) Sosialisasi Program Beasiswa dari LAZISMU kepada LAZISMU Provinsi (Perjanjian
kerja sama, Juklak & Juknis)

2) LAZISMU Provinsi bekerja sama dengan mitra terkait untuk pelaksanaan
Program Beasiswa 1000 Sarjana LAZISMU (Contoh mitra: LAZISMU Kab./Kota,
Majelis DIKTI setempat dan lain-lain).

3) Publikasi penerimaan Beasiswa LAZISMU dan penyebaran formulir pendaftaran
melalui media cetak daerah, Sosmed LAZISMU Provinsi dan web site LAZISMU
Provinsi kepada masyarakat.

b. Pendaftaran
1) Masyarakat mendaftar sebagai calon peserta Beasiswa 1000 Sarjana LAZISMU

dengan cara mengirimkan formulir pendaftaran dan dokumen yang dibutuhkan.
2) LAZISMU Provinsi melakukan verifikasi dan seleksi administrasi calon peserta

Beasiswa LAZISMU, serta mempublikasikan hasil kelulusan seleksi peserta
Beasiswa LAZISMU.

3) LAZISMU menerima data peserta Beasiswa LAZISMU yang sudah lulus seleksi
dari LAZISMU Provinsi.

c. Pelaksanaan
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1) LAZISMU Pusat menyalurkan dana pembinaan dan beasiswa kepada peserta
yang telah lulus diseleksi melalui LAZISMU Provinsi.

2) LAZISMU Provinsi menyalurkan dana dan pembinaan kepada peserta Beasiswa
LAZISMU.

3) Peserta Beasiswa mendapatkan pendanaan dan pembinaan dari Program
Beasiswa 1000 Sarjan LAZISMU dari LAZISMU Provinsi.

d. Monev & Pelaporan
1) Peserta yang telah mengikuti pembinaan dan pendampingan, mengisi form

evaluasi yang disediakan dan menyerahkannya ke LAZISMU Provinsi.
2) LAZISMU Provinsi melaporkan perkembangan Program Beasiswa Sang Surya

LAZISMU secara berkala tiap bulan kepada LAZISMU Pusat.
3) LAZISMU Pusat menerima laporan bulanan dan melakukan monev program

secara berkala kepada tiap-tiap LAZISMU Provinsi.
4) Penyusunan Data Base Program Beasiswa Sang Surya LAZISMU

PERSYARATAN PESERTA PROGRAM
1. Peserta adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Mahasiswa aktif pada semester 1 sampai dengan 7 bagi program
sarjana/sarjana terapan, dan semester 1 sampai dengan 5 bagi
program diploma III;

b. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3.00 atau berprestasi atau memiliki
hafalan Al-Qur’an (Tahfidz).

c. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik pada perguruan tinggi pengirim;
d. Diutamakan berasal dari keluarga tidak mampu (Fakir, Miskin, Mualaf, Gharimin,

dan Sabilillah) dengan bukti surat keterangan tidak mampu dari pihak terkait.
e. Memiliki karakter kemandirian dan kegigihan hidup.
f. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan atau keagamaan

/keilmuan/inovasi/kreasi/budaya.
g. Bersedia menandatangani surat pernyataan.
h. Berbadan sehat dan bebas narkoba (untuk semua pelamar).
i. Memiliki dan memilih bidang keilmuan yang sesuai dengan bidang keilmuan yang

menjadi sasaran LAZISMU.
j. Menulis essay (500 sampai 700 kata) dengan tema “Memberi untuk Negeri”
k. Menyerahkan Surat Kelakuan Baik / Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
l. Bersedia membuat surat pernyataan dan mengirimkan laporan perkembangan

studi setiap semester dan dikirim pada setiap akhir semester.
m. Bersedia mengikuti Seluruh kegiatan pembinaan program selama program

berlangsung
n. Bersedia menindaklanjuti setiap program-program yang dilakukan oleh LAZISMU

baik pusat, provinsi mahupun daerah.
o. Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran dan perjanjian program
p. Ketentuan lain yang dibuat oleh LAZISMU Provinsi
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2. Mekanisme Perekrutan/Seleksi Mahasiswa Peserta Program
1. Calon peserta mendaftarkan diri di perguruan atau di LAZISMU Provinsi

dengan melengkapi seluruh persyaratan yang berlaku;
2. LAZISMU Provinsi melakukan seleksi secara transparan dan akuntabel;

1) Seleksi dilakukan melalui 4 tahapan: (Tes Administrasi, Tes Tertulis, Tes
Wawancara,Verifikasi lapangan terhadap calon penerima)

2) Hasil seleksi ditetapkan oleh pimpinan LAZISMU Provinsi
3. LAZISMU Provinsi menyerahkan Data Base penerima kepada LAZISMU

Pusat.
4. LAZISMU Pusat membuat Data Base Penerima beasiswa secara Nasional

BENTUK BEASISWA
1. Beasiswa Penuh adalah bantuan studi yang diberikan LAZISMU kepada penerima

beasiswa dari awal hingga selesai perkuliahan, meliputi biaya SPP, biaya hidup, dan
penyelesaian tugas akhir.

2. Beasiswa Sebagian adalah bantuan studi yang diberikan LAZISMU kepada penerima
beasiswa untuk memenuhi salah satu dari kebutuhan biaya perkuliahan:
a. Pelunasan SPP (Rp. 3.000.000 – 6.000.000,- /semester atau sesuai dengan

kebutuhan;
b. Pelunasan tunggakan biaya SPP (bagi yang sedang kuliah);
c. Bantuan biaya hidup (sd. 3.000.000,-/semester); atau
d. Bantuan biaya penyelesaian tugas akhir (khususnya untuk bidang-bidang ilmu

tertentu seperti filantropi Islam (Zakat, sedekah, wakaf), astronomi Islam, ilmu falak,
dll., yang sesuai dengan visi dan misi LAZISMU dan kebutuhan masyarakat (sd
5.000.000,-)

PEMBINAAN PESERTA
1. Pembinaan Peserta Program

a. Pembinaan dilaksanakan selama satu tahun oleh LAZISMU Provinsi.
b. Jumlah pertemuan pembinaan dalam satu bulan minimal sebanyak empat kali.
c. Materi pembinaan meliputi:

1. Wawasan Ke-Islam-an & Ke-Muhammadiyah-an
2. Zakat & LAZISMU Overview.
3. Achievement Motivation Training (AMT) & Temu Tokoh Islam yang

Menginspirasi.
4. Jurnalistik.
5. Kepemimpinan Islam
6. Kewirausahaan

d. Waktu dan Tempat pelaksanaan pembinaan diatur oleh masing-masing LAZISMU
Provinsi

2. Pelaksanaan Pembinaan
Pembinaan dilaksanakan secara bertahap selama program berlangsung. Ada 4 tahap
pembinaan yang dilakukan oleh LAZISMU Propinsi:
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a. Tahap Internalisasi & Ideologis dilakukan pada 6 bulan pertama
b. Tahap Pembinaan dan Pengembangan dilakukan pada 6 bulan kedua
c. Tahap Caracter Building dan Kompetensi dilakukan pada 6 bulan ketiga
d. Tahap Kontribusi dan Kemandirian dilakukan pada enam bulan keempat (bagi yang

memperoleh beasiswa penuh)
3. Model dan Kriteria Pembinaan

Model dan kriteria pembinaan dalam Progam ini akan terbagi dalam 4 model
pembinaan;
a. Pembinaaan Harian untuk meningkatkan ketaqwaan dan spiritualitas penerima
b. Pembinaan Bulanan, untuk meningkatkan kemampuan personel, pengetahuan dan

keahlian
c. Pembinaan lanjutan II, dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan,

keahlian dan kompetensi
d. Pembinaan tingkat Akhir, dilakukan untuk meningkatkan kemampuan sosial,

kemasyarakat dan berkontribusi terhadap masyarakat dan program.

MONITORING

1. LAZISMU Provinsi dan perguruan tinggi melakukan monitoring atas
pelaksanaan program 1000 Sarjana di perguruan tinggi masing-masing.

2. Mahasiswa peserta program menyampaikan laporan perkembangan dan
keadaan mahasiswa Peserta Program setelah berakhirnya ujian tengah
semester (UTS).

3. Pada setiap akhir semester, perguruan tinggi penerima membuat dan
menyampaikan laporan akhir kegiatan yang memuat keseluruhan pelaksanaan
kegiatan.

Isi laporan kegiatan BEASISWA SANG SURYA paling sedikit terdiri atas:
a. Pendahuluan;
b. Daftar nama, asal perguruan tinggi dan program studi peserta
c. Laporan kegiatan Program Sang Surya dan hal-hal penting yang terjadi

selama kegiatan;
d. Salinan daftar kartu hasil studi semester peserta yang

ditandatangan oleh pihak berkompeten, sesuai transkrip nilai ujian mata
kuliah;

e. Daftar kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler yang telah dilaksanakan
peserta, dan penghargaan disertai sertifikat, atau tanda keikutsertaan
kegiatan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (jika ada);

f. Daftar kegiatan pembinaan dan pelatihan peserta program
g. Masukan dan usul saran perbaikan pelaksanaan Program Sang Surya;
h. Foto-foto kegiatan;
i. Testimoni peserta dalam bentuk cetak dan audio visual;
j. Lampiran-lampiran (jika ada).
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EVALUASI PROGRAM

1. LAZISMU Provinsi perlu melakukan evaluasi bersama berdasarkan hasil
monitoring dan laporan kegiatan setelah berakhirnya jangka waktu
pelaksanaan program Sang Surya.

2. Hasil dari seluruh laporan perguruan tinggi penerima program Sang Surya akan
di rangkum dan dianalisis oleh LAZISMU Pusat sebagai bahan evaluasi dan
pengembangan kegiatan Program 1000 Sarjana pada tahun berikutnya.

3. Evaluasi program Sang Surya menghasilkan keputusan bersama tentang
keberlanjutan program dan/atau rekomendasi perbaikan- perbaikan
program 1000 Sarjana untuk masa yang akan datang.

4. LAZISMU P U S A T melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala di
beberapa perguruan tinggi dan LAZISMU Provinsi terkait pelaksanaan Program
Sang Surya melalui kordinasi masing-masing guna memastikan mutu
penyelenggaraan program Sang Surya secara keseluruhan.
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Lampiran II

PANDUAN BEASISWA MENTARI

KETENTUAN UMUM

1. Program BEASISWA MENTARI adalah program beasiswa yang diberikan oleh
LAZISMU Pusat bekerjasama dengan LAZISMU Wilayah se-Indonesia yang
sudah mendapatkan surat rekomendasi.

2. LAZISMU Wilayah dapat bekerja sama dengan LAZISMU Kabupaten/Kota dan pihak-
pihak yang terkait untuk kebutuhan Program BEASISWA MENTARI LAZISMU. Kerja sama
tersebut di bawah tanggung jawab dan pengawasan LAZISMU Wilayah.

3. LAZISMU bertindak sebagai pemilik program yang menyediakan pendanaan dan
kelengkapan formulir program BEASISWA MENTARI LAZISMU. Formulir terdiri dari:
a. Formulir pendaftaran
b. Formulir verifikasi
c. Formulir monitoring dan evaluasi
d. Formulir pelaporan.

Formulir tersebut terlampir dalam berkas Juklak & Juknis Program BEASISWA MENTARI
LAZISMU.
4. LAZISMUWilayah bertindak sebagai pelaksana program yang memiliki tugas antara lain:

a. Menjaring dan memverifikasi calon peserta beasiswa.
b. Melakukan seleksi calon peserta beasiswa.
c. Menetapkan peserta beasiswa.
d. Menyalurkan dana kepada peserta beasiswa.
e. Melakukan program pembinaan dan pendampingan peserta.
f. Melaporkan perkembangan akademik, perkembangan peserta beasiswa dan

keuangan program sesuai periode yang telah disepakati.
5. LAZISMU berhak untuk mendapatkan daftar nama penerima manfaat Program

BEASISWA MENTARI LAZISMU dan laporan perkembangan peserta dari LAZISMU
Wilayah tiap bulan.

6. Jenjang Pendidikan yang diakomodir adalah tingkat Sekolah Dasar Menengah (SD, SMP,
SMA ataupun yang sederajat).

PERSYARATAN

1. Persyaratan Umum:
a. Warga Negara Indonesia. Dibuktikan dengan foto copy kartu keluarga dan kartu

tanda pelajar.
b. Putra putri yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dibuktikan dengan surat

keterangan tidak mampu (SKTM) dari RT/RW atau kelurahan atau rekomendasi
PDM/PCM/PRM setempat.
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c. Terdaftar sebagai siswa/i aktif pada Sekolahnya. Dibuktikan dengan surat keterangan
aktif dari Sekolah terkait.

d. Berasal dari LAZISMUWilayah yang telah ditentukan.
e. Bersedia menandatangani surat pernyataan komitmen untuk maju, berkontribusi

pada daerah asal, dan mengikuti program dengan baik hingga selesai.
2. Persyaratan Khusus:
Jenjang Pendidikan yang diakomodir adalah tingkat Sekolah Dasar Menengah (SD, SMP,
SMA ataupun yang sederajat).

KEMITRAAN

Nota K esepahaman dan Perjanjian K erja Sama antara LAZISMU Wilayah dan Sekolah
Penerima
1. Sebelum melaksanakan Program BEASISWA MENTARI, Pimpinan dua atau lebih

Sekolah dan LAZISMU Wilayah wajib terlebih dahulu menandatangani Nota
Kesepahaman.

2. Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Pimpinan LAZISMU
Wilayah yang selanjutnya disebut Para Pihak.

3. Dalam jangka waktu yang disepakati oleh Para Pihak, Nota Kesepahaman harus
ditindaklanjuti dengan membuat dan menyepakati Perjanjian Kerja sama yang
berisi ketentuan yang lebih rinci dan lebih teknis dari pelaksanaan kerja sama
program BEASISWA MENTARI.

Perjanjian Kerja sama sekurang-kurangnya memuat:
a. Identitas Sekolah yang melaksanakan kerja sama.
b. Jangka waktu perjanjian kerjasama.
c. Deskripsi program kerjasama secara rinci yang sekurang- kurangnya memuat

tentang:
1) Sistem rekrutmen peserta termasuk ketentuan persyaratan-

persyaratan siswa/i peserta program BEASISWA MENTARI.
2) Jumlah program studi yang ditawarkan dari masing- masing Sekolah.
3) Jumlah siswa/i yang dapat diterima sebagai peserta program.
4) Sistem koordinasi pelaksanaan program kerjasama.
5) Pembiayaan program

d. Hak dan Kewajiban para pihak/sekolah yang bekerjasama.
e. Hak dan Kewajiban siswa/i peserta Program.
f. Penyelesaian perselisihan.
g. Berakhirnya Perjanjian Kerja sama.

4. Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dibuat dalam jumlah rangkap 3
(tiga eksemplar) pada setiap MoU, 2 (dua) rangkap untuk yang melaksanakan
kerja sama yang bersangkutan dan 1 (satu) rangkap diperuntukkan bagi
LAZISMU Pusat.

TAHAPAN PROGRAM

1. Penetapan Tahapan Program Kerjasama Sekolah
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a. LAZISMU Pusat menetapkan kuota nasional siswa peserta program
BEASISWA MENTARI berdasarkan Renstra.

b. LAZISMU Wilayah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Program BEASISWA
MENTARI, menetapkan skema, kemitraan antar Sekolah dan kuota
program pada masing-masing sekolah.

c. Sekolah menawarkan program BEASISWA MENTARI kepada Orang
Tua/Wali Siswa.

d. Sekolah mengumumkan dan mengirimkan data calon peserta program
BEASISWA MENTARI kepada LAZISMU Wilayah.

e. LAZISMU Wilayah melakukan seleksi baik administrasi, tertulis dan
wawancara kepada pendaftar BEASISWA MENTARI dan
mengumumkannya kepada Sekolah peserta program.

f. LAZISMU Wilayah memberikan data base calon penerima BEASISWA
MENTARI yang lulus seleksi kepada LAZISMU Pusat.

g. LAZISMU Pusat memberikan dan mencairkan anggaran beasiswa sesuai
dengan skema dan peruntukannya kepada LAZISMU Wilayah

h. LAZISMU Wilayah mencairkan SPP penerima Beasiswa kepada Sekolah
atau menyalurkan uang saku kepada peserta beasiswa BEASISWA
MENTARI kepada rekening masing-masing peserta.

i. LAZISMU Wilayah menyerahkan laporan pertanggungjawaban dan
penggunaan dana kepada LAZISMU Pusat.

j. LAZISMU Wilayah dan LAZISMU Pusat melakukan monitoring terhadap
pelaksanaan program setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

2. Tahapan Pelaksanaan Beasiswa Mentari LAZISMU Individual:
a. Sosialisasi:

1) Sosialisasi Program Beasiswa dari LAZISMU Pusat kepada LAZISMU Wilayah
(Perjanjian kerja sama, Juklak & Juknis)

2) LAZISMU Wilayah bekerja sama dengan mitra terkait untuk pelaksanaan
Program BEASISWA MENTARI LAZISMU (Contoh mitra: LAZISMU Kab./Kota,
Majelis DIKDASMEN setempat dan lain-lain).

3) Publikasi penerimaan Beasiswa Mentari LAZISMU dan penyebaran formulir
pendaftaran melalui media cetak daerah, Sosmed LAZISMU Wilayah dan web
site LAZISMUWilayah kepada masyarakat.

b. Pendaftaran
1) Masyarakat mendaftar sebagai calon peserta BEASISWA MENTARI LAZISMU

dengan cara mengirimkan formulir pendaftaran dan dokumen yang dibutuhkan.
2) LAZISMU Wilayah melakukan verifikasi dan seleksi administrasi calon peserta

Beasiswa Mentari, serta mempublikasikan hasil kelulusan seleksi peserta.
3) LAZISMU menerima data peserta Beasiswa Mentari yang sudah lulus seleksi

dari LAZISMUWilayah.
c. Pelaksanaan

1) LAZISMU Pusat menyalurkan dana pembinaan dan beasiswa kepada peserta
yang telah lulus diseleksi melalui LAZISMUWilayah.
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2) LAZISMU Wilayah menyalurkan dana dan pembinaan kepada peserta Beasiswa
LAZISMU.

3) Peserta Beasiswa mendapatkan pendanaan dan pembinaan dari Program
Beasiswa Mentari dari LAZISMUWilayah.

d. Monev & Pelaporan
1) Peserta yang telah mengikuti pembinaan dan pendampingan, mengisi form

evaluasi yang disediakan dan menyerahkannya ke LAZISMUWilayah.
2) LAZISMU Wilayah melaporkan perkembangan Program BEASISWA MENTARI

LAZISMU secara berkala tiap bulan kepada LAZISMU Pusat.
3) LAZISMU Pusat menerima laporan bulanan dan melakukan monev program

secara berkala kepada tiap-tiap LAZISMU Wilayah.
4) Penyusunan Data Base Program BEASISWA MENTARI LAZISMU

PERSYARATAN PESERTA PROGRAM

1. Peserta adalah siswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Siswa terdaftar sebagai siswa aktif pada Sekolahnya. Dibuktikan dengan surat

keterangan aktif dari Sekolah terkait.
b. Diutamakan berasal dari keluarga tidak mampu (Fakir, Miskin, Mualaf, Gharimin,

dan Sabilillah) dengan bukti surat keterangan tidak mampu dari pihak terkait.
c. Aktif dalam kegiatan keagamaan atau sosial (Karang Taruna, Remaja Masjid, TPA,

dan lain-lain).
d. Siswa terancam putus sekolah karena kesulitan biaya.
e. Siswa yatim, piatu atau yatim piatu atau siswa yang berasal dari panti asuhan.
f. Siswa berasal dari korban musibah, korban bencana, korban PHK, dari Rumah

Tangga Sangat Miskin dan siswa dari program keahlian (SMK)
g. Bersedia menandatangani surat pernyataan.
h. Berbadan sehat dan bebas narkoba (untuk semua pelamar).
i. Bersedia membuat surat pernyataan dan mengirimkan laporan perkembangan

studi setiap semester dan dikirim pada setiap akhir semester.
j. Bersedia mengikuti Seluruh kegiatan pembinaan program selama program

berlangsung
k. Bersedia menindaklanjuti setiap program-program yang dilakukan oleh LAZISMU

baik pusat, Wilayah mahupun daerah.
l. Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran dan perjanjian program
m. Ketentuan lain yang dibuat oleh LAZISMUWilayah

2. Mekanisme Perekrutan/Seleksi Mahasiswa Peserta Program
a. Calon peserta mendaftarkan diri di sekolah atau di LAZISMU Wilayah dengan

melengkapi seluruh persyaratan yang berlaku;
b. LAZISMU Wilayah melakukan seleksi secara transparan dan akuntabel;

1) Seleksi dilakukan melalui 4 tahapan: (Tes Administrasi, Tes Tertulis, Tes
Wawancara,Verifikasi lapangan terhadap calon penerima)

2) Hasil seleksi ditetapkan oleh pimpinan LAZISMU Wilayah
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c. LAZISMU Wilayah menyerahkan Data Base penerima kepada LAZISMU
Pusat.

d. LAZISMU Pusat membuat Data Base Penerima beasiswa secara Nasional

BENTUK BEASISWA

1. Beasiswa Penuh adalah bantuan studi yang diberikan LAZISMU kepada penerima
beasiswa dari awal hingga selesai studi, meliputi biaya SPP, biaya buku, biaya seragam
dan biaya perlengkapan sekolah.

2. Beasiswa Sebagian adalah bantuan studi yang diberikan LAZISMU kepada penerima
beasiswa untuk memenuhi salah satu dari kebutuhan biaya sekolah:
a. Pelunasan SPP (Rp.500.000 – 1.000.000,- /semester) atau sesuai dengan kebutuhan;
b. Pelunasan tunggakan biaya SPP;
c. Bantuan biaya perlengkapan sekolah (sd. 1.000.000,-/semester);
d. Bantuan biaya penyelesaian tugas akhir (khususnya untuk siswa dari program

keahlian (SMK) (sd 1.000.000,-)

PEMBINAAN PESERTA

1. Pembinaan Peserta Program
a. Pembinaan dilaksanakan selama satu tahun oleh LAZISMUWilayah.
b. Jumlah pertemuan pembinaan dalam satu bulan minimal sebanyak empat kali.
c. Materi pembinaan meliputi:

1) Wawasan Ke-Islam-an & Ke-Muhammadiyah-an
2) Zakat & LAZISMU Overview.
3) Achievement Motivation Training (AMT) & Temu Tokoh Islam yang

Menginspirasi.
4) Jurnalistik.
5) Kepemimpinan Islam
6) Kewirausahaan

d. Waktu dan Tempat pelaksanaan pembinaan diatur oleh masing-masing LAZISMU
Wilayah

2. Pelaksanaan Pembinaan
Pembinaan dilaksanakan secara bertahap selama program berlangsung. Ada 4 tahap
pembinaan yang dilakukan oleh LAZISMU Propinsi
a. Tahap Internalisasi & Ideologis dilakukan pada 6 bulan pertama
b. Tahap Pembinaan dan Pengembangan dilakukan pada 6 bulan kedua
c. Tahap Caracter Building dan Kompetensi dilakukan pada 6 bulan ketiga
d. Tahap Kontribusi dan Kemandirian dilakukan pada enam bulan keempat (bagi yang

memperoleh beasiswa penuh)
3. Model dan Kriteria Pembinaan

Model dan kriteria pembinaan dalam Progam ini akan terbagi dalam 4 model
pembinaan;
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a. Pembinaaan Harian untuk meningkatkan ketaqwaan dan spiritualitas penerima
b. Pembinaan Bulanan, untuk meningkatkan kemampuan personel, pengetahuan dan

keahlian
c. Pembinaan lanjutan II, dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan,

keahlian dan kompetensi
d. Pembinaan tingkat Akhir, dilakukan untuk meningkatkan kemampuan sosial,

kemasyarakat dan berkontribusi terhadap masyarakat dan program.

MONITORING

1. LAZISMU Wilayah dan pihak sekolah melakukan monitoring atas pelaksanaan
program BEASISWA MENTARI di sekolah masing-masing.

2. Siswa peserta program menyampaikan laporan perkembangan dan keadaan
studinya setelah berakhirnya ujian tengah semester (UTS).

3. Pada setiap akhir semester, sekolah penerima membuat dan
menyampaikan laporan akhir kegiatan yang memuat keseluruhan pelaksanaan
kegiatan.
Isi laporan kegiatan BEASISWA MENTARI paling sedikit terdiri atas:
a. Pendahuluan;
b. Daftar nama dan asal sekolah
c. Laporan kegiatan Program BEASISWA MENTARI dan hal-hal penting y ang

terjadi selama kegiatan;
d. Salinan buku Raport peserta yang ditandatangani oleh pihak berkompeten;
e. Daftar kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler yang telah dilaksanakan

peserta, dan penghargaan disertai sertifikat, atau tanda keikutsertaan
kegiatan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (jika ada);

f. Daftar kegiatan pembinaan dan pelatihan peserta program;
g. Masukan dan usul saran perbaikan pelaksanaan Program BEASISWA MENTARI;
h. Foto-foto kegiatan;
i. Testimoni peserta dalam bentuk cetak dan audio visual;
j. Lampiran-lampiran (jika ada).

EVALUASI PROGRAM

1. LAZISMU Wilayah perlu melakukan evaluasi bersama berdasarkan hasil
monitoring dan laporan kegiatan setelah berakhirnya jangka waktu
pelaksanaan program BEASISWA MENTARI.

2. Hasil dari seluruh laporan sekolah penerima program BEASISWA MENTARI akan
dirangkum dan dianalisis oleh LAZISMU Pusat sebagai bahan evaluasi dan
pengembangan kegiatan Program BEASISWA MENTARI pada tahun berikutnya.

3. Evaluasi program BEASISWA MENTARI menghasilkan keputusan bersama
tentang keberlanjutan program dan/atau rekomendasi perbaikan-
perbaikan program BEASISWA MENTARI untuk masa yang akan datang.
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4. LAZISMU P U S A T melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala di
beberapa sekolah dan LAZISMU Wilayah terkait pelaksanaan Program BEASISWA
MENTARI melalui kordinasi masing-masing guna memastikan mutu
penyelenggaraan program BEASISWA MENTARI secara keseluruhan.
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PANDUAN PROGRAM PILAR KESEHATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Ketentuan Umum

(1) Pengertian-pengertian yang sudah ada di dalam pedoman LAZISMU juga berlaku dalam
panduan ini.

(2) Kesehatan merupakan salah satu dari 5 (lima) pilar utama pendistribusian dan
pendayagunaan dana ZISKA LAZISMU.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Pengelolaan program pilar kesehatan dalam panduan ini meliputi perencanaan,
pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan.

BAB II
PRINSIP

Pasal 3
Prinsip

Pengelolaan program pendidikan dan kesehatan berpegang pada prinsip:
1. Delapan (8) Asnaf;
2. Tiga Belas (13) Rekomendasi Muktamar Muhammadiyah; dan
3. Tujuh Belas (17) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 4
Program

(1) LAZISMU memiliki tugas dan fungsi perencanaan program kesehatan;
(2) Sesuai dengan Keputusan Badan Pengurus LAZISMU Nomor: 01.BP/PDN/B.18/2017

Tentang Panduan Tatacara Pendirian Dan Penyelenggaraan LAZISMU Wilayah, LAZISMU
Daerah, Dan Kantor Layanan LAZISMU Pasal 2 ayat (2) poin d, Ikhtisar perencanaan
program pendayagunaan dana ZISKA bagi kesejahteraan umat paling sedikit di 3 (tiga)
kabupaten/kota yang mencakup:
a. nama program;
b. lokasi program;
c. jumlah penerima manfaat;
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d. jumlah zakat yang disalurkan;
e. keluaran (output);
f. hasil (outcome);
g. manfaat (benefit);dan
h. dampak (impact) program bagi penerima manfaat.

(3) Sesuai Keputusan Badan Pengurus LAZISMU Nomor: 01.BP/PDN/B.18/2017 Tentang
Panduan Tatacara Pendirian Dan Penyelenggaraan LAZISMU Wilayah, LAZISMU Daerah,
Dan Kantor Layanan LAZISMU Pasal 3 ayat (2) poin d, Ikhtisar perencanaan program
pendayagunaan dana ZISKA bagi kesejahteraan umat paling sedikit di 3 (tiga)
Kecamatan yang mencakup:
a. nama program;
b. lokasi program;
c. jumlah penerima manfaat;
d. jumlah zakat yang disalurkan;
e. keluaran (output);
f. hasil (outcome);
g. manfaat (benefit);dan
h. dampak (impact) program bagi penerima manfaat.

(4) Pengurus LAZISMU Wilayah membantu melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan
pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana
ZISKA di tingkat wilayah, sesuai dengan Keputusan Badan Pengurus LAZISMU Nomor:
01.BP/PDN/B.18/2017 Tentang Panduan Tatacara Pendirian Dan Penyelenggaraan
LAZISMUWilayah, LAZISMU Daerah, Dan Kantor Layanan LAZISMU Pasal 5 ayat (3);

(5) Pengurus LAZISMU Daerah membantu LAZISMU Wilayah dalam melakukan
perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian,
dan pendayagunaan dana ZISKA di tingkat daerah sesuai dengan Keputusan Badan
Pengurus LAZISMU Nomor: 01.BP/PDN/B.18/2017 Tentang Panduan Tatacara Pendirian
Dan Penyelenggaraan LAZISMU Wilayah, LAZISMU Daerah, Dan Kantor Layanan
LAZISMU Pasal 6 ayat (3).

Pasal 5
Anggaran

(1) Perencanaan Anggaran program pilar kesehatan ditetapkan dalam Rencana Kerja dan
Anggaran Tahunan (RKAT) LAZISMU yang berlaku untuk periode 1 (satu) tahun mulai
tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

(2) Perencanaan anggaran program dilaksanakan oleh eksekutif LAZISMU Wilayah dan
LAZISMU Daerah yang disetujui oleh Badan Pengurus, Badan Pengawas dan Dewan
Syariah ditingkatan masing-masing sesuai Keputusan Badan Pengurus LAZISMU Nomor:
01.BP/PDN/B.18/2017 Tentang Panduan Tatacara Pendirian Dan Penyelenggaraan
LAZISMU Wilayah, LAZISMU Daerah, Dan Kantor Layanan LAZISMU Pasal 5 ayat (9) dan
pasal 6 ayat (9).
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BAB IV

PILAR KESEHATAN

Pasal 6
Asnaf

Sasaran asnaf (penerima manfaat) program pilar kesehatan antara lain;
1. Asnaf Fakir;
2. Asnaf Miskin;
3. Asnaf Muallaf;
4. Asnaf Gharim;
5. Asnaf Fii Sabilillah;
6. Asnaf Ibnu Sabil;
7. Asnaf Riqab.

Pasal 7
Jenis Program

(1) Seluruh program pilar kesehatan termasuk dalam kategori pendistribusian, program-
program tersebut antara lain;

1. Klinik Apung Said Tuhuleley (KAST);
2. Indonesia Mobile Clinic (IMC);
3. Peduli Kesehatan;
4. Pesantren Bebas Skabies;
5. Tingkatkan Kemampuan Gizi Seimbang (TIMBANG) (pencegahan Stunting).

(2) LAZISMU Wilayah dan Daerah dapat membuat program-program terkait pilar kesehatan,
sesuai isu lokal.

Pasal 8
Sinergi Program

(1) Pelaksanaan program pilar kesehatan harus memiliki interkoneksitas dengan 4 (empat)
pilar lainnya;

(2) Pelaksanaan program pilar kesehatan melibatkan Majelis, Lembaga dan Ortom
Persyarikatan Muhammadiyah;

(3) Dalam hal Majelis, Lembaga dan Ortom Persyarikatan Muhammadiyah tidak memiliki
potensi dan pengalaman dalam menjalankan program, LAZISMU dapat bekerjasama
dengan mitra non Persyarikatan;

(4) Kerjasama dengan mitra non persyarikatan diatur dalam Keputusan Badan Pengurus
LAZISMU No. 03.BP/PDN/B.18/2017 tentang Panduan Hubungan dan Kerjasama.

BAB V
PENDANAAN PROGRAM
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Pasal 9
Sumber Pendanaan

(1) Sumber utama pendanaan program pilar kesehatan berasal dari ZISKA yang diterima
LAZISMU;

(2) Dalam mendapatkan sumber-sumber pendanaan, LAZISMU bersama Majelis, Lembaga,
Ortom, dan Mitra non Persyarikatan melakukan penggalangan dana.

Pasal 10
Mekanisme Pencairan

(1) Mekanisme pencairan dana program pilar kesehatan menggunakan skema 3 tahap
meliputi:
a. Tahap I sebesar 30%
b. Tahap II sebesar 40%
c. Tahap III sebesar 30%

(2) Tahapan pencairan dana program dilakukan setelah laporan penggunaan dana tahap
sebelumnya diterima.

(3) Khusus untuk program pilar kesehatan tertentu yang tidak bisa mengikuti skema sesuai
ayat (1) dapat diatur lebih lanjut sesuai kebutuhan.

(4) Penjelasan lebih lanjut mengenai pencairan dana program mengikuti Keputusan Badan
Pengurus LAZISMU Nomor: 02.BP/PDN/B.18/2017 Tentang Panduan Pengelolaan
Keuangan LAZISMU

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11
Monitoring dan Evaluasi

(1) Monitoring dan evaluasi (Monev) merupakan elemen penting dalam sistem pelaporan
pelaksanaan program untuk menunjukan kinerja dan pembelajaran untuk pengambilan
keputusan;

(2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi diatur dalam panduan tersendiri.

Pasal 12
Pencatatan dan Pelaporan

(1) Pelaksanaan program pilar kesehatan harus dilaporkan dalam sebuah laporan tertulis;
(2) Pelaporan mencakup hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, baik

kemajuan, capaian dan penggunaan dana;
(3) Laporan disampaikan secara berkala dan dilaksanakan secara berjenjang sesuai struktur

organisasi LAZISMU;
(4) Format pencatatan dan pelaporan program pendistribusian dan pendayagunaan akan

diatur tersendiri dalam panduan monitoring dan evaluasi per program;
(5) Khusus untuk laporan keuangan mengikuti Keputusan Badan Pengurus LAZISMU Nomor:

02.BP/PDN/B.18/2017 Tentang Panduan Pengelolaan Keuangan LAZISMU.
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BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 13
Ketentuan Lain

Hal-hal lain mengenai pelaksanaan program pilar kesehatan yang belum diatur dalam
Panduan ini diatur lebih lanjut dalam prosedur operasional.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 14
Penutup

(1) Pada saat Panduan ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur tentang
pelaksanaan program pilar kesehatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Panduan ini;

(2) Panduan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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PANDUAN PROGRAM PILAR EKONOMI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Ketentuan Umum

(1) Pengertian-pengertian yang sudah ada di dalam pedoman LAZISMU juga berlaku dalam
panduan ini.

(2) Ekonomi merupakan salah satu dari 5 (lima) pilar utama pendistribusian dan
pendayagunaan dana ZISKA LAZISMU.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Pengelolaan program pilar ekonomi dalam panduan ini meliputi perencanaan,
pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan.

BAB II
PRINSIP

Pasal 3
Prinsip

Pengelolaan program ekonomi berpegang pada prinsip:
1. Delapan (8) Asnaf;
2. Tiga Belas (13) Rekomendasi Muktamar Muhammadiyah; dan
3. Tujuh Belas (17) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 4
Perencanaan

(1) LAZISMU memiliki tugas dan fungsi perencanaan program ekonomi;
(2) Sesuai dengan Keputusan Badan Pengurus LAZISMU Nomor: 01.BP/PDN/B.18/2017

Tentang Panduan Tatacara Pendirian Dan Penyelenggaraan LAZISMU Wilayah, LAZISMU
Daerah, Dan Kantor Layanan LAZISMU Pasal 2 ayat (2) poin d, Ikhtisar perencanaan
program pendayagunaan dana ZISKA bagi kesejahteraan umat paling sedikit di 3 (tiga)
kabupaten/kota yang mencakup:
a. nama program;
b. lokasi program;
c. jumlah penerima manfaat;
d. jumlah zakat yang disalurkan;
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e. keluaran (output);
f. hasil (outcome);
g. manfaat (benefit);dan
h. dampak (impact) program bagi penerima manfaat.

(3) Sesuai Keputusan Badan Pengurus LAZISMU Nomor: 01.BP/PDN/B.18/2017 Tentang
Panduan Tatacara Pendirian Dan Penyelenggaraan LAZISMU Wilayah, LAZISMU Daerah,
Dan Kantor Layanan LAZISMU Pasal 3 ayat (2) poin d, Ikhtisar perencanaan program
pendayagunaan dana ZISKA bagi kesejahteraan umat paling sedikit di 3 (tiga)
Kecamatan yang mencakup:
a. nama program;
b. lokasi program;
c. jumlah penerima manfaat;
d. jumlah zakat yang disalurkan;
e. keluaran (output);
f. hasil (outcome);
g. manfaat (benefit);dan
h. dampak (impact) program bagi penerima manfaat.

(4) Badan Pengurus LAZISMU Wilayah membantu melakukan perencanaan, pelaksanaan,
dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana
ZISKA di tingkat wilayah, sesuai dengan Keputusan Badan Pengurus LAZISMU Nomor:
01.BP/PDN/B.18/2017 Tentang Panduan Tatacara Pendirian Dan Penyelenggaraan
LAZISMUWilayah, LAZISMU Daerah, Dan Kantor Layanan LAZISMU Pasal 5 ayat (3);

(5) Badan Pengurus LAZISMU Daerah membantu LAZISMU Wilayah dalam melakukan
perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian,
dan pendayagunaan dana ZISKA di tingkat daerah sesuai dengan Keputusan Badan
Pengurus LAZISMU Nomor: 01.BP/PDN/B.18/2017 Tentang Panduan Tatacara Pendirian
Dan Penyelenggaraan LAZISMU Wilayah, LAZISMU Daerah, Dan Kantor Layanan
LAZISMU Pasal 6 ayat (3).

Pasal 5
Anggaran Program

(1) Perencanaan Anggaran program pilar ekonomi ditetapkan dalam Rencana Kerja dan
Anggaran Tahunan (RKAT) LAZISMU yang berlaku untuk periode 1 (satu) tahun mulai
tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember;

(2) Perencanaan anggaran program dilaksanakan oleh eksekutif LAZISMU Wilayah dan
LAZISMU Daerah yang disetujui oleh Badan Pengurus, Badan Pengawas dan Dewan
Syariah ditingkatan masing-masing sesuai Keputusan Badan Pengurus LAZISMU Nomor:
01.BP/PDN/B.18/2017 Tentang Panduan Tatacara Pendirian Dan Penyelenggaraan
LAZISMU Wilayah, LAZISMU Daerah, Dan Kantor Layanan LAZISMU Pasal 5 ayat (9) dan
pasal 6 ayat (9).
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BAB IV
PROGRAM PILAR EKONOMI

Pasal 6
Sasaran Asnaf

(1) Sasaran asnaf (penerima manfaat) program pilar ekonomi antara lain;
a. Asnaf Fakir;
b. Asnaf Miskin;
c. Asnaf Riqab;
d. Asnaf Gharim;
e. Asnaf Mu’allaf;
f. Asnaf Sabilillah.

Pasal 7
Jenis Program

(1) Seluruh program pilar ekonomi termasuk dalam kategori pendayagunaan, program-
program tersebut antara lain;
a. Tani Bangkit;
b. Peternakan Masyarakat Mandiri;
c. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
d. Rias@ Corner.

(2) LAZISMUWilayah dan Daerah dapat membuat program-program terkait pilar ekonomi,
sesuai isu lokal.

Pasal 8
Sinergi Program

(1) Pelaksanaan program pilar ekonomi harus memiliki interkoneksitas dengan 4 (empat)
pilar lainnya;

(2) Pelaksanaan program pilar ekonomi melibatkan Majelis, Lembaga dan Ortom
Persyarikatan Muhammadiyah;

(3) Dalam hal Majelis, Lembaga dan Ortom Persyarikatan Muhammadiyah tidak memiliki
potensi dan pengalaman dalam menjalankan program, LAZISMU dapat bekerjasama
dengan mitra non Persyarikatan;

(4) Kerjasama dengan mitra non persyarikatan diatur dalam Keputusan Badan Pengurus
LAZISMU No. 03.BP/PDN/B.18/2017 tentang Panduan Hubungan dan Kerjasama.
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BAB V
PENDANAAN PROGRAM

Pasal 9
Sumber Pendanaan

(1) Sumber utama pendanaan program pilar ekonomi berasal dari ZISKA yang diterima
LAZISMU;

(2) Dalam mendapatkan sumber-sumber pendanaan, LAZISMU bersama Majelis, Lembaga,
Ortom, dan Mitra non Persyarikatan melakukan penggalangan dana.

Pasal 10
Mekanisme Pencairan

(1) Mekanisme pencairan dana program pilar ekonomi menggunakan skema 3 tahap
meliputi:
a. Tahap I sebesar 30%
b. Tahap II sebesar 40%
c. Tahap III sebesar 30%

(2) Tahapan pencairan dana program dilakukan setelah laporan penggunaan dana tahap
sebelumnya diterima.

(3) Khusus untuk program pilar ekonomi tertentu yang tidak bisa mengikuti skema sesuai
ayat (1) dapat diatur lebih lanjut sesuai kebutuhan.

(4) Program pilar ekonomi masuk kategori pendayagunaan, oleh karena itu pencairan dana
harus melalui BTM, BMT atau lembaga keuangan syariah yang akan diatur lebih lanjut.

(5) Penjelasan lebih lanjut mengenai pencairan dana program mengikuti Keputusan Badan
Pengurus LAZISMU Nomor: 02.BP/PDN/B.18/2017 Tentang Panduan Pengelolaan
Keuangan LAZISMU.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11
Monitoring dan Evaluasi

(1) Monitoring dan evaluasi (Monev) merupakan elemen penting dalam sistem pelaporan
pelaksanaan program untuk menunjukan kinerja dan pembelajaran untuk pengambilan
keputusan;

(2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi diatur dalam panduan tersendiri.

Pasal 12
Pencatatan dan Pelaporan

(1) Pelaksanaan program pilar ekonomi harus dilaporkan dalam sebuah laporan tertulis;
(2) Pelaporan mencakup hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, baik

kemajuan, capaian dan penggunaan dana;
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(3) Laporan disampaikan secara berkala dan dilaksanakan secara berjenjang sesuai struktur
organisasi LAZISMU;

(4) Format pencatatan dan pelaporan program pendistribusian dan pendayagunaan akan
diatur tersendiri dalam panduan monitoring dan evaluasi per program;

(5) Khusus untuk laporan keuangan mengikuti Keputusan Badan Pengurus LAZISMU Nomor:
02.BP/PDN/B.18/2017 Tentang Panduan Pengelolaan Keuangan LAZISMU.

BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 13
Ketentuan Lain

Hal-hal lain mengenai pelaksanaan program pilar ekonomi yang belum diatur dalam
Panduan ini diatur lebih lanjut dalam prosedur operasional.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 14
Penutup

(1) Pada saat Panduan ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur tentang
pelaksanaan program pilar ekonomi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Panduan ini;

(2) Panduan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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Lampiran

PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN UMKM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberdayaan UMKM adalah program bantuan pelatihan dan pemberian
modal usaha kepada individu atau kelompok usaha yang diberikan
oleh LAZISMU Pusat kerja sama dengan LAZISMU Provinsi se-Indonesia
yang sudah mendapatkan surat rekomendasi, bertujuan untuk mengurangi kemiskinan,
pengangguran, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dhu’afa.

Program ini dilaksanakan secara bertahap mulai dari proses assessment, peningkatan
kapasitas sumberdaya manusia melalui pelatihan, pendampingan dan pembekalan
manajemen, kemudian disusul dengan pemberian modal usaha yang sesuai dengan
kebutuhan, serta memberikan akses pasar dan teknologi untuk menjamin
keberlangsungan usaha.

B. Tujuan

Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis Pendamping ini adalah sebagai acuan bagi LAZISMU

Wilayah dan Tim Teknis (LAZISMU Kabupaten/Kota) untuk melaksanakan

penetapan, pembinaan, monitoring dan evaluasi.

C. Sasaran

1. Wilayah atau Daerah: Wilayah sasaran adalah masyarakat miskin yang berada di
daerah 3T, yaitu Terdepan, Terluar, dan Tertinggal. Kriteria Daerah Tertinggal sesuai
dengan Perpres No. 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun
2015 – 2019 dan berada di wilayah LAZISMU Provinsi yang sudah mendapatkan surat
rekomendasi.

2. Asnaf: Diperuntukkan untuk kelompok masyarakat yang termasuk dalam asnaf zakat,
yaitu Fakir, Miskin, Riqab, Gharim, Mu’allaf dan Sabilillah.
a. Fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan atau orang melarat;
b. Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan, usaha atau penghasilan tapi tidak

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar dirinya dan keluarga yang
menjadi tanggungannya;

c. Riqab adalah orang yang menjadi korban dari bencana sosial berupa konflik
sosial dan penerapan sistem sosial yang menindas sehingga kemanusiaannya
tidak diakui secara total atau tidak secara penuh;
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d. Gharim adalah orang yang memiliki hutang untuk keperluan yang baik dan benar,
namun tidak dapat melunasi pada tempo yang ditentukan sehingga mengalami
gangguan dalam kehidupan pribadi dan keluarganya;

e. Muallaf adalah orang yang baru saja masuk Islam atau pihak (perorangan dan
lembaga) yang potensial dalam mendukung pengembangan spiritualitas dan
orang yang mengalami gangguan dan ancaman dalam pengembangan
spiritualitas.

f. Sabilillah, yaitu jalan di wilayah publik untuk mewujudkan tujuan risalah Islam
yang diwahyukan untuk mewujudkan hidup baik (hayah thayyibah) dengan
indikator-indikator: sejahtera (lahum ajruhum ‘inda rabbihim), damai (la khaufun
‘alaihim) dan bahagia (wa la hum yahzanun).

BAB II
KETENTUAN PROGRAM P EM B E R D A Y A A N UMKM LAZISMU

A. Ketentuan Umum
Yang dimaksud dengan:
1. Program Pemberdayaan UMKM adalah program bantuan pelatihan

dan pemberian modal usaha kepada individu atau kelompok
usaha yang diberikan oleh LAZISMU Pusat kerja sama dengan
LAZISMU Provinsi se-Indonesia yang sudah mendapatkan surat rekomendasi,
bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan meningkatkan taraf
hidup masyarakat dhu’afa.

2. LAZISMU Provinsi dapat bekerja sama dengan LAZISMU Kabupaten/ Kota dan
pihak-pihak yang terkait untuk kebutuhan Program Pemberdayaan UMKM. Kerja
sama tersebut dibawah tanggung jawab dan pengawasan LAZISMU Provinsi.

3. LAZISMU Pusat bertindak sebagai pemilik program yang menyediakan pendanaan
dan kelengkapan formulir program Pemberdayaan UMKM LAZISMU. Formulir terdiri
dari:
a. Formulir pendaftaran
b. Formulir verifikasi
c. Formulir monitoring dan evaluasi
d. Formulir pelaporan.
Formulir tersebut terlampir dalam berkas Juklak & Juknis Program Pemberdayaan
UMKM LAZISMU.

4. LAZISMU Provinsi bertindak sebagai pelaksana program yang memiliki tugas antara
lain:
a. Menjaring dan memverifikasi proposal kelompok usaha.
b. Melakukan seleksi.
c. Menyalurkan dana kepada kelompok usaha.
d. Melakukan program pembinaan dan pendampingan kelompok usaha.
e. Melaporkan perkembangan usaha selama periode yang telah disepakati.
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5. LAZISMU Pusat berhak untuk mendapatkan daftar nama penerima manfaat
Program Pemberdayaan UMKM dan laporan perkembangan kelompok usaha dari
LAZISMU Provinsi tiap bulan.

6. LAZISMU Pusat akan menetapkan kelompok usaha yang telah lolos seleksi di
provinsi dan memenuhi semua persyaratan sebagai penerima bantuan modal
usaha.

B. PERSYARATAN

1. Persyaratan Umum:
a. Kelompok atau Komunitas Usaha minimal terdiri dari 5 orang wirausaha.
b. Warga Negara Indonesia. Dibuktikan dengan foto copy kartu keluarga dan kartu

tanda penduduk.
c. Keluarga kurang mampu. Dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu

(SKTM) dari RT/RW atau kelurahan atau rekomendasi PDM/PCM/PRM setempat.
d. Mempunyai usaha berciri khas daerah lebih diutamakan.
e. Berasal dari LAZISMU Provinsi yang telah ditentukan.
f. Bersedia menandatangani surat pernyataan komitmen untuk maju,

berkontribusi untuk daerah asal, dan mengikuti program dengan baik hingga
selesai.

g. Proposal Usaha

C. Nota Kesepahaman dan Perjanjian K erja Sama antara LAZISMU Provinsi dan
Kelompok Usaha Penerima
1. Sebelum melaksanakan Program Pemberdayaan UMKM, Pimpinan kelompok

usaha dan LAZISMU Provinsi wajib terlebih dahulu menandatangani Nota
Kesepahaman.

2. Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Ketua kelompok usaha dan Pimpinan
LAZISMU Provinsi yang selanjutnya disebut Para Pihak.

3. Dalam jangka waktu yang disepakati oleh Para Pihak, Nota Kesepahaman
harus ditindaklanjuti dengan membuat dan menyepakati Perjanjian Kerja
sama yang berisi ketentuan yang lebih rinci dan lebih teknis dari pelaksanaan
kerja sama Program Pemberdayaan UMKM.

4. Perjanjian Kerja sama sekurang-kurangnya memuat:
a. Identitas anggota kelompok usaha yang melaksanakan kerja sama.
b. Jangka waktu perjanjian kerjasama.
c. Deskripsi program kerjasama secara rinci yang sekurang- kurangnya

memuat tentang:
1) Sistem rekrutmen kelompok usaha termasuk ketentuan

persyaratan-persyaratan Program Pemberdayaan UMKM
2) Sistem koordinasi pelaksanaan program kerjasama.
3) Pembiayaan program

d. Hak dan Kewajiban para pihak yang bekerjasama.
e. Hak dan Kewajiban kelompok usaha Program.
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f. Penyelesaian perselisihan.
g. Berakhirnya Perjanjian Kerja sama.

5. Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dibuat dalam jumlah rangkap
2 (dua eksemplar) pada setiap MoU / MoA, 1 (satu) rangkap
diperuntukkan untuk mitra pelaksana dan 1 (satu) rangkap diperuntukkan
bagi LAZISMU Pusat.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM

A. PENETAPAN TAHAPAN PROGRAM
1. Penetapan Tahapan Program Kerjasama

a. LAZISMU Pusat menetapkan kuota nasional peserta Program
Pemberdayaan UMKM berdasarkan Renstra.

b. LAZISMU Provinsi membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Program
Pemberdayaan UMKM, menetapkan skema, kemitraan dan kuota
program pada masing-masing daerah.

c. Lembaga atau Komunitas mengajak masyarakat mengikuti Program
Pemberdayaan UMKM.

d. Lembaga atau Komunitas mengumumkan dan mengirimkan data
calon peserta Program Pemberdayaan UMKM kepada LAZISMU
Provinsi.

e. LAZISMU Provinsi melakukan seleksi baik administrasi, wawancara,
juga survey lapangan kepada pendaftar Program Pemberdayaan
UMKM dan mengumumkannya.

f. LAZISMU Provinsi memberikan data base calon penerima Program
Pemberdayaan UMKM yang lulus seleksi kepada LAZISMU
Pusat.

g. LAZISMU Pusat memberikan dan mencairkan anggaran bantuan
modal usaha sesuai dengan skema dan peruntukannya kepada
LAZISMU Provinsi.

h. LAZISMU Provinsi mencairkan bantuan tunai ataupun barang kepada
peserta Program Pemberdayaan UMKM ke rekening Lembaga atau
Komunitas.

i. LAZISMU Propinsi menyerahkan laporan pertanggungajawaban dan
penggunaan dana kepada LAZISMU Pusat.

j. LAZISMU Propinsi dan LAZISMU Pusat melakukan monitoring
terhadap pelaksanaan program setiap saat tanpa pemberitahuan
terlebih dahulu.

2. Tahapan Pelaksanaan Program Pemberdayaan UMKM:
a. Sosialisasi:

1) Sosialisasi Program Pemberdayaan UMKM kepada LAZISMU Provinsi
(Perjanjian kerja sama, Juklak & Juknis)
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2) LAZISMU PROVINSI bekerja sama dengan mitra terkait untuk pelaksanaan
Program Program Pemberdayaan UMKM (Contoh mitra: LAZISMU
Kab./Kota, Majelis Ekonomi atau BTM dan lain-lain).

3) Publikasi penerimaan Program Pemberdayaan UMKM dan penyebaran
formulir pendaftaran melalui media cetak daerah, Sosmed LAZISMU
Provinsi dan web site LAZISMU Provinsi kepada masyarakat.

b. Pendaftaran
1) Lembaga atau Komunitas mendaftar sebagai calon peserta Program

Pemberdayaan UMKM dengan cara mengirimkan formulir pendaftaran
dan dokumen yang dibutuhkan.

2) LAZISMU Provinsi melakukan verifikasi dan seleksi administrasi calon
peserta Program Pemberdayaan UMKM, serta mempublikasikan hasil
kelulusan seleksi peserta Program tersebut.

3) LAZISMU menerima data peserta Program Pemberdayaan UMKM yang
sudah lulus seleksi dari LAZISMU Provinsi.

c. Pelaksanaan
1) LAZISMU menyalurkan dana pembinaan dan bantuan modal usaha kepada

peserta yang telah lulus seleksi melalui LAZISMU Provinsi.
2) LAZISMU Provinsi menyalurkan dana dan pembinaan kepada peserta

Program Pemberdayaan UMKM.
3) Lembaga atau Komunitas mendapatkan pendanaan dan pembinaan dari

Program Pemberdayaan UMKM dari LAZISMU Provinsi.
4) Lembaga atau Komunitas memasang logo LAZISMU dalam setiap kemasan

produk.
d. Monev & Pelaporan

1) Peserta yang telah mengikuti pembinaan dan pendampingan, mengisi form
evaluasi yang disediakan dan menyerahkannya ke LAZISMU Provinsi.

2) LAZISMU Provinsi melaporkan perkembangan Program Pemberdayaan
UMKM secara berkala tiap bulan kepada LAZISMU.

3) LAZISMU menerima laporan bulanan dan melakukan monev program secara
berkala kepada tiap-tiap LAZISMU Provinsi.

4) Penyusunan Data Base Program Pemberdayaan UMKM

B. PERSYARATAN PESERTA PROGRAM
Peserta Program Pemberdayaan UMKM yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Lembaga atau Kelompok atau Komunitas Usaha minimal 5 orang anggota
2. Angota Kelompok Berasal dari keluarga tidak mampu dengan bukti surat

keterangan tidak mampu dari pihak terkait, atau korban bencana.
3. Memiliki rintisan usaha
4. Belum pernah menerima bantuan sejenis
5. Bersedia mengikuti program pembinaan oleh LAZISMU Provinsi
6. Ketentuan lain yang dibuat oleh LAZISMU Provinsi.
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Mekanisme Perekrutan/Seleksi Peserta Program
1. Calon peserta mendaftarkan diri di LAZISMU Provinsi dengan melengkapi

seluruh persyaratan yang berlaku;
2. LAZISMU Provinsi melakukan seleksi secara transparan dan akuntabel;
3. Seleksi dilakukan melalui 3 tahapan

a. Tes Administrasi
b. Tes Wawancara (pemaparan proposal usaha)
c. Verifikasi lapangan terhadap calon penermia

4. Hasil seleksi ditetapkan oleh pimpinan LAZISMU Provinsi dan Pusat
5. LAZISMU Provinsi menyerahkan Data Base penerima kepada LAZISMU

Pusat.
6. LAZISMU Pusat membuat Data Base Penerima bantuan Program

Pemberdayaan UMKM secara Nasional

BAB IV
PROGRAM PEMBINAAN PESERTA

1. Pembinaan Peserta Program
a. Pembinaan dilaksanakan selama satu tahun oleh LAZISMU Provinsi.
b. Jumlah pertemuan pembinaan dalam satu bulan minimal sebanyak empat kali.
c. Materi pembinaan meliputi:

1) Zakat & LAZISMU Overview;
2) Temu Tokoh Wirausaha yang Menginspirasi;
3) Jurnalistik;
4) Kepemimpinan Dalam Islam;
5) Kewirausahaan.

d. Waktu dan Tempat pelaksanaan pembinaan diatur oleh masing-masing LAZISMU
Provinsi

2. Pelaksanaan Pembinaan
Pembinaan dilaksanakan secara bertahap selama program berlangsung. Ada 4 tahap
pembinaan yang dilakukan oleh LAZISMU Propinsi:
a. Tahap Internalisasi & Ideologis dilakukan pada 6 bulan pertama;
b. Tahap Pembinaan dan Pengembangan dilakukan pada 6 bulan kedua;
c. Tahap Caracter Building dan Kompetensi dilakukan pada 6 bulan ketiga;
d. Tahap Kontribusi dan Kemandirian dilakukan pada enam bulan keempat.

3. Model dan Kriteria Pembinaan
Model dan kriteria pembinaan dalam Progam ini akan terbagi dalam 4 model
pembinaan.
a. Pembinaaan Harian untuk meningkatkan ketaqwaan dan spiritualitas penerima;
b. Pembinaan Bulanan, untuk meningkatkan kemampuan personel, pengetahuan dan

keahlian;
c. Pembinaan lanjutan II, dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan,

keahlian dan kompetensi;
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d. Pembinaan tingkat Akhir, dilakukan untuk meningkatkan kemampuan sosial,
kemasyarakat dan berkontribusi terhadap masyarakat dan program.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

1. MONITORING
a. LAZISMU Provinsi melakukan monitoring atas pelaksanaan program

Pemberdayaan UMKM di Lembaga/Komunitas/Kelompok masing-masing;
b. Lembaga/Komunitas/Kelompok peserta program menyampaikan laporan

perkembangan usaha Peserta Program setiap bulan;
c. Pada setiap akhir bulan, setiap Lembaga/Komunitas/Kelompok penerima

membuat dan menyampaikan laporan akhir kegiatan yang memuat
keseluruhan pelaksanaan kegiatan; Isi laporan kegiatan Pemberdayaan
UMKM paling sedikit terdiri atas:
1) Pendahuluan;
2) Daftar usaha dan nama peserta;
3) Laporan kegiatan Pemberdayaan UMKM dan hal-hal penting yang terjadi

selama kegiatan;
4) Salinan Laporan Keuangan;
5) Daftar kegiatan pembinaan dan pelatihan peserta program;
6) Masukan dan usul saran perbaikan pelaksanaan 1000 UMKM;
7) Foto-foto kegiatan;
8) Testimoni peserta dalam bentuk cetak dan audio visual;
9) Lampiran-lampiran (jika ada).

C. EVALUASI PROGRAM
1. LAZISMU Provinsi perlu melakukan evaluasi bersama berdasarkan hasil

monitoring dan laporan kegiatan setelah berakhirnya jangka waktu
pelaksanaan program Pemberdayaan UMKM.

2. Hasil dari seluruh laporan penerima program Pemberdayaan UMKM akan
dirangkum dan dianalisis oleh LAZISMU Pusat sebagai bahan evaluasi dan
pengembangan kegiatan Pemberdayaan UMKM pada tahun berikutnya.

3. Evaluasi program Pemberdayaan UMKM menghasilkan keputusan bersama
tentang keberlanjutan program dan/atau rekomendasi perbaikan-
perbaikan program Pemberdayaan UMKM untuk masa yang akan datang.

4. LAZISMU P U S A T melakukan monitoring dan evaluasi bersama LAZISMU
Provinsi secara berkala di beberapa wilayah terkait pelaksanaan Program
Pemberdayaan UMKM melalui koordinasi masing-masing guna
memastikan mutu penyelenggaraan program Pemberdayaan UMKM
secara keseluruhan.
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PANDUAN PROGRAM PILAR DAKWAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Ketentuan Umum

(1) Pengertian-pengertian yang sudah ada di dalam pedoman LAZISMU juga berlaku dalam
panduan ini.

(2) Pilar Dakwah merupakan salah satu dari 5 (lima) pilar utama pendistribusian dan
pendayagunaan dana ZISKA LAZISMU.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Pengelolaan program pilar dakwah dalam panduan ini meliputi perencanaan,
pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan.

BAB II
PRINSIP

Pasal 3
Prinsip

Pengelolaan program pilar dakwah berpegang pada prinsip:
1. Delapan (8) Asnaf;
2. Tiga Belas (13) Rekomendasi Muktamar Muhammadiyah; dan
3. Tujuh Belas (17) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 4
Perencanaan Program

(1) LAZISMU memiliki tugas dan fungsi perencanaan program pilar dakwah
(2) Sesuai dengan Keputusan Badan Pengurus LAZISMU Nomor: 01.BP/PDN/B.18/2017

Tentang Panduan Tatacara Pendirian Dan Penyelenggaraan LAZISMU Wilayah, LAZISMU
Daerah, Dan Kantor Layanan LAZISMU Pasal 2 ayat (2) poin d, Ikhtisar perencanaan
program pendayagunaan dana ZISKA bagi kesejahteraan umat paling sedikit di 3 (tiga)
kabupaten/kota yang mencakup:
a. nama program;
b. lokasi program;
c. jumlah penerima manfaat;
d. jumlah zakat yang disalurkan;
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e. keluaran (output);
f. hasil (outcome);
g. manfaat (benefit);dan
h. dampak (impact) program bagi penerima manfaat.

(3) Sesuai Keputusan Badan Pengurus LAZISMU Nomor: 01.BP/PDN/B.18/2017 Tentang
Panduan Tatacara Pendirian Dan Penyelenggaraan LAZISMU Wilayah, LAZISMU Daerah,
Dan Kantor Layanan LAZISMU Pasal 3 ayat (2) poin d, Ikhtisar perencanaan program
pendayagunaan dana ZISKA bagi kesejahteraan umat paling sedikit di 3 (tiga)
Kecamatan yang mencakup:
a. nama program;
b. lokasi program;
c. jumlah penerima manfaat;
d. jumlah zakat yang disalurkan;
e. keluaran (output);
f. hasil (outcome);
g. manfaat (benefit);dan
h. dampak (impact) program bagi penerima manfaat.

(4) Badan Pengurus LAZISMU Wilayah membantu melakukan perencanaan, pelaksanaan,
dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana
ZISKA di tingkat wilayah, sesuai dengan Keputusan Badan Pengurus LAZISMU Nomor:
01.BP/PDN/B.18/2017 Tentang Panduan Tatacara Pendirian Dan Penyelenggaraan
LAZISMUWilayah, LAZISMU Daerah, Dan Kantor Layanan LAZISMU Pasal 5 ayat (3);

(5) Badan Pengurus LAZISMU Daerah membantu LAZISMU Wilayah dalam melakukan
perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian,
dan pendayagunaan dana ZISKA di tingkat daerah sesuai dengan Keputusan Badan
Pengurus LAZISMU Nomor: 01.BP/PDN/B.18/2017 Tentang Panduan Tatacara Pendirian
Dan Penyelenggaraan LAZISMU Wilayah, LAZISMU Daerah, Dan Kantor Layanan
LAZISMU Pasal 6 ayat (3).

Pasal 5
Perencanaan Anggaran Program

(1) Perencanaan Anggaran program pilar dakwah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan
Anggaran Tahunan (RKAT) LAZISMU yang berlaku untuk periode 1 (satu) tahun mulai
tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember;

(2) Perencanaan anggaran program dilaksanakan oleh eksekutif LAZISMU Wilayah dan
LAZISMU Daerah yang disetujui oleh Badan Pengurus, Badan Pengawas dan Dewan
Syariah ditingkatan masing-masing sesuai Keputusan Badan Pengurus LAZISMU Nomor:
01.BP/PDN/B.18/2017 Tentang Panduan Tatacara Pendirian Dan Penyelenggaraan
LAZISMU Wilayah, LAZISMU Daerah, Dan Kantor Layanan LAZISMU Pasal 5 ayat (9) dan
pasal 6 ayat (9).
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BAB IV

PROGRAM PILAR DAKWAH

Pasal 6
Sasaran Asnaf

(1) Sasaran asnaf (penerima manfaat) program pilar dakwah antara lain;
a. Asnaf Fakir;
b. Asnaf Riqab;
c. Asnaf Ibnu Sabil;
d. Asnaf Mu’allaf; dan
e. Asnaf Sabilillah.

Pasal 7
Jenis Program

(1) Program-program terkait pilar dakwah yang termasuk kategori pendistribusian antara
lain;
a. Da’i mandiri;
b. Da’i Perkotaan; dan
c. Back to Masjid;

(2) Program-program terkait pilar dakwah yang termasuk kategori pendayagunaan antara
lain;
a. Pemberdayaan Muallaf.

(3) LAZISMUWilayah dan Daerah dapat membuat program-program terkait pilar dakwah
sesuai isu lokal.

Pasal 8
Sinergi Program

(1) Pelaksanaan program pilar dakwah harus memiliki interkoneksitas dengan 4 (empat)
pilar lainnya;

(2) Pelaksanaan program pilar dakwah melibatkan Majelis, Lembaga dan Ortom
Persyarikatan Muhammadiyah;

(3) Dalam hal Majelis, Lembaga dan Ortom Persyarikatan Muhammadiyah tidak memiliki
potensi dan pengalaman dalam menjalankan program, LAZISMU dapat bekerjasama
dengan mitra non Persyarikatan;

(4) Kerjasama dengan mitra non persyarikatan diatur dalam Keputusan Badan Pengurus
LAZISMU No. 03.BP/PDN/B.18/2017 tentang Panduan Hubungan dan Kerjasama.

BAB V
PENDANAAN PROGRAM

Pasal 9
Sumber Pendanaan
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(1) Sumber utama pendanaan program pilar dakwah berasal dari ZISKA yang diterima
LAZISMU;

(2) Dalam mendapatkan sumber-sumber pendanaan, LAZISMU bersama Majelis, Lembaga,
Ortom, dan Mitra non Persyarikatan melakukan penggalangan dana.

Pasal 10
Mekanisme Pencairan

(1) Mekanisme pencairan dana program pilar dakwah menggunakan skema 3 tahap
meliputi:
a. Tahap I sebesar 30%
b. Tahap II sebesar 40%
c. Tahap III sebesar 30%

(2) Tahapan pencairan dana program dilakukan setelah laporan penggunaan dana tahap
sebelumnya diterima.

(3) Khusus untuk program pilar dakwah tertentu yang tidak bisa mengikuti skema sesuai
ayat (1) dapat diatur lebih lanjut sesuai kebutuhan.

(4) Khusus untuk program pilar dakwah sosial dan kemanusiaan yang masuk kategori
pendayagunaan, pencairan dana harus melalui BTM, BMT atau lembaga keuangan
mikro syariah yang akan diatur lebih lanjut.

(5) Penjelasan lebih lanjut mengenai pencairan dana program mengikuti Keputusan Badan
Pengurus LAZISMU Nomor: 02.BP/PDN/B.18/2017 Tentang Panduan Pengelolaan
Keuangan LAZISMU

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11
Monitoring dan Evaluasi

(1) Monitoring dan evaluasi (Monev) merupakan elemen penting dalam sistem pelaporan
pelaksanaan program untuk menunjukan kinerja dan pembelajaran untuk pengambilan
keputusan;

(2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi diatur dalam panduan tersendiri.

Pasal 12
Pencatatan dan Pelaporan

(1) Pelaksanaan program pilar dakwah harus dilaporkan dalam sebuah laporan tertulis;
(2) Pelaporan mencakup hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, baik

kemajuan, capaian dan penggunaan dana;
(3) Laporan disampaikan secara berkala dan dilaksanakan secara berjenjang sesuai struktur

organisasi LAZISMU;
(4) Format pencatatan dan pelaporan program pendistribusian dan pendayagunaan akan

diatur tersendiri dalam panduan monitoring dan evaluasi per program;
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(5) Khusus untuk laporan keuangan mengikuti Keputusan Badan Pengurus LAZISMU Nomor:
02.BP/PDN/B.18/2017 Tentang Panduan Pengelolaan Keuangan LAZISMU.

BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 13
Ketentuan Lain

Hal-hal lain mengenai pelaksanaan program pilar dakwah yang belum diatur dalam Panduan
ini diatur lebih lanjut dalam prosedur operasional.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 14
Penutup

(1) Pada saat Panduan ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur tentang
pelaksanaan program pilar dakwah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Panduan ini;

(2) Panduan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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PANDUAN PROGRAM PILAR SOSIAL KEMANUSIAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Ketentuan Umum

(1) Pengertian-pengertian yang sudah ada di dalam pedoman LAZISMU juga berlaku dalam
panduan ini.

(2) Pilar Sosial Kemanusiaan merupakan salah satu dari 5 (lima) pilar utama
pendistribusian dan pendayagunaan dana ZISKA LAZISMU.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Pengelolaan program pilar sosial kemanusiaan dalam panduan ini meliputi perencanaan,
pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan.

BAB II
PRINSIP

Pasal 3
Prinsip

Pengelolaan program pilar sosial kemanusiaan berpegang pada prinsip:
1. Delapan (8) Asnaf;
2. Tiga Belas (13) Rekomendasi Muktamar Muhammadiyah; dan
3. Tujuh Belas (17) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 4
Perencanaan Program

(1) LAZISMU memiliki tugas dan fungsi perencanaan program pilar sosial kemanusiaan;
(2) Sesuai dengan Keputusan Badan Pengurus LAZISMU Nomor: 01.BP/PDN/B.18/2017

Tentang Panduan Tatacara Pendirian Dan Penyelenggaraan LAZISMU Wilayah, LAZISMU
Daerah, Dan Kantor Layanan LAZISMU Pasal 2 ayat (2) poin d, Ikhtisar perencanaan
program pendayagunaan dana ZISKA bagi kesejahteraan umat paling sedikit di 3 (tiga)
kabupaten/kota yang mencakup:
a. nama program;
b. lokasi program;
c. jumlah penerima manfaat;
d. jumlah zakat yang disalurkan;
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e. keluaran (output);
f. hasil (outcome);
g. manfaat (benefit);dan
h. dampak (impact) program bagi penerima manfaat.

(3) Sesuai Keputusan Badan Pengurus LAZISMU Nomor: 01.BP/PDN/B.18/2017 Tentang
Panduan Tatacara Pendirian Dan Penyelenggaraan LAZISMU Wilayah, LAZISMU Daerah,
Dan Kantor Layanan LAZISMU Pasal 3 ayat (2) poin d, Ikhtisar perencanaan program
pendayagunaan dana ZISKA bagi kesejahteraan umat paling sedikit di 3 (tiga)
Kecamatan yang mencakup:
a. nama program;
b. lokasi program;
c. jumlah penerima manfaat;
d. jumlah zakat yang disalurkan;
e. keluaran (output);
f. hasil (outcome);
g. manfaat (benefit);dan
h. dampak (impact) program bagi penerima manfaat.

(4) Badan Pengurus LAZISMU Wilayah membantu melakukan perencanaan, pelaksanaan,
dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana
ZISKA di tingkat wilayah, sesuai dengan Keputusan Badan Pengurus LAZISMU Nomor:
01.BP/PDN/B.18/2017 Tentang Panduan Tatacara Pendirian Dan Penyelenggaraan
LAZISMUWilayah, LAZISMU Daerah, Dan Kantor Layanan LAZISMU Pasal 5 ayat (3);

(5) Badan Pengurus LAZISMU Daerah membantu LAZISMU Wilayah dalam melakukan
perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian,
dan pendayagunaan dana ZISKA di tingkat daerah sesuai dengan Keputusan Badan
Pengurus LAZISMU Nomor: 01.BP/PDN/B.18/2017 Tentang Panduan Tatacara Pendirian
Dan Penyelenggaraan LAZISMU Wilayah, LAZISMU Daerah, Dan Kantor Layanan
LAZISMU Pasal 6 ayat (3).

Pasal 5
Perencanaan Anggaran Program

(1) Perencanaan Anggaran program pilar sosial kemanusiaan ditetapkan dalam Rencana
Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) LAZISMU yang berlaku untuk periode 1 (satu)
tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember;

(2) Perencanaan anggaran program dilaksanakan oleh eksekutif LAZISMU Wilayah dan
LAZISMU Daerah yang disetujui oleh Badan Pengurus, Badan Pengawas dan Dewan
Syariah ditingkatan masing-masing sesuai Keputusan Badan Pengurus LAZISMU Nomor:
01.BP/PDN/B.18/2017 Tentang Panduan Tatacara Pendirian Dan Penyelenggaraan
LAZISMU Wilayah, LAZISMU Daerah, Dan Kantor Layanan LAZISMU Pasal 5 ayat (9) dan
pasal 6 ayat (9).
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BAB IV

PROGRAM PILAR SOSIAL KEMANUSIAAN

Pasal 6
Sasaran Asnaf

(1) Sasaran asnaf (penerima manfaat) program pilar sosial kemanusiaan antara lain;
a. Asnaf Fakir;
b. Asnaf Miskin;
c. Asnaf Riqab;
d. Asnaf Mu’allaf; dan
e. Asnaf Sabilillah.

Pasal 7
Jenis Program

(1) Program-program terkait pilar sosial kemanusiaan yang termasuk kategori
pendistribusian antara lain;
a. Indonesia Siaga (Tanggap Darurat/Kesiapsiagaan);
b. Indonesia Terang;
c. Muhammadiyah Aid;
d. Sanitasi untuk Masyarakat (SAUM); dan
e. Bedah Rumah.

(2) Program-program terkait pilar sosial kemanusiaan yang termasuk kategori
pendayagunaan antara lain;
a. Indonesia Siaga (Rehabilitasi dan Rekonstruksi); dan
b. Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Rentan (Difabel, Imigran dan Senior Citizen).

1. Muhammadiyah Senior Care (MSC);
2. Pemberdayaan Difabel; dan
3. Pemberdayaan Imigran.

(3) LAZISMUWilayah dan Daerah dapat membuat program-program terkait pilar sosial
kemanusiaan, sesuai isu lokal.

Pasal 8
Sinergi Program

(1) Pelaksanaan program pilar sosial kemanusiaan harus memiliki interkoneksitas dengan 4
(empat) pilar lainnya;

(2) Pelaksanaan program pilar sosial kemanusiaan melibatkan Majelis, Lembaga dan Ortom
Persyarikatan Muhammadiyah;

(3) Dalam hal Majelis, Lembaga dan Ortom Persyarikatan Muhammadiyah tidak memiliki
potensi dan pengalaman dalam menjalankan program, LAZISMU dapat bekerjasama
dengan mitra non Persyarikatan;

(4) Kerjasama dengan mitra non persyarikatan diatur dalam Keputusan Badan Pengurus
LAZISMU No. 03.BP/PDN/B.18/2017 tentang Panduan Hubungan dan Kerjasama.
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BAB V
PENDANAAN PROGRAM

Pasal 9
Sumber Pendanaan

(1) Sumber utama pendanaan program pilar sosial kemanusiaan berasal dari ZISKA yang
diterima LAZISMU;

(2) Dalam mendapatkan sumber-sumber pendanaan, LAZISMU bersama Majelis, Lembaga,
Ortom, dan Mitra non Persyarikatan melakukan penggalangan dana.

Pasal 10
Mekanisme Pencairan

(1) Mekanisme pencairan dana program pilar sosial kemanusiaan menggunakan skema 3
tahap meliputi:
a. Tahap I sebesar 30%
b. Tahap II sebesar 40%
c. Tahap III sebesar 30%

(2) Tahapan pencairan dana program dilakukan setelah laporan penggunaan dana tahap
sebelumnya diterima.

(3) Khusus untuk program pilar sosial kemanusiaan tertentu yang tidak bisa mengikuti
skema sesuai ayat (1) dapat diatur lebih lanjut sesuai kebutuhan.

(4) Khusus untuk program pilar sosial kemanusiaan yang masuk kategori pendayagunaan,
pencairan dana harus melalui BTM, BMT atau lembaga keuangan mikro syariah yang
akan diatur lebih lanjut.

(5) Penjelasan lebih lanjut mengenai pencairan dana program mengikuti Keputusan Badan
Pengurus LAZISMU Nomor: 02.BP/PDN/B.18/2017 Tentang Panduan Pengelolaan
Keuangan LAZISMU

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11
Monitoring dan Evaluasi

(1) Monitoring dan evaluasi (Monev) merupakan elemen penting dalam sistem pelaporan
pelaksanaan program untuk menunjukan kinerja dan pembelajaran untuk pengambilan
keputusan;

(2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi diatur dalam panduan tersendiri.

Pasal 12
Pencatatan dan Pelaporan

(1) Pelaksanaan program pilar sosial kemanusiaan harus dilaporkan dalam sebuah laporan
tertulis;
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(2) Pelaporan mencakup hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, baik
kemajuan, capaian dan penggunaan dana;

(3) Laporan disampaikan secara berkala dan dilaksanakan secara berjenjang sesuai struktur
organisasi LAZISMU;

(4) Format pencatatan dan pelaporan program pendistribusian dan pendayagunaan akan
diatur tersendiri dalam panduan monitoring dan evaluasi per program;

(5) Khusus untuk laporan keuangan mengikuti Keputusan Badan Pengurus LAZISMU Nomor:
02.BP/PDN/B.18/2017 Tentang Panduan Pengelolaan Keuangan LAZISMU.

BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 13
Ketentuan Lain

Hal-hal lain mengenai pelaksanaan program pilar sosial kemanusiaan yang belum diatur
dalam Panduan ini diatur lebih lanjut dalam prosedur operasional.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 14
Penutup

(1) Pada saat Panduan ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur tentang
pelaksanaan program pilar sosial kemanusiaan dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Panduan ini;

Panduan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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Lampiran
PANDUAN PROGRAM INDONESIA SIAGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Ketentuan Umum

1) Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam
dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya
korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak
psikologis.

2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi
penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan
pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

3) Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi
atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana
maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

4) Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi
bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan
berdayaguna.

5) Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin
kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh
lembaga yang berwenang.

6) Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui
pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi
ancaman bencana

7) Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu
wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa
terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan
gangguan kegiatan masyarakat.

8) Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera
pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang
meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan
kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan
prasarana dan sarana.

9) Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau
masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran
utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan
kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

10) Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan
pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat
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dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan
budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam
segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud

Panduan ini dimaksudkan sebagai acuan kepada pengelola LAZISMU dalam menyusun
pelaksanaan program Indonesia Siaga.

Pasal 3
Tujuan

Memberikan pedoman atau panduan dalam menyusun Rencana Program Indonesia Siaga
yang menyeluruh, terarah dan terpadu.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4
Ruang Lingkup

Penyusunan Rencana Program Indonesia Siaga ini meliputi :
1. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
2. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
3. Analisis kemungkinan dampak bencana;
4. Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
5. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
6. Alokasi Tugas, Kewenangan, dan Sumber Daya yang tersedia

BAB IV
PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 5
Perencanaan Penanggulangan Bencana

Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana
dan upaya penanggulangannya yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan
bencana dan rincian anggarannya.

BAB V
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
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Pasal 6
Pencegahan dan Mitigasi

Tindakan mitigasi dilihat dari sifatnya dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu
mitigasi pasif dan mitigasi aktif.
1. Tindakan pencegahan yang tergolong dalam mitigasi pasif antara lain:

a. Pembuatan peta rawan bencana dan pemetaan masalah;
b. Pembuatan pedoman/standar/prosedur;
c. Pembuatan brosur/leaflet/poster;
d. Penelitian / pengkajian karakteristik bencana
e. Pengkajian / analisis risiko bencana
f. Internalisasi Penanggulangan Bencana dalam muatan lokal pendidikan
g. Pembentukan organisasi atau satuan gugus tugas bencana
h. Penguatan unit-unit sosial dalam masyarakat

2. Tindakan pencegahan yang tergolong dalam mitigasi aktif antara lain:

1. Pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki
daerah rawan bencana dsb.

2. Pelatihan dasar kebencanaan bagi relawan.
3. Penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat
4. Perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur evakuasi jika terjadi

bencana.

Pasal 7
Kesiapsiagaan

Upaya kesiapsiagaan dilakukan pada saat bencana mulai teridentifikasi akan terjadi,
kegiatan yang dilakukan antara lain:
1. Pengaktifan pos-pos siaga bencana dengan segenap unsur pendukungnya.
2. Pelatihan siaga/simulasi/gladi/teknis bagi setiap sektor Penanggulangan bencana

(SAR, sosial, kesehatan, prasarana dan pekerjaan umum).
3. Inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan
4. Penyiapan dukungan dan mobilisasi sumberdaya/logistik.
5. Penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu guna

mendukung tugas kebencanaan.
6. Penyusunan rencana kontinjensi (contingency plan)
7. Mobilisasi sumber daya (personil dan prasarana/sarana peralatan)

Pasal 8
Tanggap Darurat

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:
1. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber

daya;
2. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak bencana;
3. pemenuhan kebutuhan dasar;
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4. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
5. Pembentukan Pos Koordinasi (Poskor) dan atau Pos Pelayanan (Posyan).

Pasal 9
Rehabilitasi

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi:
1. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
2. Pemulihan sosial psikologis;
3. Pelayanan kesehatan;

Pasal 10
Rekonstruksi

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi:
1. Pemulihan asset Muhammadiyah yang rusak;
2. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan

tahan bencana;
3. Partisipasi dan peran M/L/O, AUM dan Warga Muhammadiyah serta dunia usaha

BAB VI
PERAN DAN FUNGSI

Pasal 11
Peran Majelis dan Lembaga Terkait

Pelaksanaan penanggulangan bencana memerlukan koordinasi dengan Majelis/Lembaga
terkait. Secara garis besar dapat diuraikan peran lintas Majelis/Lembaga sebagai berikut :
1. Muhammadiyah, mengendalikan kegiatan pembinaan di tingkat wilayah sampai dengan

Cabang dan Ranting.
2. MDMC, bertindak selaku koordinator dalam penanganan kebencanaan yang bertugas

merencanakan dan mengendalikan upaya yang bersifat preventif, advokasi, dan deteksi
dini dalam pencegahan bencana, pemindahan korban bencana ke lokasi yang aman,
merencanakan kebutuhan pangan, sandang, dan kebutuhan dasar lainnya untuk para
pengungsi.

3. LAZISMU, penyiapan alokasi anggaran kegiatan penyelenggaraan penanggulangan
bencana pada masa pra bencana, melakukan penggalangan donasi publik dan
mendistribusikan hasil penggalangan tersebut melalui pelaksana lapangan/koordinator.

4. MPKU dan AUMKes, merencanakan pelayanan kesehatan dan medis
5. Majelis DIKTI dan PTM, melakukan kajian dan penelitian sebagai bahan untuk

merencanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pra bencana,
tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

6. KOKAM dan Mapala membantu dalam kegiatan SAR, dan pengamanan saat darurat
termasuk mengamankan lokasi Poskor atau Posyan

7. LDK dan majelis tabligh, pemulihan spiritual penyintas bencana
8. MPS dan ortom, psikososial
9. MPM dan MEK, pemulihan kondisi ekonomi pasca bencana
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Pasal 12
Fungsi Majelis dan Lembaga Terkait

Secara garis besar dapat diuraikan fungsi lintas Majelis/Lembaga sebagai berikut :
1. Muhammadiyah, Pengkoordinasian dan pembagi peran seluruh M/L/O dalam

penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
2. MDMC, penyusunan kerangka kerja respon bencana & kemanusiaan Muhammadiyah

(Muhammadiyah Response Framework).
3. LAZISMU, penyusunan kerangka kerja pendanaan respon bencana (Muhammadiyah

Emergency Response Fund).
4. MPKU dan AUMKes, penyusunan kerangka kerja pelayanan kesehatan dan medis

darurat bencana.
5. Majelis DIKTI dan PTM, penyusunan, pengkajian dan penelitian upaya penanggulangan

bencana pada masa pra bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
6. KOKAM dan Mapala, penerjunan Tim SAR dan pengamanan lokasi Poskor atau Posyan
7. LDK dan majelis tabligh, pemulihan spiritual penyintas bencana
8. MPS dan ortom, penyusunan kerangka kerja pelayanan psikososial untuk tahap

rekonstruksi dan rehabilitasi.
9. MPM dan MEK, pemulihan kondisi ekonomi pasca bencana

Pasal 13
Peran dan Potensi Masyarakat

Peran dan potensi masyarakat dalam penanggulangan bencana secara garis besar dapat
diuraikan sebagai berikut :
1. Masyarakat/Warga Muhammadiyah sebagai pelaku awal penanggulangan bencana

sekaligus korban bencana harus mampu dalam batasan tertentu menangani bencana
sehingga diharapkan bencana tidak berkembang ke skala yang lebih besar.

2. Peran swasta dibutuhkan pada saat kejadian bencana terkait pemberian bantuan
darurat.

3. Kontribusi pemikiran dari para ahli di Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Lembaga
Penelitian diperlukan untuk Penanggulangan bencana yang efektif dan efisien dengan
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat.

4. Peran media sangat penting dalam hal membangun ketahanan masyarakat menghadapi
bencana melalui kecepatan dan ketepatan dalam memberikan informasi kebencanaan
berupa peringatan dini, kejadian bencana serta upaya penanggulangannya, serta
pendidikan kebencanaan kepada masyarakat.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 14
Pendanaan
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(1) Sebagian besar pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan Penanggulangan bencana
terintegrasikan dalam kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan
belanja tahunan LAZISMU.

(2) Kegiatan sektoral dibiayai dari anggaran masing-masing sektor yang bersangkutan.
(3) Kegiatan-kegiatan khusus seperti pelatihan, kesiapan, penyediaan peralatan khusus

dibiayai dari pos-pos khusus dari anggaran kesiapsiagaan/pemberdayaan.
(4) LAZISMU dapat menganggarkan dana kontinjensi untuk mengantisipasi diperlukannya

dana tambahan untuk menanggulangi kedaruratan. Besarnya dan tatacara akses serta
penggunaannya diatur bersama dengan Majelis/Lembaga terkait, Bantuan dari
masyarakat dan sektor swasta, termasuk lembaga Internasional, yang dikelola secara
transparan dan akuntable.

(5) LAZISMU wajib mengalokasikan 10 -15 persen setiap penggalangan dana untuk
Indonesia Siaga

BAB VIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 15
Ketentuan Lain

Hal-hal lain yang belum diatur dalam panduan ini diatur lebih lanjut melalui standar
operasional prosedur.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 16
Penutup

(1) Pada saat panduan ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur tentang program
Indonesia siaga dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam panduan ini.

(2) Panduan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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PANDUAN PROGRAM RUTIN LAZISMU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Ketentuan Umum

(1) Pengertian-pengertian yang sudah ada di dalam pedoman LAZISMU juga berlaku dalam
panduan ini.

(2) Program Rutin LAZISMU merupakan program yang dilaksananakan secara berulang
setiap tahun oleh LAZISMU dan merupakan bagian dari pendistribusian dan
pendayagunaan dana ZISKA LAZISMU.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Pengelolaan program pilar sosial kemanusiaan dalam panduan ini meliputi perencanaan,
pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan.

BAB II
PRINSIP

Pasal 3
Prinsip

Pengelolaan program rutin berpegang pada prinsip:
1. Delapan (8) Asnaf;
2. Tiga Belas (13) Rekomendasi Muktamar Muhammadiyah; dan
3. Tujuh Belas (17) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 4
Perencanaan Program

(1) LAZISMU memiliki tugas dan fungsi perencanaan program rutin;
(2) Sesuai dengan Keputusan Badan Pengurus LAZISMU Nomor: 01.BP/PDN/B.18/2017

Tentang Panduan Tatacara Pendirian Dan Penyelenggaraan LAZISMU Wilayah, LAZISMU
Daerah, Dan Kantor Layanan LAZISMU Pasal 2 ayat (2) poin d, Ikhtisar perencanaan
program pendayagunaan dana ZISKA bagi kesejahteraan umat paling sedikit di 3 (tiga)
kabupaten/kota yang mencakup:
a. nama program;
b. lokasi program;
c. jumlah penerima manfaat;
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d. jumlah zakat yang disalurkan;
e. keluaran (output);
f. hasil (outcome);
g. manfaat (benefit);dan
h. dampak (impact) program bagi penerima manfaat.

(3) Sesuai Keputusan Badan Pengurus LAZISMU Nomor: 01.BP/PDN/B.18/2017 Tentang
Panduan Tatacara Pendirian Dan Penyelenggaraan LAZISMU Wilayah, LAZISMU Daerah,
Dan Kantor Layanan LAZISMU Pasal 3 ayat (2) poin d, Ikhtisar perencanaan program
pendayagunaan dana ZISKA bagi kesejahteraan umat paling sedikit di 3 (tiga)
Kecamatan yang mencakup:
a. nama program;
b. lokasi program;
c. jumlah penerima manfaat;
d. jumlah zakat yang disalurkan;
e. keluaran (output);
f. hasil (outcome);
g. manfaat (benefit);dan
h. dampak (impact) program bagi penerima manfaat.

(4) Badan Pengurus LAZISMU Wilayah membantu melakukan perencanaan, pelaksanaan,
dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana
ZISKA di tingkat wilayah, sesuai dengan Keputusan Badan Pengurus LAZISMU Nomor:
01.BP/PDN/B.18/2017 Tentang Panduan Tatacara Pendirian Dan Penyelenggaraan
LAZISMUWilayah, LAZISMU Daerah, Dan Kantor Layanan LAZISMU Pasal 5 ayat (3);

(5) Badan Pengurus LAZISMU Daerah membantu LAZISMU Wilayah dalam melakukan
perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian,
dan pendayagunaan dana ZISKA di tingkat daerah sesuai dengan Keputusan Badan
Pengurus LAZISMU Nomor: 01.BP/PDN/B.18/2017 Tentang Panduan Tatacara Pendirian
Dan Penyelenggaraan LAZISMU Wilayah, LAZISMU Daerah, Dan Kantor Layanan
LAZISMU Pasal 6 ayat (3).

Pasal 5
Perencanaan Anggaran Program

(1) Perencanaan Anggaran program rutin ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Tahunan (RKAT) LAZISMU yang berlaku untuk periode 1 (satu) tahun mulai tanggal 1
Januari sampai dengan 31 Desember;

(2) Perencanaan anggaran program dilaksanakan oleh eksekutif LAZISMU Wilayah dan
LAZISMU Daerah yang disetujui oleh Badan Pengurus, Badan Pengawas dan Dewan
Syariah ditingkatan masing-masing sesuai Keputusan Badan Pengurus LAZISMU Nomor:
01.BP/PDN/B.18/2017 Tentang Panduan Tatacara Pendirian Dan Penyelenggaraan
LAZISMU Wilayah, LAZISMU Daerah, Dan Kantor Layanan LAZISMU Pasal 5 ayat (9) dan
pasal 6 ayat (9).
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BAB IV

PROGRAM RUTIN LAZISMU

Pasal 6
Sasaran Asnaf

(1) Sasaran asnaf (penerima manfaat) program rutin antara lain;
a. Asnaf Fakir;
b. Asnaf Miskin;
c. Asnaf Muallaf;
d. Asnaf Gharim;
e. Asnaf Riqab;
f. Asnaf Ibnu Sabil; dan
g. Asnaf Sabilillah.

Pasal 7
Jenis Program

(1) Program-program rutin yang termasuk kategori pendistribusian antara lain;
a. Program Ramadhan;
b. Program Qurban; dan
c. Mudikmu Aman;

(2) Program-program rutin yang termasuk kategori pendayagunaan antara lain;
a. Kampung Berkemajuan; dan
b. Kampung Zakat.

(3) LAZISMUWilayah dan Daerah dapat membuat program-program rutin sesuai isu lokal.

Pasal 8
Sinergi Program

(1) Pelaksanaan program rutin harus memiliki interkoneksitas dengan 5 (lima) pilar utama
pendistribusian dan pendayagunaan dana ZISKA LAZISMU;

(2) Pelaksanaan program rutin melibatkan Majelis, Lembaga dan Ortom Persyarikatan
Muhammadiyah;

(3) Dalam hal Majelis, Lembaga dan Ortom Persyarikatan Muhammadiyah tidak memiliki
potensi dan pengalaman dalam menjalankan program, LAZISMU dapat bekerjasama
dengan mitra non Persyarikatan;

(4) Kerjasama dengan mitra non persyarikatan diatur dalam Keputusan Badan Pengurus
LAZISMU No. 03.BP/PDN/B.18/2017 tentang Panduan Hubungan dan Kerjasama.

BAB V
PENDANAAN PROGRAM

Pasal 9
Sumber Pendanaan
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(1) Sumber utama pendanaan program rutin berasal dari ZISKA yang diterima LAZISMU;
(2) Dalam mendapatkan sumber-sumber pendanaan, LAZISMU bersama Majelis, Lembaga,

Ortom, dan Mitra non Persyarikatan melakukan penggalangan dana.

Pasal 10
Mekanisme Pencairan

(1) Mekanisme pencairan dana program rutin menggunakan skema 3 tahap meliputi:
a. Tahap I sebesar 30%
b. Tahap II sebesar 40%
c. Tahap III sebesar 30%

(2) Tahapan pencairan dana program dilakukan setelah laporan penggunaan dana tahap
sebelumnya diterima.

(3) Khusus untuk program rutin tertentu yang tidak bisa mengikuti skema sesuai ayat (1)
dapat diatur lebih lanjut sesuai kebutuhan.

(4) Khusus untuk program rutin yang masuk kategori pendayagunaan, pencairan dana
harus melalui BTM, BMT atau lembaga keuangan mikro syariah yang akan diatur lebih
lanjut.

(5) Penjelasan lebih lanjut mengenai pencairan dana program mengikuti Keputusan Badan
Pengurus LAZISMU Nomor: 02.BP/PDN/B.18/2017 Tentang Panduan Pengelolaan
Keuangan LAZISMU

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11
Monitoring dan Evaluasi

(1) Monitoring dan evaluasi (Monev) merupakan elemen penting dalam sistem pelaporan
pelaksanaan program untuk menunjukan kinerja dan pembelajaran untuk pengambilan
keputusan;

(2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi diatur dalam panduan tersendiri.

Pasal 12
Pencatatan dan Pelaporan

(1) Pelaksanaan program rutin harus dilaporkan dalam sebuah laporan tertulis;
(2) Pelaporan mencakup hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, baik

kemajuan, capaian dan penggunaan dana;
(3) Laporan disampaikan secara berkala dan dilaksanakan secara berjenjang sesuai struktur

organisasi LAZISMU;
(4) Format pencatatan dan pelaporan program pendistribusian dan pendayagunaan akan

diatur tersendiri dalam panduan monitoring dan evaluasi per program;
(5) Khusus untuk laporan keuangan mengikuti Keputusan Badan Pengurus LAZISMU Nomor:

02.BP/PDN/B.18/2017 Tentang Panduan Pengelolaan Keuangan LAZISMU.
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BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 13
Ketentuan Lain

Hal-hal lain mengenai pelaksanaan program rutin yang belum diatur dalam Panduan ini
diatur lebih lanjut dalam prosedur operasional.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 14
Penutup

(1) Pada saat Panduan ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur tentang
pelaksanaan program rutin dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Panduan ini;

Panduan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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PANDUAN LAYANANMUSTAHIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Ketentuan Umum

Layanan mustahik adalah kegiatan yang dilakukan oleh LAZISMU dalam rangka memberikan
kemudahan pelayanan kebutuhan mustahik baik perseorangan maupun lembaga untuk
mendapatkan bantuan sesuai kebutuhannya secara langsung maupun tidak langsung.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud

Panduan ini dimaksudkan sebagai acuan kepada pengelola LAZISMU dalam memberikan
pelayanan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 3
Tujuan

(1) Memberikan Layanan Mustahik yang efektif dan efisien.
(2) Menciptakan suasana nyaman kepada mustahik ketika berkunjung ke LAZISMU.
(3) Menjelaskan produk/program dan prosedur yang mudah dipahami oleh mustahik.
(4) Memberikan pola pelayanan terbaik yang konsisten terhadap semua mustahik.

BAB III
PRINSIP

Pasal 4
Prinsip

(1) Karakter, pelayanan yang diberikan adalah cerminan pribadi seorang muslim yang ber-
akhlaqul karimah dan cerminan dari LAZISMU secara lembaga yang pertama kali dilihat
oleh mustahik.

(2) Perhatian, tumbuhkan simpati dan rasa nyaman terhadap mustahik.
(3) Inisiatif, bertanya dan menggali informasi terkait kebutuhan mustahik.
(4) Dokumentatif, meminta kelengkapan administrasi sesuai dengan kebutuhan LAZISMU

yang diajukan oleh mustahik
(5) Evaluasi, berusaha memperbaiki setiap kekurangan.
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BAB IV
LAYANAN

Pasal 5
Persiapan

Siap melayani mustahik dengan sopan, ramah dan santun.

Pasal 6
Jenis

(1) Layanan Langsung, yaitu layanan yang dilakukan secara tatap muka di kantor LAZISMU.
(2) Layanan Tidak Langsung, yaitu layanan yang dilakukan melalui media proposal atau

pengajuan baik yang dikirimkan secara langsung maupun melalui surat elektronik.
(3) Aturan mengenai penyusunan proposal diatur dalam panduan tersendiri.

Pasal 7
Sikap

(1) Menyambut setiap mustahik yang datang dengan sopan, ramah dan santun.
(2) Berpikir positif terhadap mustahik untuk menghindari prasangka tidak baik kepada

mustahik.
(3) Mendengarkan, mencatat setiap yang disampaikan dan memahami dengan seksama

apa yang diinginkan mustahik.
(4) Menjalin komunikasi dua arah yang seimbang sehingga terjadi komunikasi yang

produktif dan efektif.

BAB V
DATABASE

Pasal 8
Pencatatan

(1) Mencatat data mustahik dengan benar dan sesuai kebutuhan LAZISMU.
(2) Melengkapi data diri mustahik meliputi: nama (orang/lembaga), alamat, surat

elektronik, dan nomor telepon.
(3) Verifikasi, konfirmasi akurasi data mustahik.
(4) Simpan, merawat data mustahik dalam sistem informasi terpadu yang diperbaharui

secara berkala.

Pasal 9
Pengelolaan

(1) Memperbaharui data mustahik sesuai dengan pelaksanaan program secara berkala.
(2) Memilah data mustahik sesuai dengan pelaksanaan program .
(3) Melindungi, menjaga kerahasiaan data mustahik.
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Pasal 10
Pengembangan

(1) Identifikasi, analisa data mustahik berdasarkan demografis dan pelaksanaan program.
(2) Implementasi, pemanfaatan data hasil analisa.

BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 11
Ketentuan Lain

Hal-hal lain yang belum diatur dalam panduan ini diatur lebih lanjut melalui standar
operasional prosedur.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 12
Penutup

1) Pada saat panduan ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur tentang layanan
mustahik dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam panduan ini.

2) Panduan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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PANDUAN PEMBUATAN PROPOSAL PROGRAM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Ketentuan Umum

(1) Pengertian-pengertian yang sudah ada di dalam pedoman LAZISMU juga berlaku dalam
panduan ini.

(2) Proposal adalah suatu rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja,
perencanaan secara sistematis, matang dan teliti yang dibuat oleh pengusul sebelum
melaksanakan program atau kegiatan.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Data yang dibutuhkan sebuah proposal dalam panduan ini meliputi informasi dasar program,
konsep program, anggaran program dan otorisasi proposal.

BAB II
INFORMASI DASAR

Pasal 3
Informasi Dasar

Informasi dasar yang disampaikan oleh mitra pelaksana program harus menyertakan
informasi tentang:
1. Bidang program, yakni informasi terkait ruang lingkup pelaksanaan program yang dipilih

dari 3 pilar utama LAZISMU;
2. Sasaran asnaf, berisi informasi mengenai calon penerima manfaat sesuai asnaf zakat,

jumlah jiwa dan kategorisasi berdasarkan jenis kelamin, usia, dan kelompok rentan;
3. Rekomendasi Muktamar Muhammadiyah, yakni informasi terkait kesesuaian program

dengan 13 rekomendasi muktamar Muhammadiyah;
4. Target dan indikator SDGs, yakni informasi terkait kesesuaian program dengan 17 target

dan indikator SDGs;
5. Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yakni informasi

terkait kesesuaian program dengan sasaran RPJMN yang sudah disusun oleh
Pemerintah Pusat;

6. Pengalaman mitra dalam pelaksanaan program serupa, yakni informasi terkait
pengalaman mitra dalam melaksanakan program serupa termasuk jumlah dana yang
diterima/dikelola, penerima manfaat dan capaian program.
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BAB III
KONSEP PROGRAM

Pasal 4
Konsep Program

Konsep program yang disampaikan oleh mitra pelaksana harus menyertakan informasi
tentang:
1. Judul program, yakni informasi terkait nama program yang diajukan;
2. Rasional program, berisi informasi mengenai latar belakang pelaksanaan, fokus isu, dan

ringkasan program;
3. Usulan komponen utama program (proposed intervention), yakni pengajuan bentuk

kegiatan utama, seperti; peningkatan kapasitas/pengadaan/permodalan/
pendampingan /dan lain-lain;

4. Potensi mitra, yakni informasi terkait kemungkinan kerjasama dengan instansi/lembaga
lain baik didalam maupun diluar persyarikatan;

5. Matriks logika program, berisi informasi mengenai tujuan (goals), capaian dambaan
(outcome), keluaran (output), dan aktivitas program termasuk indikator, verifikasi dan
asumsi risiko dari masing-masing komponen;

6. Kontribusi mitra dalam implementasi dan pencapaian tujuan program, berisi informasi
mengenai kontribusi mitra dalam pencapaian keberhasilan program;

7. Target area kerja, informasi mengenai lokasi pelaksanaan program sesuai dengan
kabupaten/kota target 3 T (terdepan, terluar, tertinggal), Desa miskin/tertinggal dan
indeks risiko bencana tahun 2016;

8. Risiko, berisi informasi mengenai daftar risiko terkait pelaksanaan program dan cara
mitra menangani risiko untuk memastikan berjalannya program;

9. Monitoring dan Evaluasi, berisi informasi mengenai rencana umum monitoring dan
evaluasi program yang akan dijalankan termasuk ringkasan metodologi yang akan
digunakan;

10. Durasi program, informasi mengenai jangka waktu pelaksanaan program;
11. Timeline, informasi mengenai waktu tahapan pelaksanaan program
12. Co fundraising, informasi tentang rencana penggalangan dana bersama LAZISMU untuk

mendukung pendanaan dalam rangka capaian program;
13. Tim Pelaksana Program, yakni informasi terkait identitas pengelola program termasuk

peran masing-masing individu.

BAB IV
RENCANA ANGGARAN PROGRAM

Pasal 5
Rencana Anggaran

Rencana Anggaran program yang disampaikan oleh mitra pelaksana harus menyertakan
informasi tentang:
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1. Rencana Anggaran Keseluruhan, yakni informasi detil mengenai anggaran belanja
program; dan

2. Resume Anggaran Program, yakni informasi mengenai ringkasan anggaran program
yang terdiri dari 4 komponen:
a. Program, yakni rencana pengeluaran untuk aktivitas utama;
b. Operasional, yakni rencana pengeluaran untuk distribusi bantuan dan aktivitas

pendukung;
c. SDM Tim Program, yakni rencana pengeluaran untuk menggaji pengelola program;
d. Co Fundraising, yakni rencana pengeluaran mitra untuk mendukung pelaksanaan

program.

BAB V
OTORISASI PROPOSAL

Pasal 6
Otorisasi

Proposal yang disampaikan oleh mitra pelaksana harus menyertakan dokumen
persetujuan/pengesahan dari pejabat yang berwenang di instansi/lembaga terkait disertai
tanda tangan dan cap/stempel resmi.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7
Penutup

(1) Pada saat Panduan ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur tentang
pembuatan proposal dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan Panduan ini;

(2) Panduan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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PANDUANMONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Ketentuan Umum

(1) Pengertian-pengertian yang sudah ada di dalam pedoman LAZISMU juga berlaku dalam
panduan ini.

(2) Monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau
kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data
masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi
landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan.
(Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Evaluasi dan Pengendalian
Pelaksanaan Rencana Pembangunan).

(3) Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran
(output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

(4) Laporan adalah suatu bentuk penyampaian informasi atas suatu tindakan atau kegiatan
yang dilakukan dan didukung oleh data yang lengkap sesuai dengan fakta sehingga
informasi yang diberikan dapat dipercaya serta mudah dipahami.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam panduan ini meliputi: informasi
dasar program, pengumpulan data, proses dan pemilihan informasi mengenai implementasi
program, progress yang dicapai pada program tersebut sampai kepada dampak dan efek
dari adanya program.

BAB II
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 3
Prinsip

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berpegang pada prinsip:
1. Kejelasan tujuan dan hasil yang dicapai dari monitoring dan evaluasi;
2. Pelaksanaan dilakukan secara obyektif;
3. Dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori, proses serta berpengalaman

dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi;
4. Pelaksanaan dilakukan secara transparan, sehingga pihak bersangkutan mengetahui

hasilnya dan hasilnya dapat dilaporkan kepada stakeholders (pihak berkepentingan/
pihak berkewenangan);

5. Melibatkan berbagi pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif
(partisipatif);



PANDUAN LAZISMU 2018 138

6. Pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara internal maupun eksternal
(akuntabel);

7. Mencakup seluruh obyek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi
sasaran monitoring dan evaluasi yang komprehensif;

8. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang
tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi;

9. Dilakukan secara berkala dan berkelanjutan;
10. Berbasis indikator kinerja; dan
11. Dilakukan secara efektif dan efisien, artinya target monitoring dan evaluasi dicapai

dengan menggunakan sumberdaya yang ketersediaannya terbatas dan sesuai dengan
yang direncanakan.

Pasal 4
Fungsi

(1) Monitoring dan evaluasi (Monev) merupakan elemen penting dalam sistem pelaporan
pelaksanaan program untuk menunjukan kinerja dan pembelajaran untuk pengambilan
keputusan;

(2) Fungsi Monitoring antara lain untuk:
a. Kesesuaian/Kepatuhan (Compliance)

Menentukan kesesuaian implementasi kebijakan dengan standard dan prosedur
yang telah ditentukan.

b. Pemeriksaan (Auditing)
Menentukan ketercapaian sumber-sumber/pelayanan kepada kelompok sasaran
(target groups).

c. Akuntansi (Accounting)
Menentukan perubahan sosial dan ekonomi apa saja yang terjadi setelah
implementasi sejumlah program (kebijakan) dari waktu ke waktu.

d. Penjelasan (Explanation)
Menjelaskan tingkat ketercapaian (hasil-hasil) program (kebijakan) relatif terhadap
dengan tujuan yang ditetapkan.

(3) Fungsi Evaluasi antara lain untuk:
a. Memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan, program dan kegiatan

yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai;
b. Memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yg mendasari

pemilihan tujuan & target;
c. Melihat peluang adanya alternatif kebijakan, program, kegiatan yang lebih tepat,

layak, efektif dan efisien;
d. Memberikan tanggapan (feed back) terhadap kebijakan dan program;
e. Menjadikan kebijakan dan program mampu mempertanggungjawabkan penggunaan

dana publik;
f. Membantu pemangku kepentingan belajar lebih banyak mengenai kebijakan dan

program;
g. Dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi;
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h. Negosiasi antara evaluator dan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi.

Pasal 5
Tujuan

(1) Tujuan Monitoring adalah mengamati atau mengetahui perkembangan dan kemajuan,
identifikasi permasalahan serta antisipasinya atau upaya pemecahannya;

(2) Tujuan Evaluasi adalah melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui
kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang
dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan
selanjutnya. Dimaksudkan untuk:
a. Memberikan kesimpulan dalam bentuk tanggapan sehingga dapat terus

mengarahkan pencapain visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan;
b. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara yang terjadi dengan yang

direncanakan, serta mengaitkannya dgn kondisi lingkungan yg ada;
c. Arah evaluasi bukan pada apakah informasi yang disediakan benar atau salah, tetapi

lebih diarahkan pada perbaikan yang diperlukan atas implementasi
kebijakan/program/kegiatan.

Pasal 5
Pelaksana dan Sasaran

(1) Kegiatan monev dilakukan oleh pelaksana program dan LAZISMU sebagai bagian dari
kegiatan supervisi;

(2) Sasaran kegiatan Monev adalah:
a. Konten Program dan Anggaran;
b. Pelaksana Program;
c. Penerima Manfaat Program;
d. Mitra lokal/pelaksana program di lapangan (jika ada);
e. Dampak dan efek dari pelaksanaan program.

(3) Instrumen Monev akan dikembangkan selanjutnya bersama dengan masing-masing
mitra pelaksana program sesuai dengan rencana dan standar program.

Pasal 7
Tahapan dan Jenis Kegiatan

Kegiatan Monev terdiri dari 3 (tiga) tahap:
1. Persiapan, jenis kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah workshop untuk

menentukan tujuan, sasaran, indikator, metodologi dan instrumen monev (dokumen
monev plan);

2. Pelaksanaan, jenis kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah analisis data
berdasarkan dokumen laporan, pembekalan Tim untuk persiapan kunjungan lapangan,
dan workshop tindak lanjut hasil monev;

3. Pasca Monev, jenis kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah workshop dan
disseminasi hasil/capaian program.
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BAB III
PELAPORAN

Pasal 8
Pelaporan

(1) Pelaksanaan program pendistribusian dan pendayagunaan LAZISMU harus dilaporkan
dalam sebuah laporan tertulis;

(2) Pelaporan mencakup hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, baik
kemajuan, capaian dan penggunaan dana;

(3) Laporan tahapan kegiatan (progress report) disampaikan secara berkala dan
dilaksanakan secara berjenjang sesuai struktur organisasi LAZISMU;

(4) Laporan akhir (final report) disampaikan oleh mitra pelaksana kepada LAZISMU paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah program/kegiatan selesai;

(5) Khusus untuk laporan keuangan mengikuti Keputusan Badan Pengurus LAZISMU Nomor:
02.BP/PDN/B.18/2017 Tentang Panduan Pengelolaan Keuangan LAZISMU.

Pasal 9
Informasi Dasar

Informasi dasar yang dibutuhkan dalam sebuah laporan harus mengandung informasi
tentang:
1. Nama Program, yakni informasi terkait nama program/kegiatan yang dilaksanakan;
2. Durasi program, informasi mengenai jangka waktu pelaksanaan program;
3. Bidang program, yakni informasi terkait ruang lingkup pelaksanaan program yang dipilih

dari 3 pilar utama LAZISMU;
4. Jumlah penerima manfaat dan kategori asnaf, berisi informasi mengenai penerima

manfaat sesuai asnaf zakat, jumlah jiwa dan kategorisasi berdasarkan jenis kelamin, usia,
dan kelompok rentan;

5. Rekomendasi Muktamar Muhammadiyah, yakni informasi terkait kesesuaian program
dengan 13 rekomendasi muktamar Muhammadiyah;

6. Target dan indikator SDGs, yakni informasi terkait kesesuaian program dengan 17 target
dan indikator SDGs;

7. Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yakni informasi
terkait kesesuaian program dengan sasaran RPJMN yang sudah disusun oleh
Pemerintah Pusat;

8. Realisasi Anggaran, yakni informasi terkait penyerapan dana dalam implementasi
program;

9. Mitra pelaksana, yakni informasi terkait kerjasama dengan instansi/lembaga lain baik
didalam maupun diluar persyarikatan termasuk peran/kontribusi masing-masing dalam
implementasi program.

Pasal 10
Implementasi Program
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Laporan implementasi program yang disampaikan oleh mitra pelaksana harus menyertakan
informasi tentang:
1. Perkembangan program, yakni informasi terkait ringkasan perkembangan program dan

kondisi asnaf sebelum dan sesudah implementasi program;
2. Capaian komponen program, berisi informasi mengenai ketercapaian tujuan (goals),

capaian dambaan (outcome), keluaran (output), dan pelaksanaan aktivitas program
dibandingkan dengan rencana awal;

3. Cakupan wilayah program, yakni informasi mengenai lokasi implementasi program;
4. Isu dan pembelajaran, yakni informasi terkait isu-isu penting yang ditemui dan perlu

ditindaklanjuti, tantangan yang dihadapi, dan tindakan yang dilakukan dalam mengatasi
tantangan selama proses implementasi program.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 11
Penutup

(1) Pada saat Panduan ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur tentang
pembuatan proposal dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan Panduan ini;

(2) Panduan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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BIDANG KESEKRETARIATAN
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KEPUTUSANBADANPENGURUS LAZISMU
NOMOR: 019.BP/KEP/I.17/B/2019

TENTANG
PANDUANADMINISTRASI DANPUBLIKASI

Bismillahirrahmanirrahim

BADANPENGURUS LAZISMU

Menimbang :

Mengingat :

a. bahwa LAZISMU telah ditetapkan sebagai Lembaga Amil
Zakat berskala nasional;

b. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan tertib
administrasi penyelenggaraan kegiatan operasional dan
peningkatan pelayan publik perlu diatur Standarisasi
Admninistrasi dan Publikasi;

c. bahwa panduan yang tercantum dalam keputusan ini
merupakan acuan dalam bidang Administrasi dan Publikasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Panduan
Administrasi dan Publikasi LAZISMU;

a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Muhammadiyah;

b. Qa’idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor
01/QDH/1.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan;

c. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor
15/PRN/I.0/B/2015 tentang Lembaga Amil Zakat, Infaq dan
Shadaqah;

d. Surat Instruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 259
Tahun 2016 tentang pendirian dan pengelolaan LAZISMU
pada struktur dan Amal UsahaMuhammadiyah;

e. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.
01/PED/I.0/B/2017 tentang LAZISMU.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PANDUANBIDANGADMINISTRASI DANPUBLIKASI
LAZISMU.

Pertama Panduan Bidang Administrasi dan Publikasi ini terdiri dari:
1. Administrasi dan Kesekretariatan;
2. Publikasi Media;
3. Rapat;
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Kedua Panduan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Shafar 1441 H

08Oktober 2019M

BADANPENGURUS
LAZISMUPIMPINANPUSATMUHAMMADIYAH

Hilman Latief, MA., Ph.D DR.Mahli Zainuddin
Ketua Sekretaris
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PANDUAN ADMINISTRASI DAN KESEKRETARIATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Ketentuan Umum

(1) Administrasi adalah penyusunan dan pencatatan data serta informasi secara sistmatis
dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya
kembali secara keseluruhan.

(2) Administrasi adalah rangkaian aktivitas merencanakan, mengorganisasikan,
mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan hingga menyelenggarakan secara tertib
pekerjaan administrasi untuk menunjang pencapaian tujuan organisasi.

(3) Kesekretariatan adalah keseluruhan rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan
perkantoran (surat-menyurat) dan tugas-tugas bantuan lainnya dalam rangka
menunjang kelancaran pencapaian tujuan LAZISMU.

(4) Surat merupakan sarana komunikasi berupa karangan untuk merumuskan secara
tertulis tentang pernyataan, pertanyaan, pemikiran, pertimbangan, permintaan dan
atau hal-hal lain yang disampaikan kepada pihak yang dituju.

(5) Kearsipan adalah suatu proses kegiatan mulai dari penerimaan, pengumpulan,
pengaturan, pemeliharaan, dan penyimpanan warkat menurut sistem tertentu,
sehingga saat diperlukan dapat ditemukan dengan cepat dan mudah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud

Panduan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pengelola LAZISMU dalam merencanakan
kebutuhan kesekretariatan, mengkoordinir serta memonitor pelaksanaan administrasi dan
aturan surat menyurat, kearsipan serta aturan tambahan lainnya.

Pasal 3
Tujuan

Panduan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi
yang ideal di LAZISMU.

BAB III
PRINSIP
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Pasal 4
Prinsip

(1) Kompetensi, Pembagian tugas kerja mempertimbangkan kriteria kompetensi.
(2) Manajerial, Pelaksanaan tugas adminisitrasi memerlukan prinsip manajerial

berdasarkan perintah dan arahan.
(3) Loyalitas, dalam menjalankan tugas dan wewenang mengutamakan ketaatan

administrasi
(4) Inisiatif, mengedepankan prakarsa pengambilan keputusan yang tepat.
(5) Efektif dan efisien, kegiatan dan tugas kerja dibangun berdasarkan perencanaan yang

matang.
(6) Komitmen, menjalan tugas dengan baik dan bertanggung jawab.
(7) Proaktif, mampu memecahkan persoalan yang dihadapi.

BAB IV
FUNGSI

Pasal 5
Fungsi

(1) Merencanakan apa saja yang harus dikerjakan berdasarkan maksud dan tujuan
administrasi.

(2) Menganggarkan berdasarkan rencana kegiatan administrasi untuk jangka waktu satu
tahun.

(3) Pengorganisasian dalam bentuk pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab.
(4) pengawasan, pelaporan dan evaluasi.
(5) Alat untuk menyampaikan pernyataan, pemberitahuan, permintaan atau permohonan,

dan buah pikiran atau gagasan.
(6) Bukti tertulis.
(7) Alat untuk mengingat (Arsip)
(8) Bukti historis (Mandat, SK, Rekomendasi, dan lain-lain)
(9) Pedoman Kerja

BAB V
PERENCANAAN

Pasal 6
Tata Kelola Surat dan Arsip

(1) Surat masuk
a. Penerimaan surat, dilakukan oleh front office LAZISMU.
b. Pencatatan surat, menggunakan buku agenda dan sistem informasi
c. Penyortiran surat, didistribusikan kepada divisi terkait.
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d. Pengarahan surat, menentukan siapa yang akan memproses surat berkaitan
dengan permasalahan surat, dilakukan oleh tingkat pimpinan LAZISMU.

e. Penyampaian surat, menyampaikan kepada amil yang ditunjuk atau ditugaskan
oleh pimpinan LAZISMU sesuai dengan isi pada lembar disposisi.

f. Penyimpanan surat dalam bentuk digital (scan) dan asli dalam bindex.
(2) Surat keluar

a. Pembuatan konsep surat.
b. Persetujuan konsep surat oleh pimpinan LAZISMU.
c. Pencatatan dan penomoran surat yang sudah mendapatkan persetujuan oleh

pimpinan LAZISMU.
d. Penandatanganan surat oleh ketua dan sekretaris Badan Pengurus atau Direktur

utama LAZISMU.
e. Pemberian cap/stempel LAZISMU.
f. Pengiriman surat.
g. Penyimpanan surat dalam bentuk digital.

(3) Email
a. Membalas semua email yang masuk sesuai format standar LAZISMU.
b. Meneruskan email kepada divisi terkait.
c. Meninjau jawaban dari divisi terkait.

Pasal 7
Corporate Identity

(1) Pembuatan kartu nama dan id card amil sebagai identitas sesuai standar design
LAZISMU.

(2) Pencetakan KOP Surat, amplop, Map, dan lembar disposisi serta tanda terima surat
sesuai standar design LAZISMU.

(3) Pembuatan seragam sesuai standar design LAZISMU.
(4) Pembuatan Buku Agenda, kalender tahunan dan cinderamata serta goodybag

LAZISMU, sebagai hadiah untuk tamu dan donatur.
(5) Produksi laporan tahunan dan panduan kelembagaan.

Pasal 8
Perlengkapan Operasional Kantor

(1) Pembelian kebutuhan alat tulis kantor.
(2) Tersedianya telephone dan internet sebagai sarana komunikasi.
(3) Tersedianya mesin printer, fotocopy dan scan sebagai sarana dokumentasi (kearsipan).

Pasal 9
Keanggotaan
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Sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional, LAZISMU perlu menjalin komunikasi dan sinergi antar
Organisasi Pengelola Zakat melalui penugasan pada berbagai komunitas dan aliansi
filantropi.

Pasal 10
Perjalanan Dinas

(1) Administrasi selektif, amil ditunjuk/ditugaskan oleh pimpinan LAZISMU untuk
melakukan perjalanan dinas sesuai dengan agenda kegiatan LAZISMU.

(2) Proses pembelian tiket / persiapan operasional kendaraan, sesuai dengan anggaran
LAZISMU.

(3) Laporan, Amil yang ditugaskan melaporkan setiap agenda kegiatan dinas.
(4) Review, Administrasi memeriksa laporan yang telah disampaikan.
(5) Proses hak dinas amil (Travel Allowance).
(6) Pencatatan data perjalanan dinas amil LAZISMU.

Pasal 11
Dokumentasi Pertemuan dan Layanan

(1) Buku tamu
(2) Daftar Hadir.
(3) Notulensi.
(4) Foto kegiatan

BAB VI
PENGORGANISASIAN

Pasal 12
Tugas dan Fungsi

Administrasi di LAZISMU bertugas untuk menjalankan fungsi:
1. Sekretaris;
2. Administrasi;
3. Front Office; dan
4. Legal Formal

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 13
Pengawasan

(1) Mengawasi, memeriksa, dan mengendalikan kegiatan yang dilakukan oleh tim
administrasi.

(2) Melatih tim administrasi untuk melaksanakan tugas.
(3) Memastikan pekerjaan diselesaikan tepat waktu.
(4) Mengkoordinasikan pekerjaan dengan divisi lainnya.
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(5) Membagi pekerjaan secara adil
(6) Mendelegasikan tanggung jawab.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 13
Pelaporan

1) Laporan surat masuk.
2) Laporan surat keluar.
3) Laporan perjalanan dinas.
4) Laporan kegiatan harian.
5) Laporan hasil kerja.
6) Laporan penggunaan dana.

BAB X
KETENTUAN LAIN

Pasal 14
Ketentuan Lain

Hal-hal lain mengenai pengelolaan kantor yang belum diatur dalam Panduan ini diatur lebih
lanjut dalam standar operasional prosedur.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 15
Penutup

3. Pada saat Panduan ini mulai berlaku, semua peraturan yang megatur tentang
pelasanaan rekrutmen relawan, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak betentangan.

4. Panduan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.



PANDUAN LAZISMU 2018 150

PANDUAN PUBLIKASI MEDIA

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1
Ketentuan Umum

(1) Publikasi media adalah kegiatan atau aktivitas menyampaikan informasi yang
dilakukan oleh LAZISMU atau bersama pihak lain dalam suatu rangkaian kegiatan atau
even.

(2) Berita adalah rangkaian peristiwa atau kegiatan LAZISMU yang diinformasikan dari
sumber-sumber terpercaya kepada khalayak yang membutuhkan informasi.

(3) Siaran Pers adalah tulisan kegiatan atau aktvitas LAZISMU yang ditujukan kepada
media dengan tujuan mengumumkan suatu hal yang memiliki nilai berita agar
terpublikasi di media massa.

(4) Wartawan adalah amil LAZISMU yang bertugas melaksanakan peliputan dan pelaporan
kegiatan atau aktivitas filantropi.

(5) Kode Etik Jurnalistik adalah kaidah etika peliputan berita yang dilakukan wartawan
LAZISMU berdasarkan Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

(6) Sosial Media adalah teknologi informasi dalam bentuk penyentara sosial online yang
digunakan LAZISMU dalam mempublikasikan kegiatan atau aktivitas filantropi.

(7) Promosi adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh Amil atau LAZISMU secara
kelembagaan dengan masyarakat luas yang tujuannya untuk memperkenalkan produk
program LAZISMU kepada masyarakat agar melakukan donasi ZISKA.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud

Panduan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pengelola LAZISMU dalam melakukan kegiatan
publikasi media maupun promosi dan dilaksanakan dengan pihak lain yang merupakan
landasan hukum pelaksanaan publikasi media tersebut.

Pasal 3
Tujuan

Panduan ini bertujuan:
1. Menerapkan kode etik jurnalistik wartawan LAZISMU dalam melakukan peliputan serta

penulisan berita.
2. Menyajikan berita yang berkaitan dengan kegiatan LAZISMU dari sumbernya yang

terpercaya.
3. Memverifikasi setiap peliputan berita kegiatan atau aktivitas LAZISMU agar memenuhi

standar berita layak tayang dan berimbang.
4. Menyatakan secara resmi berkaitan dengan isu-isu tertentu yang disampaikan

berdasarkan wewenang kelembagaan.
5. Mempromosikan setiap kegiatan atau aktivitas LAZISMU melalui media massa online,

cetak dan media social.



PANDUAN LAZISMU 2018 151

6. Mendidik dan menyadarkan masyarakat tentang arti penting menunaikan ZISKA.
7. Mengajak masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kepedulian sosial dengan cara

berdonasi.

Pasal 4
Sasaran

Publikasi media dan promosi yang dilakukan LAZISMU dan bersama dengan pihak lain
sasarannya meliputi:
1. Warga persyarikatan.
2. Masyarakat luas atau netizen, khususnya umat Islam.
3. Komunitas hobi dan profesional yang sudah dan belum bermitra dengan LAZISMU.
4. Muzaki atau donatur LAZISMU baik individu maupun lembaga atau perusahan.

Pasal 5
Prinsip

Publikasi media dan promosi dilaksanakan berdasarkan prinsip:
1. Mengutamakan kepentingan LAZISMU.
2. Memberikan informasi yang mendidik, menghibur dan menggembirakan.
3. Mengutamakan kemitraan, kesetaraan dan kebersamaan.
4. Saling menghargai dan menguntungkan.
5. Dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya dan berimbang.
6. Mengedepankan dakwah pencerahan yang berkemajuan.
7. Informasi disampaikan dengan terencana dan berkelanjutan.

Pasal 6
Ruang Lingkup

(1) Publikasi Media dan Promosi LAZISMU terdiri dari tiga jenis media yaitu media
konvensional, media online dan media sosial.

(2) Panduan ini mengatur penulisan berita, penggunaan media sosial dan tata tertib untuk
publikasi dan promosi.

BAB II
PENULISAN BERITA

Pasal 7
Penulisan Berita

Penulisan berita dilakukan dengan memenuhi unsur 5 W + 1 H (Apa, Siapa, Kapan, Di mana,
Mengapa dan Bagaimana), dan dalam penulisan berita ini harus menyertakan foto kegiatan
atau aktivitas LAZISMU.

Pasal 8
Jenis Media

(1) Media konvesional yang digunakan untuk publikasi LAZISMU antara lain koran, tabloid,
majalah, buletin, televisi dan radio.

(2) Media konvensional yang digunakan untuk promosi antara lain, koran, tabloid, majalah,
buletin, televisi, radio, flyer, leaflet, spanduk, umbul-umbul dan media luar ruang (lain-
lain).
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(3) Media online yang digunakan untuk publikasi dan promosi antara lain media cyber
resmi, mobile apps, dan media sosial (facebook, twitter, instagram dan lain-lain).

Pasal 9
Penggunaan Media Sosial

Penggunaan media sosial telah diatur masing-masing platform sebagaimana aturan yang
berlaku di dalamnya, dan dalam hal ini panduan penggunaan media sosial yang digunakan
LAZISMU di wilayah, daerah dan kantor layanan. Panduan ini mengatur registrasi nama dan
logo.

Pasal 10
Registrasi nama

(1) Mendaftarkan penamaan akun media sosial merupakan identitas yang mewakili suatu
instansi atau lembaga.

(2) Menamakan secara bernas untuk merepresentasikan jatidiri sosial LAZISMU.
(3) Menggunakan nama LAZISMU yang diikuti nama wilayah, daerah dan kantor layanan.

Pasal 11
Logo

Secara resmi penggunaan logo LAZISMU telah diatur dalam panduan Identitas dan Lambang.
Akun media sosial LAZISMU tidak hanya menggunakan penamaan, namun juga logo resmi
yang tidak boleh diubah dengan cara apapun.

Pasal 12
Tata Tertib

Sesama amil LAZISMU yang menggunakan media sosial, secara tidak langsung saling
terhubung dengan pengguna media sosial lainnya. Maka sikap saling menghormati penting
dijaga untuk keberlangsungan komunikasi. Adapun konten atau materi yang dipublikasikan
dan dipromosikan dilakukan dengan:
1. Tidak melanggar undang-undang yang berlaku di Indonesia.
2. Tidak mengandung ujaran kebencian, SARA atau konten negatif yang dapat

menimbulkan keresahan sosial.
3. Mengedepankan kejujuran jatidiri individu atau lembaga untuk menumbuhkan

kepercayaan publik.
4. Memastikan informasi yang disampaikan tidak menampilkan informasi pribadi atau

kepentingan pribadi agar tidak disalahgunakan oleh orang lain atau dipersepsi berbeda
oleh orang lain.

5. Mengutamakan tanggung jawab bahwa informasi yang disampaikan benar sebelum
diposting pada media sosial.

6. Menujukkan sumber informasi jika informasi yang disampaikan mengutip dari sumber
media lain.

7. Mengoreksi jika terjadi kekeliruan dalam menyampaikan informasi dengan melakukan
klarifikasi dan memohon maaf dengan sikap ramah.

8. Menyikapi komentar dan respons yang kritis dan negatif dengan sikap saling tabayun.
9. Menindak konten dan komentar yang dianggap melanggar ketentuan.
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Pasal 13
Publikasi Even

Pada dasarnya kegiatan atau aktivitas publikasi dan promosi yang dilaksanakan LAZISMU
memerlukan kerjasama pihak lain terutama media (wartawan). Ada beberapa hal yang perlu
disiapkan sebagai panduan, antara lain:
1. Membuat tim kecil humas (Public Relation)
2. Membuat konsep acara dalam siaran pers
3. Menetapkan tema siaran pers
4. Menentukan siapa yang berbicara sebagai narasumber
5. Mengundang media cetak atau online
6. Menigirim siaran pers kepada media cetak dan online.
7. Memilih tempat yang strategis agar mudah dijangkau wartawan dan mitra LAZISMU.
8. Memilih waktu yang tepat.
9. Menetapkan moderator, pembawa acara yang tepat untuk memimpin sebuah acara.
10. Membuat siaran pers dan souvenir (merchandise).
11. Mendokumentasikan hasil publikasi setelah kegiatan berlangsung.

BAB III
KETENTUAN LAIN

Pasal 14
Ketentuan Lain

Hal-hal lain mengenai pelaksanaan publikasi media dan promosi yang belum diatur dalam
panduan ini diatur lebih lanjut dalam standar operasional prosedur.

BAB IV
Penutup

Pasal 15
Penutup

1. Pada saat panduan ini berlaku, semua peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan
publikasi media dan promosi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan panduan ini.

2. Panduan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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Lampiran Panduan Publikasi Media

KERANGKA ACUAN DAN TATA TERTIB SOSIAL MEDIA LAZISMU

KERANGKA ACUAN
Dalam proses menikmati, menggunakan sajian informasi yang kami publikasikan, Tim Sosial
Media LAZISMU memiliki ketentuan atau aturan main yang perlu disepakati bersama. Bila
merasa tidak nyaman, adalah hak para pengunjung yang budiman untuk tidak mengikuti
seluruh proses rangkaian publikasi ini. (Wajib menaati bagi pegiat LAZISMU di daerah).

Setiap informasi yang kami sajikan, tidak diperkenankan dipergunakan untuk tujuan yang
melanggar SARA, hak-hak asasi manusia dan hukum. Baik informasi berupa analisis, berita,
data, foto dan ilustrasi dipublikasi seaktual dan seakurat mungkin.

Tim Sosial Media LAZISMU mengharapkan halaman ini dilihat secara rutin agar bila terjadi
perubahan, kesalahan dan ketentuan penggunaan, Anda bisa mengetahui secara dini.
Karenanya, bila Anda tetap menikmati seluruh rilis yang dikeluarkan oleh Tim Sosial Media
LAZISMU, dengan adanya perubahan syarat, sama artinya Anda menyetujui syarat
penggunaan terkini.

Sebagai informasi, Tim Sosial Media LAZISMU menggunakan beberapa istilah dalam meliris
informasi program dan kegiatannya dengan istilah THREAD dan POSTING. Adapun
pengertiannya adalah:
1. Thread

Secara bahasa diartikan benang dan jaring. Adapun secara istilah Thread adalah
jaringan komunikasi atau pintalan benang komunikasi berupa informasi (program dan
kegiatan) yang dirilis Tim Sosial Media LAZISMU dan direspon oleh orang lain yang
menghasilkan jaringan informasi secara berkelanjutan.

2. Posting
Secara bahasa diartikan menyampaikan, membeberkan, menurunkan dan menjelaskan.
Adapaun secara istilah Posting adalah kegiatan untuk menyampaikan informasi berupa
tulisan (news, artikel, dan sejenisnya), gambar, info grafis, video di dalam suatu media,
yakni media internet.
Posting tidak hanya digunakan dalam website atau blog, belakangan ini trend posting
digunakan juga untuk membuat status dalam jejaring sosial seperti Facebook, Twitter,
Google Plus, LinkedIn dan media lainnya.
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TATA TERTIB SOSIAL MEDIA
Demi kenyamanan bersama dalam laman (website) dan sosial media tersebut, berikut
beberapa peraturan yang perlu diinformasikan, antara lain:
1. THREAD

a. Sebelum membuat thread baru, dipastikan Anda tidak membuat thread baru (hasil
repost/copy-paste).

b. Tidak disarankan membuat topik diluar ketentuan program dan kegiatan LAZISMU.
c. Tidak diperkenankan untuk membuat thread di luar media yang telah ditentukan

LAZISMU
d. Bila membuat thread yang isinya tulisan hasil kutipan dari media lain harap

mencantumkan sumber aslinya.
e. Untuk thread yang terkait dengan pertanyaan, permintaan atau permohonan

bantuan harap menyertakan subjek, missal: tolong, maaf mohon, atau sejenisnya.
Pastikan Thread yang dibuat disesuaikan dengan pokok bahasan dan jadwal yang
telah ditentukan.

f. Isi thread (atau sebagian) dilarang keras berisi cacian, sindiran, hasutan, provokasi
yang menjurus ke persoalan SARA, HAM, dan POLITIK serta PORNOGRAFI.

g. Disarankan menggunakan alat dan bahan promosi standar yang telah disesuaikan
dengan Brand LAZISMU.

2. POSTING
a. Isi postingan tidak berupa informasi yang bersifat menyerang, memancing

kerusuhan/pertengkaran, hasutan, provokasi, seperti persoalan SARA, HAM, dan
POLITIK serta PORNOGRAFI dan DP (Disturbing Picture/GAMBAR HEBOH)

b. Apabila ada masalah yang ingin diselesaikan secara pribadi, silahkan lewat PM atau
saluran komunikasi lain yang telah disepakati.

c. Tidak diperkenankan membuat postingan yang dirasa kurang/tidak penting.
d. Apabila ada thread/posting yang berisi pertanyaan, jangan dijawab jika tidak tahu

jawabannya.
e. Dilarang mempromosikan/menyebarkan thread/posting lain, diluar topik LAZISMU.
f. Jika mengetahui ada orang lain yang menyusup atau masuk ke thread sosial media

LAZISMU, berupa iklan, promosi, atau informasi lain yang merugikan harap segera
melapor atau memblockir bagi admin yang ditugaskan memegang kendali.

g. Tim Sosial Media LAZISMU mendukung setiap ide, gagasan, dan masukan dari
kawan-kawan di daerah untuk selalu bersikap sportif , positif dan menjaga sopan
santun dalam segala macam kegiatan yang dilakukan di channel sosial media
LAZISMU.

h. Terkait dengan informasi atau aturan lain yang belum ditentukan akan
ditindaklanjuti oleh Tim Sosial Media LAZISMU.
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PANDUAN RAPAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Ketentuan Umum

Pengertian-pengertian yang sudah ada di dalam pedoman LAZISMU Juga berlaku dalam
panduan ini.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud

Panduan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pengelola LAZISMU dalam melakukan kegiatan
rapat yang menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan rapat-rapat dimaksud.

Pasal 3
Tujuan

Panduan ini bertujuan:
1. Agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan pedoman LAZISMU.
2. Mengatur agar rapat dapat berjalan dengan dinamis dan menghasilkan keputusan yang

dapat dipertanggungjawabkan,
3. Agar rapat dapat terlaksana sesuai dengan kewenangan dan materi pembahasannya.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4
Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam panduan ini meliputi, prinsip, jenis dan tahapan pelaksanaan rapat
yang diadakan oleh LAZISMU

BAB IV
RAPAT-RAPAT

Pasal 5
Prinsip
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(1) Kepentingan Bersama, rapat diadakan karena adanya kepentingan bersama untuk
mengambil keputusan terhadap suatu masalah.

(2) Pemecahan Masalah, rapat yang dilaksanakan harus menghasilkan penyelesaian suatu
masalah.

(3) Kekeluargaan, rapat dilaksanakan dengan semangat kebersamaan, tidak memaksakan
kepentingan pribadi dan keputusan harus dihormati dan dilaksanakan bersama.

(4) Adab dan akhlaq, rapat dilaksnakan dengan penuh Akhlaq dan adab yang baik.
(5) Mufakat, keputusan rapat semaksimal mungkin diambil dengan cara musyawarah.

Pasal 6
Jenis Rapat

Rapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
1. Rapat berdasarkan kedudukan/kewenangan peserta, al:

a. Rapat Pleno
b. Rapat Dewan Syariah
c. Rapat Badan Pengawas
d. Rapat Badan Pengurus

2. Rapat berdasarkan tema bahasan
a. Rapat Kerja
b. Rapat Koordinasi
c. Rapat Koordinasi Khusus

Pasal 7
Tahapan

(1) Persiapan, menyiapkan materi pembahasan, peralatan, lokasi dan waktu serta
kelengkapan administrasi.

(2) Pelaksanaan, memastikan kegiatan rapat berlangsung dengan baik.
(3) Pendokumentasian, memastikan notulensi, presensi dan dokumentasi lainnya tersimpan

dengan baik.

Pasal 8
Tata Tertib

Agar rapat dapat berjalan sesuai dengan rencana, maka perlu ditentukan tata tertib rapat
secara umum sebagai berikut;
1. Tepat waktu.
2. Menyusun agenda rapat,
3. Saling menghargai dalam mengemukakan pendapat,
4. Partisipasi aktif peserta,
5. Terbuka terhadap kritik yang disampaikan,
6. Perdebatan yang sportif dan argumentatif,
7. Setiap pendapat/argument disampaikan secacra singkat, jelas dan lugas,
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8. Pemimpin rapat dapat mengendalikan rapat dengan baik,
9. Menghasilkan keputusan yang disepakati bersama.

BAB V
PESERTA RAPAT

Pasal 9
Peserta Rapat

Rapat Kerja LAZISMU disetiap tingkatan dihadiri oleh:
1. Tingkat Pusat:

a. Perwakilan PP;
b. Unsur pengelola LAZISMU Pusat;
c. Perwakilan unsur pengelola LAZISMUWilayah;
d. Undangan.

2. Tingkat Wilayah:
a. Perwakilan PWM;
b. Perwakilan LAZISMU Pusat;
c. Unsur pengelola LAZISMU Wilayah;
d. Perwakilan unsur pengelola LAZISMU Daerah;
e. Undangan.

3. Tingkat Daerah:
a. Perwakilan PDM;
b. Perwakilan unsur pengelola LAZISMUWilayah;
c. Unsur pengelola LAZISMU Daerah;
d. Undangan.

Pasal 10
Rapat Kerja

Rapat Kerja (Raker) merupakan rapat yang diadakan oleh dan atas tanggungjawab Badan
Pengurus LAZISMU disemua tingkatan untuk membahas perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi kegiatan dan anggaran, serta masalah lain yang mendesak.

Pasal 11
Rapat Koordinasi

1) Rapat Koordinasi LAZISMU di tingkat pusat merupakan rapat koordinasi yang
dilakukan oleh LAZISMU Pusat terhadap LAZISMU Wilayah dan terhadap Kantor
Layanan LAZISMU yang dibentuk oleh LAZISMU Pusat untuk membahas pelaksanaan
dan evaluasi kebijakan LAZISMU di tingkat Pusat.

2) Rapat Koordinasi LAZISMU di tingkat wilayah merupakan rapat koordinasi LAZISMU
Wilayah terhadap LAZISMU Daerah dan terhadap Kantor Layanan yang dibentuk oleh
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LAZISMU Wilayah untuk membahas pelaksanaan dan evaluasi kebijakan LAZISMU di
tingkat wilayah.

3) Rapat Koordinasi LAZISMU di tingkat daerah merupakan rapat koordinasi LAZISMU
Daerah terhadap Kantor Layanan LAZISMU yang dibentuk oleh LAZISMU Daerah untuk
membahas pelaksanaan dan evaluasi kebijakan LAZISMU di tingkat daerah.

Pasal 12
Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus)

Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) LAZISMU Pusat, Wilayah dan Daerah merupakan rapat
khusus yang dilakukan LAZISMU disemua tingkatan oleh Dewan Syariah, Badan Pengawas,
Badan Pengurus untuk membahas masalah-masalah khusus dan mendesak.

Pasal 13
Waktu Pelaksanaan Rapat

(1) Rapat Pleno merupakan rapat pimpinan yang dihadiri oleh seluruh unsur pengelola
LAZISMU di masing-masing tingkatan yang diadakan sekurang-kurangnya 1 ( satu) kali
dalam 3 (tiga) bulan.

(2) Rapat Dewan Syariah LAZISMU merupakan rapat pimpinan yang dapat menghadirkan
pihak yang dipandang perlu yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1
(satu) bulan.

(3) Rapat Badan Pengawas LAZISMU merupakan rapat pimpinan yang diadakan sekurang-
kurangnya 1( satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

(4) Rapat Badan Pengurus merupakan rapat pimpinan di masing-masing tingkatan yang
dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota Badan
Pengurus LAZISMU yang diadakan sekurang-kurangnya 1 ( satu) kali dalam 1 (satu)
bulan.

(5) Rapat Kerja (Raker) merupakan rapat yang diadakan oleh dan atas tanggungjawab
Badan Pengurus LAZISMU untuk membahas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
kegiatan dan anggaran, serta masalah lain yang mendesak yang diadakan sekurang-
kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

(6) Rapat Koordinasi (Rakor) merupakan rapat yang diadakan oleh dan atas
tanggungjawab Badan Pengurus LAZISMU untuk membahas perencanaan, pelaksanaan,
dan evaluasi kegiatan dan anggaran, serta masalah lain yang mendesak yang diadakan
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

(7) Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) merupakan rapat yang diadakan oleh dan atas
tanggungjawab Badan Pengurus LAZISMU untuk membahas perencanaan, pelaksanaan,
dan evaluasi kegiatan dan anggaran, serta masalah Khusus yang mendesak yang
diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
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BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 14
Ketentuan Lain

Hal-hal lain mengenai rapat-rapat yang belum diatur dalam Panduan ini diatur lebih lanjut
dalam standar operasional prosedur.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 15
Penutup

(1) Pada saat Panduan ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur tentang rapat-
rapat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Panduan ini.

(2) Panduan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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